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KATA PENGANTAR

Pada bulan September 2015, Sidang Umum PBB yang diikuti oleh 159 Kepala Negara,
termasuk Indonesia, telah menyepakati Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
atau Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi agenda global 2030. TPB/
SDGs tersebut berisikan 17 Goals dan 169 Target untuk periode pelaksanaan
tahun 2015-2030. Indonesia telah terlibat secara aktif dalam berbagai forum
internasional dalam merumuskan SDGs tersebut. Sejalan dengan perumusan
TPB/SDGs di tingkat global, Indonesia juga menyusun Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPMN) tahun 2015-2019, sehingga substansi yang
terkandung dalam TPB/SDGs telah selaras dengan RPJMN yang merupakan
penjabaran Nawacita sebagai Visi dan Misi Presiden.

Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan mengamanatkan bahwa untuk mencapai sasaran
TPB/SDGs akan disusun 3 (tiga) dokumen perencanaan, vaitu: Peta Jalan TPB/
SDGs, Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs, dan Rencana Aksi Daerah (RAD)
TPB/SDGs Provinsi. Untuk menyusun Rencana Aksi TPB/SDGs tersebut telah
disusun Pedoman sebagai panduan kepada seluruh pemangku kepentingan baik
di tingkat nasional maupun di daerah, sehingga dihasilkan rencana aksi TPB/SDGs
yang terukur dan jelas dalam periode waktu tertentu. Secara garis besar, pedoman
penyusunan Rencana Aksi memuat keterkaitan antaraTPB/SDGs dengan kebijakan
pembangunan nasional dan mekanisme penyusunannya. Pedoman Rencana Aksi
juga dilengkapi dengan matriks yang berisikan sasaran, program, kegiatan, sumber
daya pendukung, dan instansi pelaksana.

Buku “Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)” disusun melalui serangkaian
proses diskusi dengan berbagai pihak yang meliputi perwakilan dari Kementerian/
Lembaga, Filantropi dan Pelaku Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Media,
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Akademia dan Pakar, serta Pemerintah Daerah. Untuk itu, kami mengucapkan terima
kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi hingga selesainya penyusunan
buku pedoman ini. Semoga buku ini dapat menjadi acuan penyusunan Rencana
Aksi TPB/SDGs dalam upaya untuk meningkatkan kesejahterakan rakyat Indonesia,
dan sekaligus memberikan sumbangan terhadap komitmen global.

Jakarta, Juli 2017

ambang PS. Brodjonegoro
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals
(SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan
ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga
keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga
kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan
terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari
satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global
dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17
tujuan vaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat
dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih
dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan
Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasidan Infrastruktur; (10) Berkurangnya
Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi
dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim;
(14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan
Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional,
yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di
tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat
nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam bentuk program, kegiatan dan
indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. TPB/SDGs
merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium
Development Goals/MDGs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan
lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas
sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan
pelibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, Filantropi dan
Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar.

Indonesia telah berhasil mencapai sebagian besar target MDGs Indonesia
yaitu 49 dari 67 indikator MDGs, namun demikian masih terdapat beberapa
indikator yang harus dilanjutkan dalam pelaksanaan TPB/SDGs. Beberapa
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indikator yang harus dilanjutkan tersebut antara lain penurunan angka
kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional, peningkatan konsumsi
minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari, penurunan Angka Kematian
Ibu (AKI), penanggulangan HIV/AIDS, penyediaan air bersih dan sanitasi
di daerah perdesaan serta disparitas capaian target antar provinsi yang
masih lebar.

Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan TPB/SDGs bersama
dengan Kementerian/Lembaga, Ormas dan Media, Filantropi dan Pelaku
Usaha serta Akademisi dan Pakar perlu merumuskan Rencana Aksi
(Renaksi) TPB/SDGs sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan
baik di tingkat nasional (Rencana Aksi Nasional/RAN) maupun di tingkat
daerah (Rencana Aksi Daerah/RAD). Renaksi TPB/SDGs adalah dokumen
rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan
yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian target
nasional dan daerah. Dengan renaksi tersebut diharapkan pihak-pihak
terkait di tingkat nasional dan daerah memiliki komitmen dan kejelasan
dalam perencanaan dan penganggaran program, serta kegiatan untuk
mencapai sasaran TPB/SDGs.

1.2 Tujuan

Pedoman teknis penyusunan RenaksiTPB/SDGs bertujuan untuk memberikan
panduan bagi seluruh pemangku kepentingan baik di nasional maupun daerah
dalam menyusun Dokumen Renaksi TPB/SDGs yang jelas, operasional dan
selaras dengan kebijakan nasional dan daerah.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari pedoman ini meliputi pendahuluan, keterkaitan TPB/
SDGs dengan kebijakan pembangunan, langkah teknis, jadwal penyusunan,
sistematika dan pengorganisasian penyusunan Renaksi TPB/SDGs.

1.4 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
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Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 — 2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).
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BAB Il
KETERKAITAN TPB/SDGs

DENGAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN

2.1 Keterkaitan TPB/SDGs dengan RPJMN 2015-2019 dan RPJMD

TPB/SDGs merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas
hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, TPB/SDGs
menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah, mulai
dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Di tingkat nasional, RPJMN 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan
untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang menjadi acuan bagi setiap
Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/
Lembaga (Renstra K/L) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah/RPJMD). RPJMN tahun 2015-2019 merupakan tahap ketiga dari
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025. Pengarusutamaan
pencapaian TPB/SDGs dalam RPJMN 2015-2019 dan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) dilakukan dalam bentuk rumusan kebijakan, program,
kegiatan, indikator yang terukur serta sumber pembiayaannya. Gambaran
umum integrasi TPB/SDGs ke dalam rencana pembangunan di tingkat
nasional maupun daerah dapat dilihat lebih lanjut dalam Gambar 1.

VISI & MISI
PRESIDEN

PELAKSANAAN
PROGRAM

PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN

RENSTRA SKPD

VISI & MISI
KEPALA DAERAH

Gambar 1. Integrasi pembangunan berkelanjutan dalam dokumen perencanaan pembangunan
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2.2 Kebijakan RPJMIN 2015-2019 terkait dengan TPB/SDGs

Berikut adalah kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai dengan TPB/SDGs:

Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Mengembangkan sistem
perlindungan sosial yang komprehensif; (i) Meningkatkan pelayanan dasar
bagi masyarakat kurang mampu; dan (i) Mengembangkan penghidupan
berkelanjutan bagi masyarakat miskin melalui penyaluran tenaga kerja dan
pengembangan kewirausahaan.

Tujuan 2.Tanpa Kelaparan

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Pemantapan ketahanan
pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan
pokok; (i) Stabilisasi harga bahan pangan; (iii) Perbaikan kualitas konsumsi
pangan dan gizi masyarakat; (iv) Mitigasi gangguan terhadap ketahanan
pangan; serta (v) Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan terutama
petani, nelayan, dan pembudidaya ikan.

Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Akselerasi pemenuhan
akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang
berkualitas; (i) Mempercepat perbaikan gizi masyarakat; (iii) Meningkatkan
pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; (iv) Memantapkan
pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) bidang kesehatan;
(v) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas; (vi)
Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas; (vii)
Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia
kesehatan; (viii) Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan,
dan kualitas farmasi dan alat kesehatan; (ix) Meningkatkan pengawasan obat
dan makanan; dan (x) Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat.

Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas

Kebijakan RPJMN 2015-2019 vyang sesuai adalah:() Melaksanakan
Wajib Belajar 12 Tahun; (i) Melaksanakan wajib belajar 12 tahun dengan
memperluas dan meningkatkan akses pendidikan menengah yang
berkualitas; (iii) Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan
pelatihan keterampilan; (iv) Memperkuat jaminan kualitas (quality assurance)
pelayanan pendidikan; (v) Memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya; (vi)
Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel;
(vi) Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru; (viii) Meningkatkan
pemerataan akses pendidikan tinggi; (ix) Meningkatkan kualitas pendidikan
tinggi; (x) Meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi; dan (xi)
Meningkatkan tata kelola kelembagaan perguruan tinggi.
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Tujuan 5. Kesetaraan Gender

Kebijakan RPJMN 2015-2019 vyang sesuai adalah: (i) Meningkatkan
kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan;
(i) Menekankan peran perempuan di bidang politik; dan (i) Meningkatkan
kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG).

Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Menjamin ketahanan
air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam
pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi; (i) Penyelenggaraan
sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi,
kabupaten/kota, dan masyarakat; (iii) Peningkatan efektifitas dan efisiensi
pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi; (iv) Pemeliharaan dan
pemulihan sumber air dan ekosistemnya; (v) Pemenuhan kebutuhan dan
Jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat; (vi)
Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif; (vii)
Peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak
air termasuk perubahan iklim; dan (viii) Peningkatan kapasitas kelembagaan,
ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air
yang terpadu, efektif, efisien dan berkelanjutan, termasuk peningkatan
ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi.

Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Meningkatkan produksi
energi primer; (ii) Meningkatkan cadangan penyangga dan operasional energi;
(i) Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi;
(iv) Meningkatkan aksesibilitas energi; (v) Meningkatkan efisiensi dalam
penggunaan energi dan listrik; dan (vi) Memanfaatkan potensi sumber daya
air untuk PLTA.

Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Pembangunan destinasi
pariwisata diarahkan untuk meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata
sehingga berdayasaing di dalam negeri dan di luar negeri; (i) Pemasaran
pariwisata nasional; (iii) Pembangunan industri pariwisata; (iv) Pembangunan
kelembagaan pariwisata; (v) Meningkatkan kompetensi dan produktivitas
tenaga kerja; (vi) Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan
hubungan industrial; (vii) Kebijakan penguatan fungsi intermediasi keuangan;
(viii) Kebijakan keuangan mikro inklusif; (ix) Pengembangan dan optimalisasi
peran lembaga keuangan bukan bank; dan (ix) Pembentukan lembaga
keuangan khusus untuk pembiayaan prioritas pembangunan.

Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Peningkatan efektivitas
dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur; (i) Pengarusutamaan
(mainstreaming) skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dalam
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pembangunan infrastruktur; (iii) Implementasi prinsip Value for Money (VIM);
(iv) Pengembangan alternatif pembiayaan infrastruktur; (v) Peningkatan
kapasitas SDM dan kelembagaan; (vi) Peningkatan dukungan iptek bagi daya
saing sektor produksi; (vii) Peningkatan dukungan Iptek bagi keberlanjutan
dan pemanfaatan sumber daya alam; (viii) Peningkatan dukungan bagi riset
dan pengembangan dasar; (ix) Pembangunan taman tekno dan taman sains;
(x) Peningkatan agroindustri, hasil hutan dan kayu, perikanan, dan hasil
tambang; (xi) Akselerasi pertumbuhan industri manufaktur; (xii) Akselerasi
pertumbuhan pariwisata; (xiii) Akselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif; serta
(xiv) Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi.

Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan

Kebijakan RPJMN 2015-2019 vyang sesuai adalah: (i) Menciptakan
pertumbuhaninklusif; (i) Memperbesarinvestasipadatkerja; (iii) Memberikan
perhatian khusus kepada usaha mikro; (iv) Menjamin perlindungan sosial
bagi pekerja informal; (v) Meningkatkan dan memperluas pelayanan dasar
bagi masyarakat kurang mampu; (vi) Memperluas ekonomi perdesaan dan
mengembangkan sektor pertanian; dan (vii) Menjaga stabilitas harga dan
menekan laju inflasi.

Tujuan 11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Perwujudan Sistem
Perkotaan Nasional (SPN); (ii) Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan
Perkotaan (SPP); (iiij Pembangunan kota hijau dan berketahanan iklim dan
bencana; (iv) Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis
teknologi dan budaya lokal; dan (v) Peningkatan kapasitas tata kelola
pembangunan perkotaan.

Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan
Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah Penerapan pola produksi
dan konsumsi berkelanjutan.

Tujuan 13. Penanganan Perubahan lklim

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Mengurangi resiko
bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah
dan masyarakat dalam menghadapi bencana; (i) Mengembangkan
pembangunan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim; (i)
Meningkatkan akurasi dan kecepatan analisis serta penyampaian informasi
peringatan dini (iklim dan bencana); (iv) Menyediakan dan meningkatkan
kualitas data dan informasi pendukung penanganan perubahan iklim yang
berkesinambungan; dan (v) Meningkatkan kecepatan dan akurasi data
dan informasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (MKG) yang mudah
diakses dan berkesinambungan.
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Tujuan 14. Ekosistem Lautan

Kebijakan RPJMN 2015-2019yang sesuaiadalah: (i) Percepatan pengembangan
ekonomi kelautan; (i) Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya
dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut; (i) Meningkatkan wawasan
dan budaya bahari, serta penguatan peran SDM dan Iptek Kelautan; dan (iv)
Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir.

Tujuan 15. Ekosistem Daratan

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Meningkatkan kapasitas
pengelola hutan konservasi dalam melindungi, mengawetkan ekosistem
hutan, sumber daya jenis, dan sumber daya genetik; (i) Mempercepat
kepastian status hukum kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data
dan informasi sumber daya hutan, dan meningkatkan kualitas tata kelola di
tingkat tapak; dan (iii) meningkatnya kualitas air, udara dan lahan/hutan, yang
didukung oleh kapasitas pengelolaan lingkungan yang kuat.

Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Meningkatkan peran
kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara
pemerintah, swasta dan masyarakat sipil; (i) Memperbaiki perundang-
undangan bidang politik; (i) Penyempurnaan sistem manajemen dan
pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat
diakses publik; (iv) Penerapan e-government untuk mendukung proses bisnis
pemerintah dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan dan
terintegrasi; (v) Penerapan open government; (vi) Restrukturisasi kelembagaan
birokrasi pemerintah agar efektif, efisien dan sinergis; (vii) Penerapan
manajemen Apartur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif dan
berbasis merit; (viii) Peningkatan kualitas pelayanan publik; (ix) Membangun
keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik; (x) Mendorong
masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya;
(xi) Meningkatkan kualitas penegakan hukum; (xii) Melakukan harmonisasi
dan evaluasi peraturan terkait HAM; (xiii) Optimalisasi Bantuan Hukum dan
Layanan Peradilan bagi Masyarakat; (xiv) Penanganan kekerasan terhadap
perempuan dan anak; (xv) Harmonisasi peraturan perundang-undangan di
bidang korupsi; (xvi) Penguatan kelembagaan dalam rangka pemberantasan
korupsi; (xvii) Meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan anti-
korupsi; (xviii) Meningkatkan pencegahan korupsi; (xix) Memperkuat sistem
perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan; (xx)
Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak dan perempuan;
serta (xxi) Peningkatan ketersediaan layanan bantuan hukum bagi kelompok
marjinal.

Tujuan 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Kebijakan RPJMN 2015-2019 vyang sesuai adalah: (i) Menata kembali
kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif; (i) Meningkatkan
peran Indonesia di tingkat global; (iii) Meningkatkan peran Indonesia dalam
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kerja sama antara selatan dan triangular; (iv) Peningkatan kualitas data
dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat sasaran; (v)
Mendorong pembangunan fixed/wireline broadband; (vi) Penguatan proses
pengambilan keputusan kebijakan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS); (vii)
Peningkatan iklim investasi dan dan iklim usaha untuk meningkatkan efisiensi
proses perijinan bisnis; (viii) Peningkatan investasi yang inklusif terutama dari
investor domestik; (ix) Meningkatkan kualitas data dan informasi statistik di
bidang ekonomi; (x) Reformasi penerimaan perpajakan yang komprehensif;
serta (xi) Pencapaian sasaran inflasi dan penurunan defisit transaksi berjalan
ke tingkat yang lebih sehat serta kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai
tukar rupiah sesuai fundamentalnya.

Uraian kebijakan TPB/SDGs di daerah disesuaikan dengan rumusan RPJMD
masing-masing daerah dengan mengacu kepada RPJMN 2015-2019.
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BAB Il

LANGKAH TEKNIS DAN
JADWAL PENYUSUNAN
RENAKSITPB/SDGs

Sesuai dengan mandat Perpres Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan maka akan disusun dokumen Renaksi TPB/SDGs di tingkat
nasional dan daerah. Pada tingkat nasional akan disusun Dokumen Renaksi
Nasional (RAN) TPB/SDGs dan pada tingkat provinsi akan disusun Dokumen
Renaksi Daerah (RAD) TPB/SDGs. Pemerintah provinsi dalam penyusunan RAD
TPB/SDGs melibatkan seluruh pemerintah Kabupaten/Kota dan para pemangku
kepentingan di wilayahnya. Matriks RAD Kabupaten/Kota merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari RAD Provinsi. Pemerintah Kabupaten/Kota bersama
dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayahnya dapat menyusun RAD TPB/
SDGs tingkat Kabupaten/Kota secara mandiri yang sistematikanya selaras dengan
Pedoman Penyusunan Renaksi. Pembagian kewenangan Renaksi TPB/SDGs pada
tingkat nasional dan daerah selaras dengan pembagian kewenangan yang tertera
dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3.1 Dokumen yang Perlu Diperhatikan dalam Penyusunan Renaksi TPB/SDGs

3.1.1 Tingkat Nasional
Penyusunan Renaksi TPB/SDGs perlu mengacu pada beberapa
dokumen yang terkait, antara lain:

1. RPJMN Tahun 2015-2019
Dokumen RPJMN 2015-2019 merupakan acuan dalam penyusunan
program dan kegiatan serta tindakan prioritas yang dilakukan
terkait dengan pencapaian target TPB/SDGs. Dokumen tersebut
juga telah selaras dengan target pencapaian TPB/SDGs.

2. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga Tahun
2015-2019
Dokumen Renstra K/L tahun 2015-2019 yang terkait langsung
dengan TPB/SDGs diperlukan dalam penyusunan program dan
kegiatan serta tindakan yang dilakukan dengan pencapaian target
TPB/SDGs. Program, kegiatan dan tindakan yang ada dalam
Renstra bersifat lebih teknis dan rinci bila dibandingkan dengan
RPJMN tahun 2015-2019. Dokumen tersebut juga telah selaras
dengan target pembangunan dalam RPJMN tahun 2015-2019.
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3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahunan
Dokumen RKP tahunan diperlukan dalam penetapan indikator,
target, dan anggaran. Perbaikan target dan anggaran tahunan
dalam RPJMN 2015-2019 diakomodasi dalam RKP tahunan
termasuk di dalamnya perbaikan indikator, target, dan anggaran
terkait pencapaian target TPB/SDGs.

4. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Dokumen Perpres No. 59 Tahun 2017 merupakan dasar hukum
dalam penyusunan Renaksi TPB/SDGs.

5. LaporanPencapaian 15 tahun (2000-2015)Tujuan Pembangunan
Milenium (MDGs) di Indonesia
Laporan 15 tahun Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs)
diIndonesia 2015 merupakan laporan lengkap yang berisikan capaian
indikator MDGs dari setiap tujuan dan target selama periode tahun
2000 sampai tahun 2015. Pada laporan tersebut dijelaskan berbagai
kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia serta
program-program yang telah dilaksanakan. Dilaporkan pula tentang
pembelajaran dari praktek-praktek baik untuk memperkuat agenda
TPB/SDGs. Pada bagian akhir dari laporan ini, diidentifikasi berbagai
indikator yang perlu dilanjutkan antara lain penurunan kemiskinan,
penurunan angka kematian Ibu, penurunan prevalensi penyakit HIV
dan AIDS, peningkatan akses terhadap air minum dan sanitasi layak
terutama pada daerah perdesaan.

6. Dokumen Kebijakan Lain yang terkait

a. Dokumen global: Transforming Our World: the 2030 Agenda
for Sustainable Developmentadalah dokumen yang disepakati
secara global pada tanggal 25 September 2015 sebagai Agenda
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tahun 2030. Dokumen ini
merupakan pedoman penting atas berbagai masalah global
terutama terkait dengan 3 (tiga) dimensi penting pembangunan
berkelanjutan yaitu dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan
hidup. Dokumen ini memuat 17 tujuan (goals) dan 169 target,
kesemua tujuan dan target tersebut menjelaskan bahwa SDGs
merupakan aksi dunia untuk menciptakan dunia bebas dari
kemiskinan; kelaparan dan penyakit; dunia yang meghormati
HAM; keadilan dan kesetaraan serta dunia yang tiap negara
dapat menikmati pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan.

b.Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
(RAN-GRK) 2014-2020. RAN-GRK adalah dokumen rencana
kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara
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langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah
kaca sesuai dengan target pembangunan nasional. RAN-GRK
terdiri dari kegiatan inti dan kegiatan pendukung. Kegiatan
RAN-GRK meliputi bidang: pertanian; kehutanan dan lahan
gambut; energi dan transportasi; industri; pengelolaan limbah;
dan kegiatan pendukung lain. RAN-GRK merupakan pedoman
bagi Kementerian/lembaga untuk melakukan perencanaan,
pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi rencana aksi
penurunan emisi GRK. RAN-GRK menjadi acuan bagi
masyarakat dan pelaku usaha dalam melakukan perencanaan
dan pelaksanaan penurunan emisi GRK.

. Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-
APIl) 2014-2024. RAN-AP| merupakan bagian dari kerangka
pembangunan nasional Indonesia. Dari sisi perencanaan
pembangunan nasional, RAN-API merupakan rencana tematik
lintas bidang vyang lebih spesifik dalam mempersiapkan
rencana pembangunan yang memiliki daya tahan terhadap
perubahan iklim (climate proof/ resilient development) di
tingkat nasional. Tujuan khusus penyusunan RAN-API| adalah
untuk: (i) Memberikan arahan untuk pengarusutamaan
isu adaptasi perubahan iklim dalam proses perencanaan
pembangunan nasional; (i) Menyediakan arahan bagi aksi
adaptasi perubahan iklim sektor, serta aksi adaptasi perubahan
iklim terintegrasi (lintas sektor) di dalam perencanaan jangka
pendek (2013-2014), jangka menengah (2015- 2019), dan
jangka panjang (2020-2025); (iii) Menyediakan arahan bagi
langkah aksi adaptasi prioritas jangka pendek untuk diusulkan,
agar mendapatkan perhatian khusus dan dukungan pendanaan
internasional; (iv) Sebagai arahan bagi sektor dan daerah
dalam mengembangkan langkah aksi adaptasi yang sinergis
dan upaya membangun sistem komunikasi serta koordinasi
yang lebih efektif. RAN-API| diharapkan dapat memberikan
arahan pada RKP maupun RPJMN di masa depan, agar lebih
tanggap terhadap dampak perubahan iklim. RAN-API tidak
menjadi dokumen terpisah yang memiliki kekuatan legal
formal tersendiri, namun menjadi masukan utama dan bagian
integral dari dokumen perencanaan pembangunan nasional
dan perencanaan Kementerian/Lembaga (K/L).

.Dokumen Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana
(JAKSTRA PB). Dokumen JAKSTRA merupakan dokumen
acuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
selama 5 tahun agar penyelenggaraan penanggulangan
bencana di Indonesia menjadi lebih terarah, terkoordinasi
dan terpadu, yang disusun berdasarkan Dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Naskah

LANGKAH TEKNIS DAN JADWAL PENYUSUNAN RENAKSITPB/SDGs



Akademik Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Bencana
(RENAS PB), dan SENDAI Framework for Disater Risk
Reduction 2015-2030.

.Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM)

2015-2019. RAN-HAM Merupakan dokumen yang memuat
sasaran, strategi dan fokus kegiatan prioritas Rencana Aksi
Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) Indonesia tahun
2015-2019 dan digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga
dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penghormatan,
pelindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM
bagi masyarakat Indonesia.

. Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

(STRANAS PPK) 2012-2025. Dokumen ini memuat visi, misi,
sasaran, strategi dan fokus kegiatan prioritas pencegahan
dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025
dan piranti anti-korupsi. Stranas PPK mempunyai 6 (enam)
strategi vaitu (1) Melaksanakan upaya-upaya pencegahan; (2)
Melaksanakan langkah-langkah strategis di bidang penindakan;
(3) Melaksanakan harmonisasi dan penyusunan peraturan
perundangan undagan di bidang pemberantasn korupsi dan
sektor lain yang terkait; (4) Melaksanakan penyelamatan
aset hasil tindak pidana korupsi; (5) Meningkatkan kerjasama
internasional dalam rangka pemberantasan korupsi; dan (6)
Meningkatkan koordinasi dalam rangka pelaporan pelaksanaan
upaya pemberantasan korupsi.

.Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2015-

2019. RAN-PG merupakan rencana aksi nasional dengan
pendekatan multisektor untuk meningkatkan keadaaan pangan
dan gizi masyarakat Indonesia. Dokumen ini memuat fokus
perbaikan pangan dan gizi masyarakat serta intervensi yang
akan dilakukan baik intervensi gizi spesifik maupun intervensi
gizi sensitif. Dokumen tersebut berisi kerangka logis tentang
dampak yang akan dicapai, output, program dan kegiatan serta
instansi penanggung jawab.

.Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP)

2015-2020. Dokumen IBSAP merupakan acuan nasional
tentang pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman
hayati (kehati) Indonesia. Dokumen ini disusun berdasarkan
kerangka global Aichi Targets, Dokumen RPJMN 2015-
2019, dan Dokumen Renstra K/L terkait. Dokumen IBSAP
memuat pemutakhiran data kehati Indonesia, kebijakan dan
strategi pengelolaan kehati, target nasional, dan rencana aksi
pengelolaan kehati serta rencana pengelolaan kehati paska
tahun 2020.
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3.1.2 Tingkat Daerah
Penyusunan Renaksi TPB/SDGs perlu mengacu pada beberapa
dokumen yang terkait, antara lain:

1. RPJMN 2015-2019;

2. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

3.  RPJMD, Renstra SKPD, RKPD;

4. Peraturan Gubernur tentang TPB/SDGs Provinsi masing-masing
daerah;

5. Laporan Pencapaian 15 tahun (2000-2015) Tujuan Pembangunan

Milenium di Indonesia;

Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs;

Dokumen yang terkait dengan tugas fungsi pemerintah daerah;

8. Dokumen Kebijakan Lain yang terkait: (a) Dokumen global:
Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable
Development, (b) Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas
Rumah Kaca (RAD-GRK) 2014-2020, (c) Rencana Aksi Daerah
Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-API) 2014-2024, (d) JAKSTRA
PB, (e) Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia (RAD-HAM)
2015-2019, (f) Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi (STRANAS PPK) 2012-2025, (g) Rencana Aksi Daerah
Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2015-2019, dan (h) IBSAP 2015-2020.

N o

3.2 Langkah-langkah Teknis Penyusunan Renaksi TPB/SDGs

Penyusunan Renaksi TPB/SDGs dilakukan melalui langkah-langkah sebagai
berikut:

Langkah 1 : Menetapkan tim pelaksana dan kelompok kerja (Pokja) yang
didasarkan atas Keputusan Menteri PPN terkait Tim Koordinasi
Nasional TPB/SDGs untuk tingkat nasional dan Pergub untuk
tingkat daerah;

Langkah 2 : Melakukan sidang pleno pertama untuk membahas tahapan
dan tata cara penyusunan Renaksi TPB/SDGs;

Langkah 3 : Masing-masing pokja vyaitu pokja pilar pembangunan sosial,
pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan,
pilar pembangunan hukum dan tata kelola, menyusun Renaksi
TPB/SDGs, dengan tahapan:

1. Melakukan analisis situasi dan tantangan pelaksanaan
TPB/SDGs

2. Melakukan perumusan kebijakan, target, program, kegiatan
dan indikator terkait dengan pencapaian TPB/SDGs
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Langkah 4 :

Langkah 5 :

Langkah 6 :

Langkah 7 :

Langkah 8 :

Langkah 9 :

3. Mengidentifikasi alokasi pagu indikatif, sumber pendanaan
dan instansi pelaksana

4. Merumuskan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan TPB/SDGs

Melaksanakan pembahasan Draf Renaksi TPB/SDGs (narasi
dan matrik) masing-masing Pokja;

Melaksanakan Pleno penyempurnaan Draf Final Renaksi TPB/
SDGs berdasarkan masukan hasil pembahasan dari masing-
masing Pokja;

Melakukan Penyempurnaan Draf Final Renaksi TPB/SDGs oleh
Tim Pelaksana TPB/SDGs;

Mengesahkan Renaksi TPB/SDGs oleh Koordinator Pelaksana
(Menteri PPN/Ka. Bappenas) dan oleh gubernur di tingkat
daerah.

Melakukan Sosialisasi dan fasilitasi Renaksi TPB/SDGs kepada
seluruh pemangku kepentingan.

Melakukan penyusunan Renaksi TPB/SDGs di tingkat daerah
sesuai dengan proses penyusunan Renaksi TPB/SDGs di
tingkat nasional.

Pembiayaan Penyusunan Renaksi TPB/SDGs

Seluruh kebutuhan pembiayaan dalam rangka proses penyusunan Renaksi
TPB/SDGs di tingkat nasional dan daerah menjadi tanggung jawab pemerintah
dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
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BAB IV

SISTEMATIKA RENAKSI
TPB/SDGs

4.1 Sistematika Dokumen Renaksi TPB/SDGs

Dokumen Renaksi TPB/SDGs akan berisi:

BABI. PENDAHULUAN
1. Kondisi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
2.Permasalahan dan Tantangan

BAB Il. ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs
1. Uraian tentang Tujuan, Target dan Indikator TPB/SDGs
2.Kebijakan (uraian per Tujuan)
3.Program dan Kegiatan (uraian per Tujuan)

BAB Illl. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi
2.Mekanisme Pelaporan
3.Tanggung jawab masing-masing Platform
4. \Waktu pelaksanaan

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN
1. Lampiran 1. Perpres (Untuk RAN), Pergub (Untuk RAD)
2.Lampiran 2. Format Matriks Renaksi TPB/SDGs
3.Lampiran 3. Daftar Tujuan, Target dan Indikator TPB/SDGs

Penjelasan penulisan:

1. BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum Pembangunan Berkelanjutan

Pada bagian ini diuraikan landasan hukum perpres TPB/SDGs, Uraian
Tujuan 1 sampai dengan Tujuan 17 mengenai status capaian dari berbagai
indikator terkait TPB/SDGs yang dituliskan secara terkonsolidasi.

1.2. Permasalahan dan Tantangan

Pada bagian ini dijelaskan secara umum tentang permasalahan dan
tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tujuan 1 sampai dengan
Tujuan 17 yang dituliskan secara terkonsolidasi.
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2. BAB Il. ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs

Pada bagian ini dijelaskan arah kebijakan yang dilakukan dalam rangka
pencapaian TPB/SDGs. Dituliskan kebijakan yang dilakukan untuk
masing-masing Tujuan sebagai arah pelaksanaan kegiatan sebagaimana
dicontohkan dalam matriks. Kebijakan dirumuskan dengan mengacu
pada RPJMN 2015-2019, yang dilengkapi dengan program, kegiatan, dan
indikator kegiatan untuk masing-masing program tersebut. Selain itu,
diuraikan pula mengenai keterkaitan antar Tujuan/Goal dengan target yang
relevan.

3. BAB lll. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pada bagian ini diuraikan mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk
melihat capaian pelaksanaan Renaksi TPB/SDGs untuk masing-masing
tujuan.

Mekanisme pemantauan dan evaluasi Renaksi TPB/SDGs perlu
menggambarkan:

1) Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi
Berisi uraian tentang cara dan tahapan pemantauan dan evaluasi tujuan,
target dan indikator TPB/SDGs dan mekanisme umpan balik yang
dilakukan oleh setiap tim pelaksana dan pokja masing-masing pilar.

2) Mekanisme Pelaporan
Berisi tentang sistematika pelaporan tahunan yang dilaksanakan oleh
pemerintah pusat/daerah dengan uraian capaian tiap tujuan, target,
indikator, upaya-upaya yang dilakukan, lesson learned, best practices,
human stories, masalah dan tantangan yang dihadapi untuk setiap
tujuan TPB/SDGs, serta kebijakan yang diusulkan untuk menyelesaikan
tantangan yang dihadapi.
Disamping itu, laporan ini juga akan berisikan uraian tentang program,
kegiatan, indikasi anggaran yang dilakukan oleh pemangku kepentingan
lain yang meliputi Organisasi Kemasyarakatan dan Media, Filantropi
dan Pelaku Usaha serta Akademisi dan Pakar.

3) Waktu pelaksanaan
Berisikan tentang jadwal waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
serta pelaporan pencapaian TPB/SDGs tahunan dan lima tahunan.

4. BAB IV. PENUTUP
Pada bagian ini diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan upaya dan
proses yang dilakukan dalam penyusunan Renaksi TPB/SDGs, termasuk
keterlibatan berbagai pihak dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip
sebagai berikut:

1. Universal: Dilaksanakan oleh seluruh dunia terkait dengan tujuan dan
sasaran yang transformatif, berpusat pada manusia, komprehensif, dan
berjangka panjang
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2. Integration: Dilaksanakan secara terintegrasi pada semua dimensi
sosial, ekonomi dan lingkungan (saling terkait)

3. No-One Left Behind: Dilaksanakan dengan melibatkan semua
pemangku kepentingan dan memberi manfaat bagi semua terutama
yang rentan.

Prinsip-prinsip kemitraan TPB/SDGs antar pemangku kepentingan adalah
sebagai berikut: Membangun kepercayaan (trust building); Kemitraan yang
setara; Partisipasi; Akuntabel; dan Saling menguntungkan

5. LAMPIRAN
Pada bagian ini teridiri atas tiga lampiran yaitu:

1. Lampiran 1 berisi tentang landasan hukum pelaksanaan TPB/SDGs
di tingkat nasional dan daerah. Lampiran untuk RAN TPB/SDGs berisi
Dokumen Perpres Tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs.
Lampiran untuk RAD TPB/SDGs berisi Dokumen Peraturan Gubernur
tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDgs di tingkat daerah.

2. Lampiran 2 berisi tentang Matriks Renaksi TPB/SDGs yang memuat
Tujuan, Target, Program, Kegiatan, Indikator, Indikasi Anggaran, sumber
pendanaan, dan instansi pelaksana. Untuk matrik Renaksi pemangku
kepentingan lainnya ditambahkan kolom lokasi yang menjelaskan
tentang tempat kegiatan dilaksanakan (sesuai dengan wilayah
administrasi pelaksanaan kegiatan misalnya nama Provinsi, Kabupaten/
Kota, Kecamatan).

3. Lampiran 3 berisi tentang daftar Tujuan, Target dan Indikator TPB/SDGs.

4.2 Matrik Renaksi TPB/SDGs dan Penjelasannya

Renaksi TPB/SDGs dituliskan dalam bentuk matrik berikut:
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Petunjuk Umum Pengisian Matrik Renaksi TPB/SDGs

1.

Matrik ini berlaku untuk setiap tujuan dalam TPB/SDGs sepanjang target
bersifat kuantitatif, untuk target yang tidak dapat dirumuskan secara
kuantitatif dapat menggunakan target yang bersifat kualitatif dan dapat
dituangkan dalam matrik yang disesuaikan atau dapat ditulis secara naratif
secara tahunan dengan menetapkan tahun dasar (baseline) serta instansi/
lembaga pelaksana.

Program dan kegiatan nasional berasal dari pusat (K/L terkait) sesuai
tanggung jawab tujuannya masing-masing sebagai acuan penyusunan
Renaksi TPB/SDGs. Kegiatan tersebut bersifat operasional dan memiliki
target indikator kegiatan yang terukur tiap tahun. Kegiatan dapat
dimutakhirkan sesuai kebijakan program pada dokumen resmi terbaru
sepanjang memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian target
nasional maupun target TPB/SDGs.

Program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di luar
pemerintah harus terukur baik target, indikator dan kegiatannya, indikasi
anggaran, sumber pendanaan, serta lokasi cakupan program.

4. Cara pengisian matrik

a. Tabel Bagian 1:

e Nama Tujuan: diisi dengan nama tujuan TPB/SDGs global

e Kolom 1 : Nama target TPB/SDGs global

e Kolom 2: Nama indikator TPB/SDGs global atau indikator proksi
nasional

e Kolom 3: Berisi penetapan tahun dasar pada setiap indikator TPB/
SDGs yang diambil dari sumber data termutakhir

e Kolom 4: Berisi target pencapaian tiap tahunnya dengan memasukan
data dari dokumen resmi termutahkir

e Kolom 5: Berisi instansi pelaksana yang bertanggungjawab untuk
pencapaian indikator TPB/SDGs tersebut

b. Tabel Bagian 2:

e Kolom 1 : Diisi dengan nama program, kegiatan, indikator kegiatan
untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada indikator TPB/
SDGs. Data mengacu pada dokumen resmi seperti RPJMN 2015-
2019, RKP tahunan, Renstra K/L;

e Kolom 2 : Berisi satuan untuk mengukur indikator (persentase, unit,
rasio, orang, dst);

e Kolom 3 : Berisi target pencapaian indikator kegiatan tiap tahunnya
dengan memasukan data dari dokumen resmi termutakhir;

e Kolom 4 : Berisi indikasi anggaran yang dihitung sleama 5 tahun
untuk setiap kegiatan;
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Kolom 5 : Berisi sumber pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan
selama 5 tahun (APBN, APBD, sumber lain yang sah dan tidak
mengikat);

Kolom 6 : Berisi nama K/L atau SKPD yang melaksanakan program
tersebut.

c. Tabel Bagian 3:

Kolom 1 : Diisi dengan nama program, kegiatan, indikator kegiatan
untuk mencapai target dari masing-masing tujuan yang telah
ditetapkan pada indikator TPB/SDGs. Data mengacu pada dokumen
resmi seperti rencana kerja lembaga non pemerintah;

Kolom 2 : Berisi satuan untuk mengukur indikator kegiatan
(persentase, unit, rasio, orang, dst);

Kolom 3 : Berisi target pencapaian indikator kegiatan tiap tahunnya
dengan memasukan data dari dokumen resmi termutakhir;

Kolom 4 : Berisi indikasi anggaran yang dihitung selama periode
tertentu (tahunan, 3 tahunan, 5 tahunan, dst) untuk setiap kegiatan;
Kolom 5 : Berisi sumber pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan
selama periode tertentu (tahunan, 3 tahunan, 5 tahunan, dst);
Kolom 6 : Berisi lokasi cakupan program dan kegiatan pada lembaga
pelaksana non pemerintah (tingkat nasional, provinsi, kabupaten/
kota, kecamatan, desa);

Kolom 7 : Berisi nama organisasi/lembaga non pemerintah yang
melaksanakan program tersebut.
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BAB V
PENGORGANISASIAN

PENYUSUNAN RENAKSI
TPB/SDGs

5.1 Pengorganisasian

Organisasi yang menyusun Renaksi TPB/SDGs terdiri atas Tim Pengarah, Tim
Pelaksana dan Kelompok Kerja untuk masing-masing pilar dengan susunan
sebagai berikut:

1. Tim Pengarah
Tim Pengarah terdiri atas:
Ketua . Menteri PPN/Kepala Bappenas
Anggota . Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri
Keuangan, Kepala Staf Presiden.

2. Tim Pelaksana
Tim Pelaksana terdiri atas:

e Ketua . Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam,
Kementerian PPN/Bappenas

e \Wakil Ketua| : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat
dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas

e \Wakil Ketua Il : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas

e Sekretaris . Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air,
Kementerian PPN/Bappenas

* Anggota . Eselon | Kementerian/Lembaga terkait, wakil OMS

dan media, wakil filantropi dan pelaku usaha, wakil
akademisi dan pakar

3. Kelompok Kerja
Kelompok kerja (Pokja) terdiri atas:
a. Pokja | Pilar Pembangunan Sosial

e Ketua . Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat
dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas

e Wakil Ketua | : DeputiBidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan,
Kementerian PPN/Bappenas

e \Wakil Ketua Il :  Deputi Bidang pada Kementerian Koordinator

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
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e Sekretaris . Direktur Pendidikan dan Agama, Kementerian PPN/

Bappenas

e Anggota . Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS dan media, wakil
filantropi dan pelaku usaha, wakil akademisi dan
pakar

b. Pokja Il Pilar Pembangunan Ekonomi

e Ketua . Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/
Bappenas

e \Wakil Ketua | : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian
PPN/Bappenas

e \Wakil Ketua Il :  DeputiBidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan,
Kementerian PPN/Bappenas

e \Wakil Ketua lll:  Deputi Bidang Pendanaan, Kementerian PPN/
Bappenas

Wakil Ketua IV: Deputi Bidang Kementerian pada Koordinator
Perekonomian

e Sekretaris . Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik,
Kementerian PPN/Bappenas

e Anggota . Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS dan media, wakil
filantropi dan pelaku usaha, wakil akademisi dan
pakar

c. Pokja Il Pilar Pembangunan Lingkungan

e Ketua . Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya
Alam, Kementerian PPN/Bappenas

e \Wakil Ketua | : Deputi Bidang Pengembangan Regional,
Kementerian PPN/Bappenas

e \Wakil Ketua Il :  Deputi Bidang Koordinasi SDA dan Jasa,
Kementerian Koordinator Kemaritiman

e Sekretaris . Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya
Air, Kementerian PPN/Bappenas

e Anggota . Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS dan media, wakil
filantropi dan pelaku usaha, wakil akademisi dan
pakar

d. Pokja IV Pilar Hukum dan Tata Kelola

e Ketua . Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan
Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas

e \Wakil Ketual : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan
Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/
Bappenas

e \Wakil Ketua Il : Deputi Bidang pada Kementerian Koordinator
Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia

e Sekretaris . Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN/
Bappenas
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e Anggota . Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS dan media, wakil
filantropi dan pelaku, wakil akademisi dan pakar

DEWAN PENGARAH
Keterangan

Garis Komando KOORDINATOR
_______ Garis Koordinasi PELAKSANA

TIM PELAKSANA -- TIM PAKAR

KELOMPOK IV

KELOMPOK KERJA | KELOMPOK KERJA Il KELOMPOK KERJA IlI
PILAR PEMBANGUNAN PILAR PEMBANGUNAN PILAR PEMBANGUNAN
SOSIAL EKONOMI LINGKUNGAN

PILAR PEMBANGUNAN
HUKUM DANTATA KELOLA

Gambar 2. Bagan struktur organisasi penyusunan Renaksi TPB/SDGs

Pada tabel berikut disajikan secara rinci pembagian organisasi kelompok
berdasarkan dengan Pilar TPB/SDGs.

Tabel 3. Pembagian organisasi kelompok kerja TPB/SDGs

Tanggung
. Jawab S :
Nama Pokja Setiap TPB/ Organisasi Pokja
SDGs
POKJA | Tujuan 1 Deputi Bidang Pembangunan Manusia,
Tujuan 2 Ketua . | Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian
Pilar Tujuan 3 PPN/Bappenas
Pembangunan | Tujuan 4 . :
. ! . Deputi Bidang Kependudukan dan
Sosial Tujuan 5 Wakil Ketua | Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas
. Deputi Bidang pada Kementerian Koordinator
Wakil Ketua ll Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
. Direktur Pendidikan dan Agama, Kementerian
Sekretaris
PPN/Bappenas
Eselon 2 terkait, wakil OMS dan media, wakil
Anggota . | filantropi dan pelaku usaha, wakil akademisi
dan pakar
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Nama Pokja

Tanggung
Jawab
Setiap TPB/
SDGs

Organisasi Pokja

POKJAIII Tujuan 7 K Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/
. etua
Tujuan 8 Bappenas
Pilar Tujuan 9 ; ;
' . Deputi Bidang Sarana dan Prasarana,
Pembangunan TUJ_uan 10 Wakil Ketua | Kementerian PPN/Bappenas
Ekonomi Tujuan 17
. Deputi Bidang Kependudukan dan
Wakil Ketua Il Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas
Wakil Ketua Il Deputi Bidang Pendanaan, Kementerian PPN/
Bappenas
Wakil Ketua IV Deputi Blda_ng pada Kementerian Koordinator
Perekonomian
Sekretaris Direktur Perencanaan Makro dan Analisis
Statistik Kementerian PPN/Bappenas
Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS dan media,
Anggota wakil filantropi dan pelaku usaha, wakil
akademisi dan pakar
POKJA I Tujuan 6 Ketua Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA,
Tujuan 11 Kementerian PPN/Bappenas
Pilar Tujuan 12 . : ;
' . Deputi Bidang Pengembangan Regional,
P_embangunan Tu!uan 13 Wakil Ketua | Kementerian PPN/Bappenas
Lingkungan Tujuan 14
Tujuan 15 . Deputi Bidang Koordinasi SDA dan Jasa,
Wakil Ketua Il Kementerian Koordinator Kemaritiman
Sekretaris Direktur Kehutanan dan Sumber Daya Air,
Kementerian PPN/Bappenas
Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS da media,
Anggota wakil filantropi dan pelaku usaha, wakil
akademisi dan pakar
POKJA IV Tujuan 16 K Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan
etua !
Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas
Pilar Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan
Pembangunan : . .
Wakil Ketua | Pengendalian  Pembangunan, Kementerian
Hukum dan PPN/Bappenas
Tata Kelola
. Deputi Bidang pada Kementerian Koordinator
Wakil Ketua Il 1 o ik Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sekretaris Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN/
Bappenas
Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS dan media,
Anggota wakil filantropi dan pelaku usaha, wakil
akademisi dan pakar
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5.2 UraianTugas

1. Tim Pengarah:

a.
b.

Memberikan arahan dalam pencapaian TPB/SDGs di Indonesia
Menyampaikan laporan pencapaian TPB/SDGs kepada Presiden

2. Tim Pelaksana:

a.

b.

Memberikan arahan dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan
pedoman Renaksi TPB/SDGs

Memberikan arahan dan masukan kepada POKJA mengenai substansi
penyusunan Renaksi TPB/SDGs

Memberikan arahan mengenai kebijakan yang diharapkan dalam
penyusunan Renaksi TPB/SDGs

Menyampaikan laporan penyusunan Renaksi TPB/SDGs kepada
Menteri PPN/Kepala Bappenas

3. Kelompok Kerja:

a.

b.

Bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan Renaksi TPB/SDGs
sesuai dengan bidang tugasnya;

Membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan kelompok kerja TPB/SDGs
sesuai dengan bidang tugasnya;

Melakukan pencarian, pengumpulan bahan, data dan informasi yang
dibutuhkan termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara
kepada pihak terkait dalam rangka penyusunan Renaksi TPB/SDGs;
Melakukan analisa situasi perkembangan pencapaian TPB/SDGs di
tingkat nasional dan upaya-upaya yang telah dilakukan;

Melakukan identifikasi faktorfaktor penentu pencapaian TPB/SDGs
sesuai dengan bidang tugasnya;

Menyusun RenaksiTPB/SDGs sesuai dengan sistematika dan diserahkan
kepada sekretariat untuk dikonsolidasikan dengan hasil pokja lainnya;
Melakukan sosialisasi Renaksi TPB/SDGs kepada seluruh pemangku
kepentingan.

5.3 Mekanisme Kerja

a.

Se o oo

Pembentukan Tim Pengarah dan Kelompok Kerja (Pokja) penyusunan
Renaksi TPB/SDGs;

Sidang Pleno Tim Penyusunan Renaksi TPB/SDGs untuk Persiapan
Penyusunan Draf Renaksi TPB/SDGs;

Penyusunan Draf | Renaksi TPB/SDGs;

Penyusunan Draf Il Renaksi TPB/SDGs;

Penyusunan Draf Final Renaksi TPB/SDGs;

Pengesahan Renaksi TPB/SDGs oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas;
Sosialisasi dan fasilitasi Renaksi TPB/SDGs;

Sosialisasi Renaksi TPB/SDGs.

PENGORGANISASIAN PENYUSUNAN RENAKSITPB/SDGs



5.4 Pengorganisasian, Uraian Tugas, Mekanisme Kerja di Daerah

Pengorganisasian, uraian tugas, dan mekanisme kerja penyusunan Renaksi
TPB/SDGs di daerah disesuaikan dengan kondisi daerah dengan mengacu
pada pola di tingkat nasional sebagaimana telah dijelaskan diatas.
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BAB VI
PENUTUP

Pedoman penyusunan Renaksi TPB/SDGs merupakan panduan bagi setiap
pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun daerah dalam menyusun
Renaksi TPB/SDGs yang selaras dengan kebijakan nasional dan daerah. Seluruh
langkah teknis penyusunan, jadual, sistematika dokumen Renaksi, serta
pengorganisasian Renaksi untuk tingkat daerah disesuaikan dengan kondisi
daerah mengacu pada pola di tingkat nasional. Dengan pedoman ini diharapkan
seluruh pemangku kepentingan baik di Pusat maupun Daerah dapat menyusun
Renaksi TPB/SDGs dengan standar kualitas yang baik dan memudahkan dalam
pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporannya.

PENUTUP



DAFTAR SINGKATAN

APBD
APBN
Inpres
KEK

K/L

LSM

TPB
Perpres
PNPM
PONED
PONEK
PP

PPN

PUG
Renaksi TPB
RAPBN
RENJA
RENSTRA

RENSTRA RKPD

RKA-SKPD
SKPD RKP
RKPD
RPJMD
RPJMN
RPJPN
SKPD
STBM
TKPK
UMKM
Uuu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
Instruksi Presiden

Kekurangan Energi Kronis

Kementerian/Lembaga

Lembaga Swadaya Masyarakat

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Peraturan Presiden

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar
Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif
Peraturan Pemerintah

Perencanaan Pembangunan Nasional
Pengarusutamaan Gender

Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Nasional
Rencana Kerja

Rencana Strategis

Rencana Strategis RKPD

Rencana Kerja Anggaran

Rencana Kerja Pemerintah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Usaha Mikro Kecil Menengah

Undang Undang
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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Negara Indonesia merupakan salah satu negara
anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif
dalam  penentuan sasaran Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen
Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable

Development;

bahwa untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam
pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan/Sustainable Development Goals, perlu
adanya penyelerasan dengan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Presiden tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan;

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang- ...
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 3);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PELAKSANAAN
PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable
Development Goals yang selanjutnya disingkat TPB
adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global

tahun 2016 sampai tahun 2030.

2. Peta Jalan Nasional TPB adalah dokumen rencana yang
memuat kebijakan strategis tahapan-tahapan dalam
pencapaian TPB tahun 2017 hingga tahun 2030 yang

sesuai dengan sasaran pembangunan nasional.

3. Rencana ...
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Rencana Aksi Nasional TPB yang selanjutnya disingkat
RAN TPB adalah dokumen yang memuat program dan
kegiatan rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk
pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan
tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai
dengan sasaran nasional.

Rencana Aksi Daerah TPB yang selanjutnya disingkat
RAD TPB adalah dokumen rencana kerja 5 (lima)

tahunan di tingkat provinsi untuk melaksanakan
berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak
langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai
dengan sasaran pembangunan daerah.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat
Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk
oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan
aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan,
dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan
demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan
utama mentransformasikan,

dengan tugas

mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

9. Filantropi ...
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9. Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan
sumber daya secara sukarela kepada sesama dan
bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan

serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.

10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau
badan wusaha baik yang berbentuk badan hukum
maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah
hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun
bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan

kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan sasaran
nasional periode tahun 2017 sampai tahun 2019 dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-
2019, yang selaras dengan TPB sebagaimana tercantum
dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(2) TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan
untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi
masyarakat secara berkesinambungan, menjaga
keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga
kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang
inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu
menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu

generasi ke generasi berikutnya.

Pasal ...
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Pasal 3

Sasaran nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1):
a. digunakan sebagai pedoman bagi:

1. Kementerian/Lembaga dalam penyusunan,
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RAN TPB

sesuai dengan bidang tugasnya; dan

2. Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pelaksanaan,

pemantauan, dan evaluasi RAD TPB; dan

b. sebagai acuan bagi Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha,
Akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang
akan menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan

pemantauan serta evaluasi TPB.

Pasal 4

Dalam rangka pencapaian sasaran nasional yang ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional menyusun dan
menetapkan Peta Jalan Nasional TPB dan RAN TPB.

Pasal 5

Menteri/Kepala Lembaga merencanakan, melaksanakan,
memantau, dan mengevaluasi TPB sesuai dengan tugas

fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Pasal ...
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Pasal 6

Dalam rangka mendukung pencapaian TPB,
Kementerian/Lembaga terkait melakukan penyediaan dan

pemutakhiran data.

Pasal 7

Dalam rangka pencapaian TPB, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional mengoordinasikan:

a. fasilitasi dan pendampingan penyusunan RAD TPB 5

(lima) tahunan;

b. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pencapaian TPB

tingkat nasional dan daerah; dan

c. sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah serta

sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 8

Dalam rangka pencapaian Tujuan TPB, dibentuk Tim
Koordinasi Nasional yang terdiri atas Dewan Pengarah, Tim

Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar.

Pasal 9

(1) Dewan Pengarah bertugas memberikan arahan dalam

pencapaian TPB di Indonesia.

(2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:
Ketua . Presiden;

Wakil Ketua . Wakil Presiden;
Wakil ...
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Wakil Ketua I : Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian;

Wakil Ketua II . Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan;

Wakil Ketua III . Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman;

Wakil Ketua IV . Menteri Koordinator Bidang

Politik, Hukum, dan

Keamanan.

Koordinator Pelaksana : Menteri Perencanaan Pem-
merangkap Anggota bangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pemba-

ngunan Nasional.

Anggota : 1. Menteri Luar Negeri;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;

4. Menteri Badan Usaha Milik

Negara;
5. Sekretaris Kabinet;

6. Kepala Staf Kepresidenan.

Pasal 10

Tim Pelaksana bertugas melaksanakan arahan Dewan
Pengarah dalam merumuskan dan merekomendasikan
kebijakan serta mengoordinasikan pelaksanaan

pencapaian TPB.

(2) Tim ...
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(2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin secara bersama yang diketuai oleh Deputi
Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan
anggota yang terdiri dari unsur-unsur
kementerian/lembaga, Filantropi dan Pelaku Usaha,

Akademisi, dan Ormas.

Pasal 11

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10, Tim Pelaksana dibantu oleh Kelompok Kerja.

Pasal 12

(1) Tim Pakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
beranggotakan para ahli dan/atau profesional di bidang

yang berhubungan dengan pelaksanaan TPB.

(2) Tim Pakar memberikan pertimbangan substansi TPB
kepada Tim Pelaksana untuk menjamin tercapainya

pelaksanaan TPB di Indonesia.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Nasional
dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilakukan
oleh salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional.

Pasal ...
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Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja, tata cara
penetapan susunan Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim
Pakar diatur dengan Peraturan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional selaku Koordinator Pelaksana.

Pasal 15

(1) Untuk pencapaian sasaran TPB Daerah, Gubernur
menyusun RAD TPB ©§ (lima) tahunan bersama
Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dengan
melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi,

dan pihak terkait lainnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi
penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan RAD TPB 5 (lima) tahunan ditetapkan
dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional.

Pasal 16

(1) Sasaran dan Indikator TPB Nasional dapat dilakukan kaji
ulang berdasarkan evaluasi dan rekomendasi Dewan
Pengarah atas masukan dari Tim Pelaksana dan/atau

pertimbangan Tim Pakar.

(2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional bersama dengan Menteri/Kepala Lembaga
terkait paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun

dan sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal ...
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Pasal 17

(1) Menteri/Kepala Lembaga menyampaikan setiap tahun
laporan pencapaian atas pelaksanaan sasaran TPB
Nasional kepada Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional.

(2) Gubernur menyampaikan setiap tahun laporan
pencapaian atas pelaksanaan sasaran TPB Daerah
kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional.

(3) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku
Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas
pelaksanaan sasaran TPB tingkat nasional dan daerah
kepada Presiden 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu

bila diperlukan.

Pasal 18

Hasil pelaksanaan TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat (3) menjadi bahan pelaporan pencapaian TPB

Indonesia pada tingkat regional dan global setiap tahunnya.

Pasal 19
Pendanaan TPB bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Pasal ...
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Pasal 20
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

a. paling lama 12 (dua belas) bulan, Peta Jalan TPB tahun
2017-2030;

b. paling lama 6 (enam) bulan, RAN TPB tahun 2017-2019;

dan

c. paling lama 12 (dua belas) bulan, RAD TPB tahun 2017-
2019,

telah ditetapkan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara koordinasi,
perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan  pelaporan
Pelaksanaan TPB ditetapkan oleh Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional.

Pasal 22

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar ...
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Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia
Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Juli 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

RﬁARIAT KABINET RI
ang Perekonomian,

AN

\%gqstm Murbahningsih

SEK]

SR r&

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

46




Lampiran 2. Contoh Matriks Renaksi TPB/SDGs



N7d uenqg uep

|esoullp eAeq Jequung | Q0L Nd ep 3ieq uisl| eAuewein uebuelsuad toquins BueA

uep 161eug UeLBlUSWISY uejual uep upjsiud ebBBuel yewns eseiussiad ()L vl

, , ueliyeey epje uesljiwadey

11ebaN Wwejeq uelsIUBWSY S8 g8 08 SLL (loc) 52 uebBusp unyel /-0 INWin ynpnpusd aseiuasiad ()11
ueeAepngey (G102) 1ele1opas/yIN/VINS 1P el-ie|

UBP UBYIPIpUS UBLIS1UBUIDY 0oL 00! 00! 00l ¥ 70l Juendwaiad (A\dV) U Isedisilied exBuy oisey (1)) 7|
ueeAepngey (§L02) Lt

Uep UBYIPIPUSY UBLISIUBLSY 00l 0oL 0oL 00l 26001 (INdV) uIn| Isedisiied exBuy ()1 y'L
ueeAepngoey| , e

uep ueyipipusy vepeueway | 004 0oL ool 00L | (S§L02) v'o0L (NdV) N Isedisiuied exbuy (B)1 41
1eAdey ueyewnlad uep . e
WINW() UEElioyod UBLISIUaWSY ueeloylad ynuwiny ebBuel yewns eseiussiad (1)1 1

1eAdey ueyewniad uep , , , , uelnfueiayiaq Uep deAe| Iseliues ueueAe| depeylal
winuin ueeliayad uelalusway| 0000l ) 0ces OvLL | (7102) 27’69 sosye pjljlwaw BueA ebBuel yewns aseiuasiod (8)| 'L

ueinfueiayiaq

1eAdey ueyewniad uep | 00'00L - 0078 007, | (7102) 00 ‘0L | uep >eAe| wnuiw Jie taquins ueueAe| depeylal sosye
winuin ueeliayad ueliojusway| pijlwew  BueA ebBBuel yewnl 8SelU8SIdd  (P)L YL
uimey snieisiaq BueA unyel -Gl

99 8'G9 9’59 ¥'G9 (102) 6'L9 | EIsn (SNd) Inqng eisn uefuesed eped eled enwss (4d0)

NG Isdesesiuoy opolow ueeunbbuad Isusjersld ()L L

, , , , , ‘dexBus| Jesep Isesiunwi eullisus W

Ue1RYSSSY UBLISIUSWSY 0€9 819 £09 565 (¢l02) 675 BueA uenNg £g-zL JNWN eue oselussied ()L YL

‘ue1BYOSOY

0'0L zr9 L'€9 0'6G | (2l0Z) G’y | sem|ise} Ip eAulyels) uexliyejow sesoid BueA unyel gy

UelRYOSaY URLISIUSLISY

eues)e|ad Isueisu]

EEIE.ON E leseq unyep

uejedesuad 3abie]

-Gl Jnwin uimey yeusad uendwsalad aseiuasiod (e)L vl

gdLioeyipuj

‘onjiw uebuenay|
ynsew.a) ‘yeda) bueA
uebuenay esel uep
‘nieq 16ojoujal ‘weje
eAep Jaquins ‘uesuem
‘ure] ueyjijwaday)
)Nluaq uep yeuey seje
|Jo41uoy] uep ueyjijiwaday
‘1esep ueueAejad
depeysa) sasye epuas
‘lwouoyje eAep taquins
depeyJta) ewes BueA
ey DIjlwaw ‘uelusai
uep upjsiw 1exeseAsew
eAusnsnyy| ‘uendwaiad
uep Djej-bje] enwas
emyeq uiwelusw ‘0g0g
unyej eped y°'L 1394VL

dd139biel

ueupnysjway eduel ‘L NVNrNl

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/



uejeyasay

ueje)agiad uep

006'G65 '€l Mand 1eqo ejoja)l

[BISUSS® UISYEA Uep 1BC0 eje] uejeybuiuag

UeleYaSaY| UBLoluaLSY Ngdv 59 09 fele] 05 % ueelpasIaley uefuap sewseysnd |'g 1| uejeiba)y|

uejeyasa)| Je|y uep ueiseunejay| :Z NVHOOHd
ISBSIUNWI yN1UN (Uleyo pjod) uibuip

UB1BYOSEY UBLIBIUAWISY| Ngdv LeL'6 £26'8 78 - N IeJuel pyijiew BueA sewsexsnd g'L uejeyasay eunueiey
o Isesiunwi uebnue ueiexBuiued uep suejldAINg
ueleyassy| uellsluswIsy| NgdVv oog'erL'e gl [0} ol - e103/qgey| uexyiledepusuwl BueA ejox/useiedngey| || 1L ueje|bay)

njeAuad uerjepuabuad uep ueyebaouad L INVHDOUd

lawlld uejeyasa)|

LG8 SY uep ueueAejad
%P0O0LZS8'SL aln uebusp ueleyasey seulq INjgfew ueeuiquiagd
UB1eYOSSY UBLISIUSWISY Nadvy 00Z'L 00t'L 0oL 009'L Hn ewesel198q ye|e) BueA sewsexsnd L'g iz ueje1bay|
ird)
1sexjl|duloy ueyebaousd uep ueulesiad
ueeuedualad Welbold ISejusiio
Ue)eyasay| Uelisiusiuay| Nddv 00l 56 38 fore) % ue3nyejow BueA sewsaysng €'l
+001258°C ey nay seey
Uejeyesay| UelsiusLuey Ngddv 06 /8 8 18 % ueeuesye|aW BueA sewseysnd ‘7'l eBienjoy ueieyesay
(#>)) 1edwe oy |er1eusiue ueueAejad ueeulquiad
UeJeyasay| Uelisiusiuay| Nddv e/8 298 egg 17 % uexiedepusw BueA [luley nq| °L'L :L uejelbay]

jerjeieAse|)\ uejeyasay ueeuiquiad ;L INVHOOHd

HVLNIY3NGd TVYNOISVN INVHO04d

(eanp dy) unyey
G ueiebbuy ueje|63y] 101e)1puj/uelel1bay/weiboid
Ise)oly jliexipuj

ueeuepuad

eues)jejdd Isuejsu| 1aquing

LAMPIRAN 2. CONTOH MATRIKS RENAKSITPB/SDGS



(lesp! Z:1) tepewow

uebuede
1uI] ueeuiquiad

NaMXd Nadv 00801 0oL 09 09 or % BA 0111 12NS8S /a5 1d Uelnr ueyeyBuiuag
leAundwawl BueA e1oy uep gey °L'G :G uejelbay)
ueBuede| 1ul] eBeusa) INfelaW M4ay

NG9 Nadv L'6L 1'69 L'6S L'6Y % welBold isewnojur uexledepusuu BueA

eBienjey uep elewal 'SNAA'SNd 2V ebien|oy

(|leuoisipen ueunbuequad uep

002506 eIpSW “auueq yijeq Jequial ‘18es| | 8 ‘uednpnpuaday|
‘Ja1sod) yemeq 1Ul| BIpBWI BUURINISY weiboigd

NENNE! Ngdv z8 08 8L o % "Buen. Jen| elpaw Uep (§1UOJfB|e Uep 31 uep Isejonpy

3B199) BSSEW BIpaW IN[E[aW M4gdN uejeybuluag

weiboud 1sewiojul ueyiedepusiu Bue ‘v uejelbay)
efien|oy uep efewal 'SNAA 'SNd L'

snsnyy| ueseses uep

yeAepim

NENg Ngdv 00L'18 ey z'y L'y 4 % 1p g)] ueepiasay)

uejeybuluad
tvd :g ueje1bay|
/elld g Bl8Sed) Blld g UBRLISSSY ‘LS
wig)] ueueAejad
uejeyasa) ebeuay
. seysede)y]
009'19 eAuBuielef Iseslepuels
uep e1SeMmg seysed Ip IueAe|ip BueA ueeuiquiad
NaMd Nadv 99 §'%9 €9 g'1l9 % (18d uou uep |gd) g euesed L' iz ueje1bay|
(6102 unyex p/s sexseq 0vE G
= 610 unye1 uebuap ledwes ueleyasey|
NSIS uebuep eweseliexaq ueyisunselp
BueA saxseq zye'eS Hep %G8) ay
ueueAejed Jepuels uebuep 1enses uoyole
0086569 ‘eueles ueynuswed
NaXd Nadv g8 L'z CLS g'ey % uexjedepuswi BueA saxsed 'z'L yesuuswad anjel
(19d) ueieyssey NSI'S a)~19q ueenasay|
IN[e[ow (Uo30|e) Isdeseliuoy 1eqo uep ueeuiquad
1e[e ueelpasieley Ueululel uexledepusw uejeybuiuad
NaMXd Nadv jeie] S5 el 7'€S % Bued snd 1Beq gy eussed L'l 1L uejelbay|

eues)yjeja  Isueisu|

ueeuepuad

1aquing

(eanp dy) unyey
G ueiebbuy
Ise)oly jliexipuj

(L-89"T'IN'll IeH ebequia/ueuaiuawa)y| syuiel)|) ebienjay ueunbi

ueunyej 3ab1e]

quiad uep

g ebien|ay| ‘ueynpnpuaday L INVYOOUd

ueje|63y] 101e)1puj/uele1bayl/weiboid

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)



uejeysssyy uelsiusuisy Nadv 0§ 14 (017 ge % uesemebuad
" 0 =
ueynye|ip BueA winuiw Jie eueles ‘z'| ueBunyBur
e on- . . . . NFLS uejeyaiuad
Ueleyassly uellsjusulsy Nadv 00C'¥80°€ 000'GY 0000 000°6e 000°0€ eseq ueyeUEsYE/oW BueA Ueyeinjey/esaq 1 | uezeiboy
(6L-¥20"T'N'Il IeH ePequia/ueuajuawa)] syule|)) uebunybury uejeyaluad ueq injeAuad ueljepuabuad :z NVHODOUd
ueyedwesiad uep
‘Isejiueg ‘winui iy
Hd Uep Nd Ueuslusway | NgdY 00t'6%5 v y v v %dS ueetpahuad wasis
; ueyedwesied uep uebuequiabuagd
ISEJUBS ‘WNUI|A| Iy UBBIPSAUSY WelSIS uebunmjng
uebuequuebusad ueiniesad M4S L'z :z uejelbay)
winuiw
Hd Uep Nd ueusiuswey Ngdv 10SG 10S 10S 10S e10Y/ge| Jie ueBuequiabuad uesemeBuad uep
ueeuiquiad uexiedepuauu I0Y/AEY 6L
NVAd
Hd Uep Nd ueusiuawey Nadv 0sg 0se 0se 0se uesemey| -UON |\VJS uebulel uebuequiabuad
ISEH|ISELIS) YN UBSEMEY 8’|
Rk . . . AVAd NS uebuLiel uebuequiebued
Hd Uep Nd uelsiusuiay Nadv orl'l ovll ovLL orlLl uesemeyy ISEY|ISepIa) g Uesemey| 7L
e UBLeIUBS . . . ) Jenpa) nejnd/ueseiequad/iie uemel
dd Uep Nd el M Nadv 082601 000°¢se 000°¢s€E 000°0ce EN uesEMeNIP (4] Yewny ueBunquies ‘gl
000'668°€E UeAejeU
dd Uep Nd UBLISIUSUISH Nadv Le0’le 066Gl 066'Gl €6LLL EN ueseMeNIp (4] Yewny ueBunquies ‘Gl wnuip 1y
ueejoylad ynuiny ueelpausd waisis
ue) VEDESVENTE) : : ' : uebBuequwabus,
Hd Uep Nd el M Nadv 009'lce 000°¢sl 0009¢€L 000°0¢L EN ueSEMENIP (4S) YWY UeBUNqUIes ‘'l oo Mwﬁmgh
ue UeLBIUSWS X . . . X . . i 1eyeIeASEW SISeqiaq ueesapiadip ejod uep
Hd Uep Nd uelsy o Nadv 099'8/6'C | 000°099'¢ | 000°0Z6L 000°08¢C'L EN (4S) Yewiny ueBunques ‘s | ueeAeiquiag Jequing
Uesemey, uebBuequiabuad
Hd uep Nd ueusluswey Nadv 000'8¢L¢ | 000°00C°€ | 000°00¥'¢ | 000°00CL EN e105Nq] 1P (4S) Yewny uebunquies z-| .:.MMMﬂ.mm:mn_
Iquiad
Hd Uep Nd Ueuswswey | Nadv 0000vZ | 0000082 | 000082 | 000082 H feuoiba. ‘ueimeBuag
; S uesemey|Ip (4S) yewny uebunquies ‘|| 1L uejelbay|
(£1L-€€0"T'IN'll IBH ebequia/ueuaiuawa)| syulel)) uewninuuad Jnpjnijsesyul uebuequiabuad uep ueeuiquiad ;L INVHDOHd

(eanp dy) unyey
eues)e|ad isuejsuj G ueiebbuy ueje|63y] 101e)1puj/uelel1bay/weiboid

ueeuepuad

RAUNS | \sewory mexpuy

LAMPIRAN 2. CONTOH MATRIKS RENAKSITPB/SDGS



UeBASDNION U | gy 199800l | $L9GBIOL | 719'GRY0L | vlo'Geg0L | Bueio i
ueIpipuad UeLa1usWSY| INjejaw ueniueq ewllsued gs emsiS ‘g7l
ueeAepngay uep . . . . elo%0 Iselpale
uey|ipIpusd UeLsluawWsy| Nadv siee 906% LeLy LSS HEIoAes ueeuiqulad uexledepusawl BueA s 7L
ueeAepngsy| uep . . . . - ueyipipuad uelejesad
ueyIpipuad UeLa1uswS)| N&dv 000°€! 0000l 0005 000w HEIONeS uenjueq uexiedepusw BueA s ‘9L
ueeAepngey| uep . . . . (SGIN) Yeloyes siseqiag uawaleue|y
uey|ipipusd UeLsluawWay| Nadv ceLve eLve e6Lre ceLre HeIoHes ueeulquied uexledepusw BueA Qs ‘G|
00€£589'GE
ueeAepngey| uep . . . . Bues |euoisesado uenjueq
ueyIpipuad UeL1usWSY| N&dv seo'e sve'e sve'e ge9'c 0 ewllauawl BueA vy 103ed emsIS |
ueeAepngey| uep Buen
ueyIpIpUad UBLISIUBWISY| Nadv 0c 0c Ll Sl d Isey|igeyalip BueA Qs sejey bueny "¢’
ueeAepngay| uep g elo%0 uesIDIDUS,
ueyIpipuad UeLausway| N8dv 08 L oL v HEIoAeS unbBueqip BueA gs Yeloxes ‘z'L :m:um_fw._ :urmwnon
ueeAepngey| uep . . . . Suen ueulweluad
ueyIpIpuad UBLISIUBWISY| Nadv s10e §l0c §l0c §10c d unBueqip BueA Qs sejey Bueny || :L uejelbay|
(1-€20"T'IN'Il [eH eBequiaT/ueusjuawa)| syuleAl) Jeseq uexipipuad L INVHOOHd
uewdNUWIdY
uebuequiabuagd
ueeues)ejad uep
‘uesemebuad
‘ueeulquiad
‘ueanjebuad
Hdd Uep Nd Uelislusws)y Nadv 000877 9% 06€'8 0096 996'6 3/6'8 EH ueejosiad ynuuny uesemey 1| i1 uejelbay|

euesye|ad Isuejsu|

ueeuepuad
Jaquing

(eanp dy) unyey
G ueiebbuy
Ise)jo]y jiejipuj

(£L-ES0"T'IA'Il 18Y 1731 SH3IeIAl) uewninuuad Jnpjnisesur uebuequiabuad uep ueeulquiad ;L INYHDOH

ueunyej jobie]

1e169)] 101e)j1puj/ueie1bay/weibold

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

i
o]




ueeAepngay| uep O RO o . dI Injejsw
UBNIPIpUSY UBLIBIUSWISY Nadv 8967697 896'7697 8967697 8967697 Buelo uenjueq ewiisuad NS BMSIS 7L
ueeAepngey uep . . . . Isenpalye ueeuiquiad
ueyIpIpUSd UBLISIUBLUSY N8dv 0051 0og1l oos'l 0051 HEIoAeS uexiedepusw BueA NS iLLL
ueeAepngey| uep . . . . ueyjipipuad uelejelad ueniueq
ueyipipuad UeLslusway| N&dv oooe oooe oooe oooe HEIONSS ueledepuaw BueA JINS yejoyes oL'L
ueeAepngey uep . . . . Iseysaidiaq uep 1e3eq emsiseaq
ueyIpIpUSd UBLISIUBLISY N8dv caeel asLil csell ¢sLoL bueio uexiedepusw BueA 4IAS eMSIS ‘6L
ueeAepngey| uep . . . .
ueyipipuad UeLslusway| N&dv oooe oooe oooe oooe bueny Iseyljiqeyadip BueA JINS sejex Bueny ‘gL
ueeAepngey uep . . . .
uByIpIPUSd UBLISIUBLISY| Nadv 0026956 98ee 98ee 9eee 9see bueny unBueqip BueA 4|AS sejey Bueny 77|
ueeAepnqay| uep L ouL elovos unBueqip
ueyIpipuad UeLa1usWSY| N&dv ovl o€l 0c HEIo BueA deie nies 4|AS-dS YeOXeS ‘'L
ueeAepngey uep
ueyIpIpUSd UBLISIUBLISY Nadv 061 o6l o6l 08l HEIoAeS unBueqip BueA IS Yeloxes ‘Gl
ueeAepngey| uep
ueIpipuad UeLa1uaWS)| N&dv ¢ € le 6l HEIONSS unbueqip BueA eweiselaq yejodes vl
ueeAepngey uep ) . . . Bues |euoisesado uenjueq
UBNIPIPUSY UBLISIUSWISY, Nadv ¥SE0€EL osv'eErl jSieiegeic]) 099691 0] ewIeUBW BUBA g 18¥ed EMSIS ‘&1
ueeAepngey| uep . . ) |euoisesado uenjueq
UBNIpIPUSY UBLISIUSWSY Nadv oL6 000 oot 00zl yejones eWILIBUBW BUBA BYNGUS] dINS Z L dINIS ue)jipipuad
ueeAepngey| uep . X . . e3nglal 4INS |euoisesado uenjueq ueujweluad
ueyIpIpuUad UBLISIUBWISY Nadv o9L50L 9celll SeLzLl Lr8eel bueio uexiedepusw BueA 4IAS emsIS || 1L uejeibay]
(1-€20"T'IN'Il eH eBequiaT/ueusjuawa)| syuleAl) Jeseq uexipIpuad :L INVHOOHd

LAMPIRAN 2. CONTOH MATRIKS RENAKSITPB/SDGS

(eanp dy) unyey
G ueiebbuy
Isex)o|y jieyipuj

ueeuepuad

eues)jejdd Isuejsu| Jaquing

ueje|63y] 101e)1puj/uele1bay/weiboid




ueeAepnaey| uep el ol e el di Inepw
UBNIpIPUSY UBLISIUSWSY Nadv L9LVSLC | L9L'VSL'C | L9LPSLC | L9L'PSLT Buelo uenueq ewiiausd YIS BMSIS ‘87
ueeAEpNGR) uep Nadv §99'6l 989'6L 989'61 §99'6l Bueio m>>m_mwo.n
uByIpIpUSd UeLislusUSY ysjoseduiaw BueA YINS eMSIS 772
ueeAepnaey UEp |eUOISEUIS]U| UBP [RUOISEU 1BYBUN ISeISa.d
UBNIPIpUS] UBLISIUSWSY Nadv 00G°¢ 0st'¢ oov'e 0seC Bueio nfun uep Jeqep ‘leAnsay %ma@_o
/equuol nnyjiBusul BueA YIS emsIS ‘92
ueeAepngey uep . . . . Iseyjiqeyailp
ueyIpIpUad UBLIBIUBWISY N&adv 001657795 60ee 6oee 60ee 60ee Buen BueA NS uelelejoquiad Bueny ‘Gz
ueeAepngey| uep . . . . SIS Uelelejaquied
ueyIpipuad UeLa1uawey| Nadv 66L°S 66L'S 669 66L°S euesesesd eueleseld ueunbuequiad g
ueeAepngey uep
ueyIpIpUad UBLISIUBWISY N8dv ol ocl 9cl 9l HElO3es unbueqip BueA nieq YIS YeloXeS €2
ueeAepnNaR UEp | o 590 60LE £LEG 0579 Buen uexipipusd .a._wﬁm
uey|pipusd UeLsIUSWISY unBuedip BueA YIAIS 8YH 2T " uerexyBuiuag
ueeAepngey uep . . o o uep ueeipaAuag
UBNIpIPUSY UeLIaIUaWSY Ngdv 9leLees 91'60C’G | €96'90L'9 1G9'8L6' Y Bueio NS SOg ewieuad YIS BMSIS 17 -z uejeibay
ueeAepngay| uep —ro —ro B —ro di Inejsw
UBNIpIPUSY UBLISIUSWLSY Nadv 695°269'L 6399°C69'L 64G9°¢69'L 69G°269'L Bueio uemueq ewnsuad YIS BMSIS ‘g1
UBRAEPNORN VP |0 6T 6T 6T 6z Bueso enmsiseeq
uByIpIPUSd UBLIBIUBWISY yoajosedwaw BueA /|NS BMSIS 7|
ueekepnaey Uep |eUOISBUIS1U| UBp [RUOISEU 1BYBUl ISeISa.d
UBNIPIpUS UBLISIUSWSY, Nadv 9C 9C 9C 9C Bueso jnfun uep 1eqep ‘leAnssy mum_ac.___.o
/equol nnyjiBuswl BueA \/|AS emsIS 97|
ueeAepngay uep ISeyl|iqeyalip
ueyIpIpUSd UBLISIUBISY N8dv 00491871 98 evl 00¢ Lse buen BueA y|NS uelelejoquued Bueny G|
ueeAepngey| uep . . . . VIAIS uelelejoquiad
ueyIpipuad UeLia1uSWSY| N&dv ceol Lrsl l90°c Lssc euesesesd eueleseld ueunbuequiad ‘t°|
ueeAepngey| uep
ueyIpIpUSd UBLISIUBWISY Nadv €ol €0l €0l €ol UeI0es unBueqip BueA nieq YINS Uelodes g1
UEBASDNA UZD | ey 870 8z0°€ 820°€ 8z0'e Buens wepIpusd ueushey
uexIpIpuSd UeLSIUBLISY unBueqip BueA YINS g3d Z'L " uejeyBuiuag
Al A
LeoPnat P 1 Nedv 6LY'EPZS | 0L0°20L'G | S80LL6Y | ZoLvye'y | Bueio Hep ueeIpe sd

uBMIpIpuSd UeLie}uswsy

INS SO ewiauad NS eMSIS 'L °|

1L ueje|bay]

eues)jejad Isueisu|

ueeuepuad

1aquing

(eanp dy) unyey
G ueiebbuy
Ise)oly jiexipuj

ueunyej 3ab1e]

(0L-€20°T'II'lI 1BY /)1 SH3.IAl) YeBususAl uexipipuad ;L INVHOOHd

ueje|63y] 101e)1puj/uelel1bay/weiboid

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)



. . . . (S14) ndweln ep! | 1eAxey uep uedejaN

INQS3 ueLSIUBWS) Nadv €€'EEEe6 €E'EEEEB €E'EECE6 €€'EECe6 Hun S§MIUN SIS YUISI 1SejeIsy] ‘Gz

uelaluaWa uswinyo uexLasiebeusiay

INAS3 uel ) Nadv 81 8 114 81 Mod WelBolg Ueeueoualsy +'z

(SIA) (NEdV UON

INQST uelsiuswSy Nadv 8¢9 098 L6811 ZE9'LL R Nddv) (Buesediel Buelued) isiusues|.
00L°0L8 S ueBurier uebunBuequiad Iselljised ‘€'z ueyjulsijebeualay|
ueyefigay|
(VAIN) (NGdV UON ueeuesye|aq
INJS3 ueuLlUBWISY Nadv G'68€9 §'leL's G'8G6'LL §'€69'LL B Ngdv) (Buesedial sexisedey) 3npu |senjeag euas
npJeo ueunBuequwiad Iselljised ‘Z'Z : weiBoig
ISNIISUOY uepueyjeligay|
NQS3 uvensluewsy | NEdY v96°8L 6.8 606G 0922 Buepes BueA ynseusis) Xepn) sl ueunsnAusg
1Buequiad ueunbuequied Iselljiseq 'L :z ueje1b6ay|

INJST UeLSIUSWS) Nadv 4 4 4 4 uswinoqg LIS Ipisqns uedelauad Ueinsn gL
eJeluswies / des| luzs ebeusy
INQS3 ueLBIUBWSY Nadv 174 1z 144 174 uswin3oq LIS eBeus] ueeipeAusd eyesn Uiz ‘bl :mN_MMh“M”_:MMMMm
. (019s18d) Nd 1d ueueAejed uep juysi| ebeua)
INQS3 UeLsIuUsWS}N Nadv 008'L¥L L L L l MW 188U BlIN Uedelausy ‘gl ueeipakuag
INQST ueLelUs WS Nadv 0z 0z 0z 0z 3uisi ebeusy [enr efieH uedelousd Z'L eyesn uesemebuag
: - uep ueanjebuad
3L3sI ebeus] ueelpaAued ‘ueeulquiad
S N&dv 4 z 4 4 vewmiod eyesM UeIn)y ISepusuIoyey/desuoy ‘|| 1L uejelbay]
(7-€20"T'INI'll 1eH ebequia/ueusjuaway| syule|Al) uexulsijebeusyay ueejojabuad ;L INVHDOHd

HSOIN | gy a8 28 6L ” %
0 P

ulejeQ UeLioluaway| ueliye|ey epje pjljiwew BueA yeuy ‘'z idis ueyeseouay
oBoN 00€'10L idis ueye1eoUad ueeUESYE|Dd Isensiuwpy
wejeq el _mEmEmv_ Nadv e e e e Isulnold ) uexeligay (isesi|eisos uep _m@_o\.ﬁ.mN ueeuiquiad
}o1ulq) Isell|isepal BueA Isuinoid || 1L uejelbay|
(6L-0LO"T'IA'll IeH eBequia/ueusjusway Sule) uenpnpuaday| Isejsiulwpy ueejeusd :L INVHOOHd

LAMPIRAN 2. CONTOH MATRIKS RENAKSITPB/SDGS

(eanp dy) unyey

ueeuepuad

eues)jejdd Isuejsu| 1aquing

G ueiebbuy
Ise)oly jliexipuj

ueje|63y] 101e)1puj/uelel1bay/weiboid




(€9-8LOTINII [BY 1/ S313ewW)

98 98 98 98 - ueyl Isunsuoy 1ex6un uep ‘ledesusw (Hdd) uedele uebued ejod
ueluellad UeLIDlUSWISY Jo3s ya|o uexisexipullp BueA ueBued iswunsuoy seleny (9)2'Z'zZ
B ~ JISNPIsHS SV
uelBYSSSY URLIDIUSWISY 0s 44 (eloz) 88 uexiedepuaw BueA uejng 9 Liep Bueiny eisn 1Aeq aseiussiad (Q)2'Z2' 2
UBlRYSSaY UeLIDlUSWISY [luey nqi eped elusue Isusjersld (B)Z2'2 2
‘BNUBW B18S ‘INSNAUSW
adi) uediesepiag ‘unyel G Lep Bueiny eisn uep [lwey nq! ‘uendwaied efewsl 1216
UBJBYDSaY UBLIDIUBISY eped eue (uepeq 166ull/uepeq 1elaq) IsuINUjew ISusjerdld Z'2'2 UBYMINGSY 1YNUSWIBW UEp ‘UNUel G eIsn

yemeq Ip sniny uep apuad 3eue 3yniun
|euoiseulalul eieoas nexedesip BueA 1ebiel
ledeouswl GZOgZ unyel eped ynseutsa) 1zi6
ellleg/unyel ewl| yemeq 1p | ueBueinyay yniuaq ejebas uexbue|iybusw

o'sz | 88z | 9%z | g0 | (eloo)6ce EANPEq/UNUE) Enp emed Ip
ueleyasay uelsluswWay Jeue eped (yepuad 1eBues uep yepuad) bununis 1susjensld (B)1°Z'Z

UBIRYOSEY UBLISIUDWDY sieue eped (yepuad 1efues uep yepuad) BuiUNIS 1SUSIEASId 4|2 '080Z Unyel eped 'z 13941

L10C
uejedesuad jabie]

ueiedejay eduel 'z NVNIrNL

:ueleifey JoleNIpu| 22

:uejeiboy| Jo1exipU| | 1z uejelbay|
:ueieiBey| Jolexipu| Z'l

:uejeiBey| Joieyipu] || 1| uejelbay|

* L INVYDO0Hd

‘L 9d1LHOLIVIANI

VANNIVT NVONILNIdIN NIONVIANIESd NVHO0Hd

ueeuepuad (e3nr dy) unyey L102
euesyjejad Isuejsuj 15quINg G uesebbuy uejeiBay] 101e)yipuj/ueleibayj/weiboid

Iseyo]y jiexIpu|

ueunyej 10b1e]

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)



uebued ueuewea)]
uep Iswnsuoy|

UBlUBLIad UBLIDIUSWISY| Nadv 005°€59 el €l zL zL uesode |exo7 uebued uebuequiebuad Z'| :mEMMM“MﬂoE:MM“w“
UeluBLIad UBLSIUSWISY Nadv Ge ge ge Ge uejode] 3yNpnpuad uebued ISWNSUOY ISeNiS *|°| :L uejeibay
1e)eleAse]) uebued ueueyela)] uep iseyiyisianlq ueledbuluad weiboid ;L INVHOOHd
(@) tuig insnAusiy
UBleYaSaY UBLISIUSWSY Nadv 0s Ly 44 \v % Iselsiu| 1edepusw JIye| nieq 1Aeg ‘g’
(QLL) yelep yequwiel 18|gey
ueleYSSSY UBLIBIUBISY N8dv 0e ¢ 0c sl % ueyledepusw BueA ind eleway |
o ueyequlel ueueyewl
UB]RYaSaY UBLISIUSWISY Nadv +00£°008°E 06 8 08 st % 1edepuawl BueA sniny eljeg ‘||
ue|lweysy eseul
Nadv 86 g6 06 g8 % ewejes 19|qe1 06 (dLl)yesed yequiel
ueeYSSSY UBLIBIUBWISY 18|qe] ueiedepusw BueA |iuey nq| z'L rexeieAsely
ueyequiel ueuesew uediedepuaul BueA 1219 ueeuiquidd
UB1BYaSaY| UBLISIUSWSY Nadv 6 9% 6 0s % (M) f1uouy 161ous Bueiny [lwey nag| 'L 1L uejelbay]

euesjejad Isuelsu|

ueeuepuad
1pquing

(eanp dy) unyey
G ueisebbuy
Isey)o|y jieyipuj

ueunyej 196ae}

JedjeseAsel)| ueleyasay ueeuIqudd i INVHDOHd

HVLNIH3N3d TVYNOISVN INVHOO0Hd

ueje|63y] 1031e)1puj/uele1bay)/weiboid

LAMPIRAN 2. CONTOH MATRIKS RENAKSITPB/SDGS



UelRYOSAY UBLIOIUSWISY

Nadv

00€°008°€

G6 08

(LINd) Ueyequue] ueuede| uelaquiad

59 0 % ueiedepuswBueA 33y [lwey naj 'Ll

1e)eleAse|nl
1ZI9 ueeulquidad
i1 uejelboyj

eues)jejad Isuejsuj

ueeuepuad
laquing

(eanp dy) unyey

ISEO|Y JIeIpu]

G ueiebbuy

1e)jeieASE]| UBIRYISAY| UBRUIqWIA | INVHDOUd

HVLNIH3NTd TYNOISVN INVH4OD0dd

uejelbay| 103eyjipuj/uelelbay/wesboid

ueunyej j3abie]

"UBIBYSSSY SEN|ISE) IPp BAUIIYYEIS) UBMIIYR[OW S$8s0.d BueA

ueleyasay UeLaluBWSY 26 /8 .18 Ll (€102) ¥'0Z | unyer gp-GL Jnwn uimey yeusad uenduleled eselussiad (8)Z'L'S
yliepal

ueleyesay ebeusl yo|o Buojoiup eAuliydessl uediiyelow sesoid

Ueleyoasay UeLalUBWISY BueA unyey gp-G| Inwin uimey yeusad uenduwsled eselussiad Z'L€
UBleYdSS) UBLIOIUBWIS)Y (0102) 9vE (IMV) nq| uenewsy exbuy L'L'g

euesye[ad Isuejsuj Eaﬁa leseq unyep

ueledesuad 1abie]

adL 103ex1py|

eidayelas uep jeyas uednpiyay] ‘'€ NVNIrnNl

“dnpiy uediyejsx 000°00L Jed 0/ 1ep
Bueiny eb6uIy Nl uenewsy exbue oisel

16ueINBusW ‘0E0Z UNYel eped L'S 13DHVL

dd139bi1e]

:uejeiBay JoleNIPU| Z'Z
:uelelbey Jo1eyIpu| |z 1z uejel6ay)|
:uelelbey| Joleyipu| Z'l
:ueleiBay| Jo1exipu| || 1L uejelb6ay|
* L INVHO04d
‘L 9dLHOLVIIANI

eues)jejad Isueisu|

ueeuepuad
1aquing

(eanp dy) unyey

1Sexoly JeIpuj

G uesebbuy

ueunyej jobie]

VANNIVT NVONILNId3)M NMIONVINEd INVHO0Hd

uejeibay] 1o1e)jipuj/ueleibayj/wesboid

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)



:uejeiBey JoreyIpu| Z'z

:ueeiBey Joredipu| L'Z iz uejeibay|
:uelelbey| Jolexipu| 'L

:ueielbay Joieyipul | :L uejelbay]

* L INVHO04d

‘€ 9d 1L HOIWMIIANI

ueeuepuad

euesyejdd Isuejsu| 1aquing

(eanp dy) unyey
G ueiebbuy
Isex)oly ieyipuj

VANNIVT NVONILNIdIN MIDNVINEd INVHOOHd

ueje]63y] 103e)1puj/uelelbayl/weiboid

ueeuepuad

eues)jeja  Isueisu| T

(eanp dy) unyey
G ueiebbuy
Isey)o|y jieyipuj

uenjeg

|euolseu
Iselpane Isexijesial Bued gnsy |
UelBYaSeY UBLIOIUSWISY| NgdVv 16 /6 16 96 e103/qey| Jeudiuiu pjijiuew BueA eloy/aey ‘z'v ueleyose)|
: f ueueAejad
o ISEYIPaY ISEYI}119S18] Sewsaysnd | Iseypan|y uep
UBIRYDSOY UBLIOIUBISY Nadv 00€°0v9'L 00G€ 00vL 00 0Se UeleWeoay [BUIUIA YIjIWBA BUBA UBIRWRDSY ‘L't ninp :p ueeibay|
j1ouadial 1ebues uep [1ouadial yelsep
1P (gMd) Yesebiaq ueleyasey ueueAejad
UBlBYSSS) UBLISJUBWISY Nadv 0SL 6l 8¢l 8LL e10%/qex uexnejaw BueA elon/aey z'e oWy uejeyasay|
SY uep ueueAejad
PO0LZG8'GL dLn uebuap ueleyasayl seulq INjejow ueeulquiad
uelRYSSOY URLIDIUBUISY NgdVv 00Z'L 00t'L 00v'L 009°'L sewsaysnd | eweseliadaq ye|el BueA sewseysnd |L'¢ :€ ueje|bay]
Olrd)
1sexijduioy| ueyebeouad uep ueuljesiad
ueeueoualad weibold Isejuslio
Ueleyasey| UeLIelUSUISY| Ngdv 0oL G6 88 €8 % ueynyejow BueA sewseysnd ‘€z
00L'="¢S8¢ [ley nqi sejsy
Ueleyasay UeLIBIUBUISY| Nadv 06 /8 8 18 % ueyeueselowl BueA sewsaysnd ‘z'z eBienjoy ueleyesoy
(M) 1edwa &y |er1eusiue ueueAejad ueeulquiad
ueleyasay UeLIBUBUISY| Nadv e/8 egg eGg8 174 % ueyledepusw BueA iwey ng| ‘L'z :Z uejelbay]

ueje|63y] 101e)1puj/uelel1bay/weiboid

LAMPIRAN 2. CONTOH MATRIKS RENAKSITPB/SDGS



VINS

ue)jIpipuad ueuele
uejeybuiuad

uep ueeipaAuad

:L uejeibay)

(eanp dy) unyey
G ueiebbuy
Ise)oly jliexipuj

ueeuepuad

eues)jejad Isueisu| T

ueunyej 3961e]

ueeAepngey uep D RIEER
uejipipusd UBLISIUSWIS}H Nédv 655°¢69'L 6465691 655°C69'L 655°¢69'L Buelo uenjueq ewnousd VNS BMSIS 8'L
ueeAepngay uep emsiseaq
ueypipus UelisluawIS) Nadv e e 6T 6T Bueso yajoledwaw BueA WINS BmSIS 7|
|euoiseulaiu|
uep |euolseu 1e36uly Iseisald 3ynfun
ueeAepngsy| uep N&dv uep ‘1egep '|eAisa} ‘epeldulljo/equiol
ueyIpIpuad Uelieluswsy 9z 9z 9z 9z Buelo nnyiBusw BueA NS BMSIS 9’|
ueeAepngay| uep Iseyl|igqeyallp
uByIpipusd UeLsluswsy, Nadv 00L918Ly 03 syl 002 /G2 Buenu BueA WIS uelelejaquiad Bueny G|
ueeAepngey uep VINS uelelejoquiad
ueMIpIpusd Uelieluswsy N&adv Z80'L Y51 190'Z /66T eueleseld eueleseld ueunBuequiad '
ueeAepngey uep
UBMIPIpUSd UBLISIUSIS Nedv €0l €0l €oL €0l yejoxes unBueqip BueA nieq yINS Yejoyas €'l
ueeAepngey uep
uepipuag ueuswewey | NIV 870 8z0°€ 820°€ 870 Buen unueqip BueA VNS 84 ‘'L
ueeAepngey uep
ueyipipusd Uelisiusuiay Nadv 6L’ EVCS 0£0°¢0L'S G80LL6'Y 0L vY8 Y Buelo INS SOg ewlsuad YINS emsIS "'
(0L-£20"T'II'll 12H eBequie/uensiusway syuIe|Al) yebuaus|y ueyipipuad :NVHDOHd

HVLNIH3NGd INVHO0Hd

ueje|63y] 101e)1puj/uelel1bay/weiboid

166u1] uexipipuad
uep ‘IBojouxa|

ueledesuad jabie]

eues)je|ad Isuejsu| EEEE leseq unye|

‘losiy uepsluswsy | €/'9€ - §6'2e - (7102) 15’82 (Ld) 1BBur] uenunbiad (3dv) Jesey isedisied exBuy (9)L '€
ueeAepngey uep
ueMIpIpueg UeLsluBWSY | £9'L6 - 6€'€9 - (7102) zZ'6L 1ele1opas/INMINS/VINS (IdVY) Jesey isedisiied exbuy (e)L'ey

‘sey|enyiaq

uep nexbuelie) BueA ‘selsiaAlun ynseusl
‘166U ueyipipuad uep ueninfey iuxel
uedipipuad depeuyal ‘iei-Ne| uep
uendwalad enwes 1Beq ewes BueA sasye
uiwelusw ‘0g0z unyel eped € 13941

ad1 1oie)jipu| gd13ebiel

sepjemyiaq ueyipipusd ‘v NVNrni

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)



isnpuj elung

166u1] ueyipipuad /eyesn eiung uebuep eweseliayeg
uep ‘1Bojousa| N8dv ueBuep ueeyesnesimay yne|iq bueA
‘1esly  uelslUsWSY [86'7E6'9 | 6V6'EL8'G | CEG'988Y | 9EL696°€ Buelo euelies uep ewo|diq emsiseyely ‘€'l
166u1] uexipipuad O A
uep "1Bojouxa] Nadv 00e1167 ueeAepiequiad uep
FESIRVENRIVEITTEN] or8 or8 ov8 ov8 1d ueeuiquiad uexjedepus|n BueA |14z’ eweg efioy uep
166U ueyIpIpUSY ueeBequia|ay|
uep ‘1Bojouye| NgdvY ueueAe] ueeipaiuad
‘1esly  uelBlUBWSY 00€ 00€ 00€ 00V 1poud nieg 1poid 'L'L 1| uejelbay|
(L-240"T'IN'Il [eH eBequia/ueusjuawa)yl syuleAl) 166ul) ueyipipuad :L INVHDOHd
ueeAepngey uep dId Injejow
UeyIpipusd UeLSIUSWS) Nadv L9L'¥8L°C L9L'¥8L'C L91'Y8L'C L91'¥8L°C Buelo uenjueq ewauad MNS EMSIS ‘82
ueeAepngey| uep emsisesq
uejipipusd UeLSIusWwS) N&dv 99961 G99°61 §99°61 99961 Buelo ysjoisduwisw BueA NS emsiS £'g
|euoISBUlaIU|
uep |euoiseu 1ex6uly Iseysald 3ynfun
ueeAepngey uep N&dv uep ‘1egep ‘|eAnnssy ‘epeldwijo/equio|
ueMIpIpUSd UelSlusWaY 0052 0sv'e oo 0S€'C Buelo nnyjibusw Bued HINS emsiS ‘9z
ueeAepngey| uep Isell|igeyalip
uByIpIpUSd UBLISIUSWSY Nadv 00L'6EY'95 60 60 60 60s°S Buenu Bueh YNS uelelejaquiad Bueny G'g
ueeAepngey| uep MINIS uelelejoquiad
ueyIpipuad UeLauawey| N&adv 66L°G 66L°G 66L°S 66L°G eueleseld eueleseld ueunBuequied 'z
ueeAepngey| uep
ue3ipipusd UeLsiuswey Ne&dv 9zl 9zl oCl 9CL yejoxes unBueqip BueA nieg YIS Yyelodes 'e¢
ueeAepngey uep NS
Nadv . . . . . ue)jIpipuad ueueler]
UBIpIpUS UBLBIUSWIS) 990°€ 6vL'€ €LE'S 0579 Buen, unBueqip BueA NS XY 2'Z ueyexBuuog
ueeAepngey| uep uep :g_vo»:on_
ue3ipipusd ueLsiuswey N&dv 9LeLze'S 9v1'60C'9 €96'90L°G 16G'8L6'1 Bueso INS SOg ewsuad YINS eMSIS °L'Z iz uejelboy

eues)jeja  Isueisu|

ueeuepuad
1aquing

(eanp dy) unyey
G ueiebbuy
Ise)oly jliexipuj

ueje|63y] 101e)1puj/uelel1bay/weiboid

LAMPIRAN 2. CONTOH MATRIKS RENAKSITPB/SDGS



‘uejeibey JorexIpU| Z'Z

‘uejeiBey Joleyipu| |2 :z uejelbay)
:ueleiBay Jo1eIpu| 7'l

‘ueleiBey| Joleipu| || :L uejeibay|

* L INVHO04d

‘¥ 8dLHOLIWMIIANI

(eanp dy) unyey
G ueiebbuy
Ise)oly jlieyipuj

ueeuepuad

eues)jejad Isuejsu| 1aquing

VANNIVT NVONILNIdIN NMIONVINE INVHO0Hd

ueje|63y] 101e)1puj/uele1bay/weiboid

emsiseyej|
1sualedwoy| uep
uesefejaquiad
ueueAe ueeipaiuad
:z uejelbay)

166ul | uexipipuag
uep ‘IBojouds] NgdVv 1584014 1[N uep 1sualaduloy
RESIEEUEISITENTEY 09 08 ov 0e 1d ln eleBBusjeAueg 1d yejwnr ‘gz
166u1] uexipipuad
uep "1Bojouxa] Nadv euUBIESEI4 UBP BUBIES NIN|A|
18sly  uelisiuaWSY 004Gl 000°GL 0097l 0007l Ipoid Jepuels Iynuswis | 1pold Yejwnp g
166ul | uexipipueg 166uI].
uep ‘IBojouds] NgdVv 006'2.9'G9 ueninBlad NinjA Ueuluelued welsiS
RESISEUEISITENTEY 0041 00€L 000Z 009 ipoid uexdelsus| BueA 1poid yejwnp ‘g’z
166u1] uexipipuad
uep "Bojouxal. Nadv (Vdd) Mwapey Iseisald ueiexbuluad
1esly  uelsiuaWSy 0cL YLy 009'av€ 000'88¢ 000°0v¢ Bueso emsiseag eulllsusd BMSISBUBIN 'C'C
166ul | uexipipued
uep "Bojouxal Nadv SIN-MIald
‘1esly  uelBlUBWSY 1£0'82¢€ 6YY'CLE 0/916¢C 00v'€8¢ Buelo emsiseag eulliousd BMSISBYBIA L'
ueeuepuad (enr dy) unyes L102
eues)e|od isuejsuj G uesebbuy uenjeg uejeibay] 1o1e)jipuj/ueleibayj/weiboid

129UNS | sexory yexipul

ueunyej jobie]

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)



Jeuy uebunpuijied )eue uep 19puab
uep uendulaiag . elep ueeipasialey
ueeAeplaquied N&dv 00z'8y uewmieg Jeue uep ueje)buluag
ULEBEMVENEN] - - L - Jepuab eiep 1exiel uedeligey yejwnpe || 1L uejelbay]

uendwaiad ueeAepiaquiad ueq Japuar) ueeie3asay iz INVHOOUd

Jeuy

ueeAepngey ueq uep uendwaiad
eIsnuejA ueunbuequied NgdV 00€'8 uswin3oq eue uep uenduwaied ueBunpuipad
10}eUIPIOOY| ueBunpullied Buepiq uexeligey | ueyeliqay] Iseuipiooy
VENENVEIEN] z z z z ISepuaWIOyal ueNsn eAuunsnsia] 'Lz :Z ueje|bay]

eBien|ay lwouoy3
uep uendwsaiad

ueeAepngsy ueq Ngadv 00L°EL uswinyoq ebienjey 1wouoy3 el19y] uejedwasay)
eISnue|A| ueunBuequued uep uendwaied el1oy ueledwesay uejeybuiuad
J0}eUIPIOOY ueiexbulued Buepiq uexeligey | uexeligay| Iseuipiooy]

V=S VENEEN z z z z ISEpUSWIONe. UBINSN BAUUNSNSIS] ' | :L ueje1bay|

(¥9L-IN"Z’1l 'ley ueunbuequiad Buepiq syuiel\) uendwaiad ueeAeplaquad uep yeuy uebunpuipad :L INVYHDOHd

HVLNIY3N3d TYNOISVN INVHO0Ud

ueeuepuad (enp dy) unyey
eues)e|ad isuejsuj 1oquing G ueisebbuy ueje|63y] 103e)j1puj/uelelbayl/weiboid
Ise)oly j13exipuj ueunyej jobie]

Jeuy uebunpuljied
uep uendwalad
ueeAeplaguied
uelaluBWSY Z
ueeAepngey ueq

eIsnue|A ueunbuequiad (€9L-IN'Z'1I und euew
10}RUIPIOOY ‘leH ueunBuequed Buepig syuepy) “uendwesed ueeAeplequiad | Ip uendwaiad wney depeylal ISBUILULIYSIP
uelBIUBWISY | 9l 3l f44 f44 punynpuaw Jepuab jisuodsas BueA uedeligey uyejwnf LG 3ynuaq ejebas uiyyebusin |'G 13DHVYL

102
euesyje[ad Isuejsu| EEIE leseq unyej ddl 101e)yjipu| dd119b.e]
ueledesuad 1abie]

kmﬁtma ueeieloasay ‘g NIvVNrnit

LAMPIRAN 2. CONTOH MATRIKS RENAKSITPB/SDGS



|elsos yejesew
Jeuy uebunpuljied uejisesiuowleyip uep ‘is3aioNip | uebusap uendwaiad
uep uendwalad NgdVv 0.2°92 uexellgey| ‘MaIABIIP ‘unsnsip BueA BSOS yelesew 16eq uebunpuipad
ueeAepiaquued uebusp uendwalad 1Beq uebunpuijiad ueleybuluad
uelisiusuwsy 3 3 1esia) uexeligey yejwng 'L 16 uejelbay|
uebuebepiad
Japusb uep ‘uisnpuj
jisuodsal Ipelusu ueyisesiuoulleyip ‘1199)] uep onfIAl
Heuy uebunpuipad Nadv 0glce uexeligay >NIUN ISeY|ISe)IP Uep 'IS}al03Ip eyes) ‘iserado)y|
uep uendwaiad ‘Mmainalip ‘unsnsip BueA ueBuebepiad Buepiq 1opuab
ueeAeplaquiad uep ‘LISNPUl ‘|1983 Uep OJ¥Iud eyesn ueewelnsniebuag
uel@IUBWISY L L ‘Iseladoy Buepiq uexeligey yejunpe L' :8 uejel6ay)
Japueb
Jeuy uebunpuljied Jisuodsal Ipefusu uesjisesiuow.eyip ueeliayebeuala))
uep uenduaiad Nadv 09t°'Ge uexeligey | >Niun ISell|ISe}ip Uep ‘ISYI0NIP ‘MeIASIIp Buepiq 19puab
ueeAepiaquued ‘unsnsip BueA ueeliexebeuslsy ueewelnsniebuad
VENENVEEN] 4 v Buepiq uexeligey yejwne || :£ ueje|bay]
Jeuy uebBunpuljied Jopusb jisuodsal Ipelusw uejeyasay)
uep uendwaiad . UBISESIUOWLIBYIP 3NUnN ISEl|ISE}Ip Buepiq Japuab
ueeAeplaquiad Nadv o6eEe uexeligey uep ‘1Se.I0YIp ‘MaIASIIP ‘unsnsip BueA ueewelnsniebuag
uelalUBUSY z z ueleyasay Buepiq uexeligey yejunpe -L'| :9 ueje6ay|
ueseayd)| yepun
Seuy uebunpuijied uesjisesiuowleylp uep ‘I1s>3a1oyIp uep uendwaised
uep uendwaied NgdVv 00292 uexeligey| ‘MBIABIIP ‘UnsSNSIp BueA ueselsd ey ueBunpuiped
ueeAepiaquied Sepui Lep uenduwalad uebunpuljied uejeybuiuad
UBLIBlUSWS} 4 3 1exIa) uexeligey yejwing oLy :G uejelbay|
Jeuy uebunpuljied Jopuab jisuodsal Ipelusw
uep uendwaiad . ueyIsesiuouLIRYIp YN1un I1seljise)ip | )J1dl Buepiq japuab
ueeAepiaguued N8dv oleoe uexeliqe) uep ‘ISYaI0Ip ‘MaIAaJIp ‘unsnsip BueA ueewelnsniebuad
ueLISIUBLISY L z N31d| Buepiq uexeligey yejwnp 1| 'y uejelbay|
Japueb
Seuy uebunpuijied Jisuodsal Ipelusw ueisesiuow.eyip anpjniyseajul
uep uendwalad Ngdv 069'9¢ uexeligay 3N1UN ISEL|ISEP Uep ‘ISYloyIp Buepiq 1opuab
ueeAepiaquied ‘MBIABIIP ‘UnsSNSIp BueA Inpjniiseljul ueewejnsniebuagd
VEINEMVEIEN] L z Buepiq uexeligey yejwnp || :g uejelbay)
Jeuy uebunpuiped Jepuab jisuodsal Ipelusw wnmjny
uep uendwaiad . ueyjisesiuowleyip 3nun Iselljiseyip Buepiq 1opuab
ueeAepiaquued Nadv 098'0¢ uexeligey uep ‘1SYe.I0XIp ‘MeIASIIP ‘unsnsip BueA ueewelnsniebuad
VENENVEIEN] winyny Buepiq uexeliqey yejwne || :Z uejebay]

eues)jejad Isueisu|

ueeuepuad
1aquing

(eanp dy) unyey
G uesebbuy
Ise)oly j1exyipuj

ueunyej jobie]

uejeibay] 1o1e)jipuj/ueleibayj/weiboid

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)



:uereiBey Jorexipy| 'L

‘ueleifey) Joleyipul ||

:L uejeibay)

- L INvdO0dd

‘G 8dLHOLVMIANI

euesyjejad Isuelsu|

ueeuepuad
1equing

(eanp dy) unyey
G ueiebbuy
Isey)o|y jieyipuj

ueunyej 136aep

VANNIVT NVONILNIdIN NIDNVIANISd INVHOOUd

ueje|63y] 1031e)1puj/uele1bay|/weiboid

euesyejad Isuelsu|

ueeuepuad
laqung

(eanp dy) unyey
G ueisebbuy
Isey)o|y jieyipuj

ueunyej 1abaep

uenjeg

Jopush uebBunybul] uep

Jeuy uebBunpuljied Jisuodsal [pefusu uejisesiuow.eyip weje eAep 1oquins
uep uenduaied Nadv 0L9°0Z ueyeligey | niun ISel|ISeip UBP ‘ISY9.I03IP ‘MaIASIIP Buepiq 19puab
ueeAepiaquiad ‘unsnsip BueA uebunyBul uep weje eAep ueewelnsniebuad
uelguBUISY ¥ e Jaquuns Buepiq ueeligey yejunp L) pL uejeibay)
uesninday

Jepush uejiquebuad

Jeuy uebunpuipied . Jisuodsal Ipelusu uexisesiuoulieyip uep yiyjod
uep uendulaied Nadv 005z¢ uexeliqe) 3NIUN ISBYI|ISBLP UBP ‘ISYE.I0YIp ‘MalAalIp Buepiq 1apuab
ueeAepiaquiad ‘unsnsip BueA uesnindsy uejiquiebuad ueewejnsniebuad
uelIUBUISY L z uep nijod Buepiq uexeligey yejwnp °L°L :gL uejeibay
siusiqoiby uep

‘uebued ueueyelad)|

Jepueb Jisuodsal Ipelusw | ‘ueineldy| ‘ueueyuad

) Ue|ISes|uoWLIBYIP 3N1UN ISElI|ISelp ‘ueueinyay|

Seuy uebunpuipied Nadv 08v'6e uexeligey uep ‘1s3e.0¥Ip ‘MalAalIp ‘unsnsip BueA ‘ueluepniad
uep uendwalad siusiqolbe uep ‘uebued ueueyeley Buepiq 1opush
ueeAepiaquuad ‘ueineey ‘ueuesliad ‘ueueinyey ueewejnsniebuad
uelLelUBWIBY| z IS ‘ueluenied Buepiq uexeligey yejwne L' :ZL uejelbay)
uendwaiad

Seuy uebunpuiied uey|ISesIUOWLRYIP Uep ‘ISYa104Ip el1ay] ebeuay 16eq
uep uendwelad Ngdv 052'8¢ uexeligey ‘Mmalnalip ‘unsnsip BueA uendweled uebunpuipad
ueeAeploquiad ef1ex ebeus) 16eq uebunpuiied ueje)ybuiuad
PLEBESMVEEN L L 1exie] uexeligey yejwnp || :LL uejeibay
Jeuy uebunpuipied Jepush Jisuodsa. Ipelusw ueyjipipuad
uep uendulaied . UB|ISeS|UOWLIRYIP 3N1UN ISLI|ISe)p Buepiq 1apuab
ueeAepioquiad N8dv 0Li7°0c uexeliae) uep '1Sye10YIp ‘MaIAaIIp ‘unsnsip BueA ueewelnsniebuad
CLEBEMVEIVVEEN] z z uexipipuad Buepiq ueseligey yejwnp || :0L uejeibay|

ueje|63y] 101e)1puj/uele1bay)/weiboid

LAMPIRAN 2. CONTOH MATRIKS RENAKSITPB/SDGS



ueyedwes.iad
uep Isejuesg
1eAey Nadv e1oy/qey Anpjniyselu|
Ueyeuwnlad uep wnwn uebuequiabuayg
ueelioyad uelaluaWISY ezl ezl vzl 8Ll 1edwelas |7d| eAuunbueqis) ‘€' ueejojabuad eyas
‘Ise1saAu| ejod uep
1eAdey

ueeAeiquiag 1oquing

ueyewnlad uep wnwn Nadv uesemey| uesemey|
ueelioxad uelolUBWISY 0SL 9GG 68 gel eeys 1esndia] vd| eAuunbueqge) ‘z'| ‘uebuequabuag
: : ‘uesemebuad
1eAdey ‘ueeulquiad
Ueyewiniad uep wnwin Ngdv e10}/qey| 210y ‘ueinjebuag
ueeliayed UelioluaWSy| 6 6 6 6 e[eys 1esndis| Tvd| eAuunBueqls) *|°| 1L uejelbay]
(0Z-N°Z’1l ‘1eH ueunBuequiad Buepig sH)uUIBA]) UBWDINWIdY ANPjnJiselju] uebuequiabuad uep ueeuiquiad :INVHOOHd

eues)jeja  Isueisu|

ueeuepuad

1aquing

(eanp dy) unyey
G ueiebbuy

Ise)o]y j1exipuy|

ueunyej 1961e]

IVNOISVN NVHOO0Ud

ueje|63y] 101e)1puj/uelelbay/weiboid

1eANEY
UByeWNIed Uep wnuwn

‘[BUNLLOY UBp UBSEMEY 'B10Y Elexs lesndie) walsis ueBusp

ueeliexed uelolUBWISY S6 oclL S6 89 (§102) 09 yequai Jie anpjniselyur unbueqiel Bued gex/elod yejwnr (p)L°z'9
(INGLS) yexeieAse|n siseqlog
ueleysssay uelslusWwsy | 000Gy | 0000 | 000'GE | 000°0E (GLOZ) 000'GZ | [BIOL ISelueS uedeuesdejaul BueA ueyeinjey /esep yejwunf (9)1°z'9

‘uendwalad wney ueyningey eped snsnyy

ueleyssay| UelsiuswSy

ueinfue|axlaq uep yeAe| Iseliues ueueAe|
depeylay sesye pyijiuaw BueA ynpnpuad iseindod Isiodold (9)'1°Z'9

ueleyasay uelslusuIsy

eues)je|ad Isuejsu| EEEE leseq unye|

ueledesuad 3abie]

“JIe Uep unges
uebuep uebuey 10nd selljise) Byijiuew BueA isendod siodold (B)1°Z2°9

‘uejual jexeleAsewl sodwoley euss

ueneyied ueyaqwewl ‘exnael 1edwal
Ip Jesaq Jie Buenq yipesd ueyiusybusw
uep ‘enwas I6eq elesoul Uep lepewawl
BueA ueyisieqey uep Iseliues depeylal
sosye ledeousul ‘g0z UNYEL Bped "Z°9

gdL 103e)1py| gd139bie)

yeAe| jseyues uep yisiaq 11y ‘9 NVNrNL

eues)jejad Isueisu|

ueeuepuad

1aquing

(eanp dy) unyey
G ueiebbuy
Ise)oly jliexipuj

:uejeifey| Joreyipu|

x4

ueunyej 3o61e]

‘uejelbey Joleyipu|

(4 1z uejel6ay|

ueje|63y] 101e)1puj/uelel1bay/weiboid

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)



:ueielbay| JoieIpu| Z'Z

:uejeiboy| Joieyipu| L' :Z uejelbay]

:ueieibay Joieyipu|  Z'l

:uejeiboy| Joreyipul || :L uejeibay)
* L INVHO04d

‘9 8d1LHOLVMIANI

VANNIVT NVYONILNIdIN NMIONVINIESd NVHO0dd

(eanp dy) unyey

ueeuepuad
euesyejad Isuejsu| atn G ueiebbuy uejelbay| Jojeyipuj/ueelbayl/weiboid
—— Ise)o|y jlieyipuj ueunyej 3abie}
ueleyasa)| o ueleyasey 1eleAs iynuawow BueA uebunybui
CLEBEMVEIEEN Nadv 8G 9g %] ZS % wnwin yedws| yedua| asejussiad ‘€l uejeyaiuad
Juebumybur]
uelRyaSaY| uesemeBuad uexne(ip
Nadv % o uejeyaluad
ueLIBIUBWISY 0S Gt o ge BueA wnuiw Jie eueies asejussied ‘g'l uep yeAusy
uejeyasay INGLS ueseuesyeow uejjepuabuad
oy|/eso
uelisjusuisy N&dv 000G 00001 000°6e 000°0€ /esea BueA ueyelnjex/esap yejunp || 11 uejeibay|
(EL-IN'LII 'IeH ueunBuequiad Buepig syuiel)) ueleyasay buepig :NVHDOHd

Ise)joly jiaejipuj ueunyey 3ab1e)

ueeuepuad (enr dy) unyes L10Z
eues)jejad isuejsu| 1oquing G uesebbuy uejelbay| J03e)jipuj/uelelboy)/weiboid

LAMPIRAN 2. CONTOH MATRIKS RENAKSITPB/SDGS



1B1aug 1ewaH

¢} 14 € 4 E103 wnwn uejer uebueisusd uedeisusad

Bunpeo/ueunbueg

PEl[ele) Ip 3u3sI] ueeunBbued BULIOHUOIA

14 ¥ 14 14 wielsIS 108foid 10|Id uedeisued

200 uoL (L£ uep L9"ON saidiad) ¥4D-Avy

65€8L7'8C | 6V6LLS'EC | €97965'0C 1606£9L uep Ny Isejuswsidui| Butioyuoln|

eAeQ Jaquing . uelEleis 161au] |age] uep Jepuels Isejnbailg

uep 161ou7 ueneluewey | N8V 006'78¢ z z z z HeRIed BueA ueiejelad ugiNsn yejwne
0 0 0 6 Ellsle} 1IpNY/ SpEeID) JUSWISaAU| Isejusws|dul|

1610u7 1suaIslg
REICle}
8 9 1 4 Uep ISEAI9SUOY ISBISaAU| ISejuaula|dul| yisiag
1610u3 160j0W)3] UEp

161oug uswaleue|n UeeRUESYE|Sd

¥elgo 1619u7 ISeAIasuoy|

0z 0z 0z 0z ueyiode|a| BueA ueeyesnied yejwne uedesouag ‘610Uz
o 1610u3 1PNy |ISeH Iseluswa|dw| ueeuedUIAd

oL ol oL oL Hera0 Joyuowlq BueA ueeyesniad yejunp :L uejeibay)

(LE-020°TINI'll IeH BBeqUIa]/uBLIIUBWL)Y] SHLIe|A) IBIauT IseAlasuo)y] uep ueynieqid] ‘nieg 161aug ueejojebusad :NVHDOUd

HVLNIH3NGd TVYNOISVN INVHOO0dd

ueeuepuad (eanr dy) unyes
eues)je|od isuejsuj G ueiebbuy ueje|63y] 101e)1puj/uelel1bayl/weiboid

1aquin
SR Ise)oly jieyipuj ueunyey 3abie}

“1ed|| 1|1ex enp JeAueges
eAeq Jequing |eqo|6 1ex6un 1p 1B1ous Isuaisiye ueyieqiad
uep IBleug ueuslusway | Z'edy | 8/9v | 9eLy | €LY (§l02) ¢'z8y (INGS) Jowilld 161ouT selsualu| L'eL uynyejew ‘0g0z Unyes eped €7 1394v.L

L10Z
[ —— el e el s Al teimipu saLsesiey
ueledesuad jabie]

neybuelia) uep yisiaq 161oug £ NVNrnNl

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)



ISBULIOJU|
ueieqoAuad eles eliay ueleduwasey el10y) ueedwasay

ueelieyeBeUSIeY Ny S wn uesen|lad uep cmmp__mgccm@con_ uesenpag siusig
UBLISIUSWSY| g€ g€ ge ge : Wwejep eweselisy yejunr Iseqmyju] uep [opo
el1ey ueleduwesay UeSeEN|Iad Siuslg uebuequwabuayd

000L 000L 000L 000L Iseqnyju| Jueus] uebuequebusd yejunpe 11 uejeibay|

(£-920"T'IW'll IeH eBequia/uenajuawa)] syulel)) eliay ebeus) ueesenpad uep uejedwauad weiboid :\NYHDOHd

HVLNIY3NTd INVHO0Ud

ueeuepuad (enp dy) unyey
eues)e|od isuejsuj 19quing G uesebbuy uejeibay] 1o1e)jipuj/ueleibayj/weiboid
Ise)oly jnejipuj ueunyej jobie]

‘eAUIR|IU BPUIRS
BueA ueeliaxad yniun ewes BueA yedn

.AWmmv .AWMV uep ‘seyljiqe}ip BuepueAusd uep epnuwad
ueeliayebeusiay | 0'G 1'g e'g g's r8's) 1Beq ynsew.e) ‘pef-e| uep uendwaeied
ueusuBWSY | 0% -9'y -0's -Z's 6'G-9'G eNaIe) UBINBBUEBBUSY 18YBUI| ‘Z'G'8 enwes 16eq yeAe| BueA ueeliexed uep

Jinpoud uep dejsy ueeliaxad ledeousw
elioyad wel Jad eles-elel yedn 1'Gg'8 ‘0£0Z Unyel eped :G'8 1 39HVL

euesyejad Isuejsuj leseq unyep dadl 1o1eyjipuj dd119bie]

ueledesuad 1abie]

lwouoys ueynquinuad uep yeAe| ueelia)ad ‘'8 NVNIrnN.l

‘uejeiBey JoreyIpU| Z'Z

‘uejelBey| Joleyipu| |2 :z uejelbay)
:ueleiBay Jo1eNIpU| 7'l

‘ueleiBey| Joleyipu| || :L uejelbay|

- L INVHOO0Ud

L 9d1LHOLIWMIIANI

VANNIVT NVONILNIdIN MIDNVINEd INVHOOHd

ueeuepuad (eanp dy) unyey

eues)je|ad isuejsuj G ueiebbuy ueje|63y] 101e)1puj/uelel1bay/weiboid

Jaquin
Al Ise)oly jieyipuj ueunyey jobie]

LAMPIRAN 2. CONTOH MATRIKS RENAKSITPB/SDGS



:ueieibay| JoieyIpu| Z'Z

:uejelbey| Joieyipul | :Z ueje1bay|
:uejelbay Joieipu|  Z'l

:uejelbey| Joieyipul || i1 ueje1ba)|

* L INVUDO0Ud

:8 9dLHOLIWIIANI

VANNIVT NVONILNIdIN NMIONVINISd NVHO0dd

(eanp dy) unyey

ueeuepuad

eues)jejad Isuejsuj 1oquing G ueiebbuy uejel6ay] 1031e)j1puj/uele1bay)/weiboid
Ise)oly jiejipuj ueunyej }abie]
ueelioseBeusioy (dNEdYV) epnw eyesnelim ueerdiouad
veuauoway | dN8dY (GL02) Buelo uelelbay injejaw ueeAepiagip
: 0001C BueA epnuw eliey ebeusl yejwnp
ueelioxebeusiay 0GG°108¢€ BueIo nieq eyesnelim uejelfey Injejowl elioy :mw_”_me“”_m‘_wu
VEBEEMVETIVEN] 000°C 000'C 000'Z 0002 uexeAepiaqip BueA eliey ebeusl yejwnp
NadY ueleybuluad uep
ueelioxebeusioy BuEIO eAley 1eped uejeifoy Injejow uebuequwiabuad
UeLIBIUBWSY) 0001 000'¥ 000'¥Z 0001 uexeAepiaqip BueA eliex ebeus) yejwnp 'z ueyelbay|

ueeuepuad (eanr dy) unyes

eues)jejad Isueisuj G uesebbuy uejeiBay] 101e)yipuj/ueleiba)j/weiboid

Jaquuin
AUNS | sexory mexpu) ueunyej j0b1e)

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)



1eAdey
UBYEWNIS4 Uep wnuwin Ngdv 00671G'5€ wy _m:o_wmz
ueellaxad uelslusWe . . : . uejer seysedey|
l1exed uel % ¥0'9GY 9L'€st Lv'801 Gl ¢oc uexiexpunip bue uejel buelueg uejeybuluag
1eAdey uep IseAlasaid
Ueyeuwunisd uep wnwin Nddv 000°¢va'LLL uny ueeuesye|ad
ueeliaxed Uelisluaway) 78'c6S'Gy | 8'C6SGh | C8'C6GGY | 876G G eleyijadiel BueA uejel Buefued 1] uejeibay|
(9L-IN'6°ll IeH ueunbuequiad Buepig syule|) [euolise SeHAIDBUOY| uejenbuad (NVHDOHd

eues)yjeja  Isueisu|

ueeuepuad
1aqung

(eanp dy) unyey

G ueiebbuy

ISexo|y yexIpuy|

ueunyej 3abie]

HVLNIH3NTd INVHO0Hd

ueje|63y] 101e)1puj/uelelbay/weiboid

uebungnyiad
uelBlUBWSY | ISeNO| g 1Se30| 72 1SE30| $Z 1Se30| ¥z - siBeiens ueyngejed yejunr (9)°z'L°6
uebungnyJad
ueLIBIUBWISY ol oL zl el Pl ueBueiagaAuad ebeussp yejwnr (4)'z’L'6
uebungnuiad | (Hreinwiny) uein(uey) ueinluey)
uelislusLIS} gl gl gl Sl L elepueq yejwnr (8)Z’L'6
uebungnuled | (H1ejnuiny) (r102)
uellUBWaY | WY 8ST'E - WY €206 | WA B6'98L | WX E£V'VS6 'de e1a103 unjel Buelued (9)'1'L'6
1eAdey
ueyeudniad uep wnuwn
ueeliaxad uelsluawey | WY 000'L Wy 6Lg w002 Wy p'yolL | (rlog) Wy 0Z8 |0 ueel ueunBuequiad Buelued (9)1°L'6
1eAdeY
ueyeuiniad uep wnuwn
ueeliaxad UeLoIUBUISY %86 ¥102) %6 |euoiseu uejel dejuew ISIPUoy| (e)’L'L'6

ueledesuad 1abie]

!ﬁ!ﬁ roe !ﬁ
euesye[ad Isuejsu| leseq unyej

adL 103ex1pu|

Jnpjnijsequl uep iseaoul ‘uysnpuj ‘6 NVYNrnl

‘enwies 1Beq elesow uep nexbuelio)

BueA sese eped snyoy uebuap ‘eisnuew
ueeJalyelesay uep IuIouoye ueunbuequiad
Bun3npusul 3niun ‘seieq seiul| uep
|euoifal Inpjniselyul ynsewsl ‘ynbbuey
uep ueinfuejeyiaq ‘lepue ‘seyjenslaq BueA
Inpjniisesyul ueybuequisbusin |6 13DHYL

€d119b.

LAMPIRAN 2. CONTOH MATRIKS RENAKSITPB/SDGS



eiepn isepodsued)

uebungnyled N W ueesebbuajaAuag
ULEEMVEIEEN] Nadv 00€'780'8¢ un nieq uep ueejojabuad
- - Gl Gl ejepn Jepueq ueunbuequiad yejunpe 1L uejelbay]

(8L-IAI6'll Iey ueunBuequiag Buepig I [EUOISEN SEHAIDIBUOY| uelenbuad INYHDOHd

uebungnyied Lose ueye| ueqiueusd
uelialuaway| N8dv z€ Le Le 0e Hed uep ueepebuad 1e3ed yejunp
uebungnyJo 11s1| npJeb
:m:&mmﬂmm Nadv o z€ € vz ds, 3NSew.al) Y seie uelle v_m_y.w__ .F_E_mc%
ueBungnyled V) ISejiunwioa|al
VEINEMVEIVEN] Nadv 00rEL9E 9l 9l Pl el 19%ed uep uejeAuisiad ueunbuequiad yejwnpe
7'6.9'8CC
uebungnyied
ueljaluaway| Nadv 0S2 052 002 Gzl win |9sem |ellalewl ueepebuad yejwne
ueideejaiadpad

ueBungnyJa -
eseiouy | N8V 0oz 00L 095 0ge ds loy leueiew ueepeBuad yewny isepiodsueyy

: : ueesebbuajaiuad
uebungnyled NGy 9078Vl /1'€SElL £'206 12'7¥S ds,uny ISeAI eal uep epueb Injel ynsewis} uep ueejojabuad
uelislusWay /9020l | /LL'8S0'L / 0€'06L / LeLsy ' unBueqip BueA 7y Jnfel yejunp :L uejelbay

(8L-IN'6ll [eH ueunBuequiad uepig S)HIe|Al) [eUOISeN SeHAIDaUO) uejenbuad INVHDOHd

|euoisen
uejep seysede)|

1eAdey ueje)buluag
ueyeuwnlad uep wnwin Ngdv 008°9/9°CL wy uep IseAlasald
ueellaxad UBLISIUBWSY ueeuesyejad/uejer
e1SeMms uep yejuuswad ysjo unbueqip ueesebbuajaiuag
9'8yL 6.E €62 770l BueA uelequiey seqeq ueel Buelueq 1L uejeibay)

(SL-INI'L’II IeH ueunBuequiad Buepig syulep)|) eueleselq uep eueses Buepig :NVYDOHd

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

1Se0]Y J3eyIpu| ueunye job.e|

ueeuepuad (enr dy) unyes L102
eues)e|od isuejsuj 19quing G uesebbuy 1e169)] 101e)j1puj/ueielbay/weibold




eues)jeja  Isueisu|

ueeuepuad
1aquing

(eanp dy) unyey
G ueiebbuy
Ise)oly jliexyipuj

ueunyej 3ab1e}

‘uejelbey Joiedipu| Z'g
:uelelbay| Joreyipul |z :z uejelbay)
:uejeiBoy JorexIpu| 7L
‘ueleiBey| Joleyipu] || :L uejelbay|
* L INVHOO0Hd
6 9dLHOLIWIIANI
VANNIVT NVONILNIdIN MIDNVINEd INVHO0Ud

ueje|63y] 101e)1puj/uelel1bay/weiboid

uebungnyied
uelaluaUSY

Nddv

000°000°00L

Ve

ve

e

IseyoT

Ve

(uniuLOOL dY seseges

NIl opuljad epeday NING Infejaw
ueeAeiguuad) 1Ng| [0} YN1UN ISEXO| 177
eped ueyngejad uebuequuabuad yejuunp

1neT iIsepodsuel)
ueesebBuajaAuayg
uep ueejojabuad

1L uejelbay|

uebungnyied
BEBEMVENEEN

Nadv

00S'7¢6°59

oL

cl

(LL-IN'6°1l 1eH ueunBuequiag

193ed
€l

nieq uebuesagaAuad
efewlop ueunbuequiad yejwnp

Buepig syuIe\|) [BUOISEN SELIAIDAUOY| uelenbudd {NVYDOHd

jele( iIsepodsuel)
ueesebbuajaiuad
uep ueejojabuad
1L ueje|bay]

eues)jeja  Isueisu|

ueeuepuad
1pquing

(eanp dy) unyey
G ueiebbuy
Isey)o|y jieyipuj

(9L-N'6°11 IeH ueunBuequiad buepig syule|Al) [BUOISE SEUAID|BUO)Y uelenbusd (NVHDOHd

1e163)] 101e)1puj/uelel1bay/weiboid

LAMPIRAN 2. CONTOH MATRIKS RENAKSITPB/SDGS



:uejeifey JoleNIpul Z'Z2

:uejelboy| Jo1eyIpU| |2 :Z uejeibay]
:uejeibey| JoieyIpu|  Z'L

:ueielbay Joieyipu| | 1L uejelbay|

* L INVHO04d

‘0L 9dLHOLVIIANI

VANNIVTNVONILNIdIN MIDNVINIEd INVHOOUd

(eanp dy) unyey

eues)jejod isuejsuj :MM“”“:_"......_MH_ G uesebbuy uejeibay] Jo1e)jipuj/ueleibayj/weiboid
Ise)oly jieipu| ueunyej jabie]

uabay sen

ueeliexebeusls DiLuebunpupag

HeA A Nadv 0LE£'€98 Iseyjised uep uejedwauad
ULEBEMVENVEEN]

Isednyjo ueiesepiaq NTML ueeulquiad

00L 00L 00L 00l ueledwsauad ueueAe|ad Iseyjise} yejunpe 1L uejelbay|

elsauopu| elisy| ueledweuad ueniny eiebeu uabapN

ebeus| uebunpuiped . uebusp |Y esebau eiejue uelbiw elioxed Jen ewesela)]

uep uejeduwausad N&dv 008'6c vewmiod ueBunpuijied uep ueelisxebeusioy ueleybuluad

|UOISEN UBpEY Gl i L oL euleselioy uswnsop yejwnp 1L ueje1bay]

TVNOISVN INVHO0dd

ueeuepuad (enp dy) unyey

eues)je|ad isuejsuj sequing G ueiebbuy ueje|63y] 1031e)1puj/uelel1bayl/weiboid
Ise)oly jneyipu| ueunyej 3abie]
ueeliaxebeuslay| 1sedny0 uelesepiaq
[EENVEIIEE) ueledweuad ueueAejed Iselljise) yejwn L

119} ) 00l 0oL 00l ool 00L | NTML uey |ed Isejise} yejunf (q)'zZ 0l I UEBUSP E[0[3Y18] UEp BUEOUSISY
eisauopu| eliay BueA i1sesBiw ueseligey uedelauad Injejow
ebeus| uebunpuillad ueledwauad ueniny eiefau | ynsewlsl ‘gemel BunbBBuenaq uep ejexiaq
uep ueledwausad | uswnyop | uswnjop | uswndjop | uswnyop ueBuep |y elebau elejue uesbiw eliaxad uebunpuiad uep ‘uewe ‘In1esa) BueA eisnuew selljiqow
[euoiseN uepeg Sl vl cl ol uswinyop Ol | ueelioxebeusisy eweselay usWNYOP yejwnr (8)ZZ 0L uep 1selBiw iseyjisejwal £0L 139HVL

euesye|od Isuesu adL 101ejipu| ad119bie)

ueledesuad jabie]

uebueluasay eAubueimyag ‘0L NVYNIrNlL

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)



Liebo ueyjodons| ddS ueynuswad welep
wejeq cm:mEmEmﬂ Nadv ueejoied 1selljiseyip BueA ueyjodoiis|\ UeelONI8d | ueejOMidd ueejeudd
: z I I e Uesemey| uesemey| Uep 10} Uejwnp °L'| | Iselljised i uejeibay]

(8L-IN'8'll 'IeH ueunBuequiad Buepig S1IEN) UeeIOad INVHDOHd

rehsey yewnu
UBYBWINIag UEp Wnwin NEdY I seyljeny ueleyBbuluad isell|isero) BueA
Ueelioxey UBLIBIUBISY |ebBuiiiel yesoep uep ‘[1ouadioy yelsep
’ ’ 000°00% 000'68¢€ 000°05€ 000°00€ ‘ueesepad efbue) yewns yejunp 'L
1eAdeY eAepemg
uBYBWINISY UBPp WINWN NgdVv 14 dd depeylal sesye ysjosadwaw
ueel1axad UeLjusWSY 000°99L 000°G€L 000°00L 000°0S BueA ebBue] yewny yejunp gl
1eAdey eAepemg yewny ueunbuequied
Ueyeuwnlad uep wnwn Nadv 14 ue|NWINS uenjueq Isell|isepa]
ueelioxad ueLsIUBWSY 000G 00009 00009 00061 BueA ebBue| yewny yejwnp 'z’
1eAdey eAuueeAepemse) | eAepemg ueyewniad
UBUBWNIad UBP WNWN Ngadv qan 1e36ulusw uep ueeAeplaquied ueBuequwiabuad
ueel1ax8d UelISlusWaY) 000079 000'6vS 000°051 000°0vE ewisusw BueA YgiA yejwnp | 1} uejelbay|

(-6’11 “leH ueunBuequiad Buepig syuiel))) ueyewniad uebuequiabuad :\VHDOUd

TVNOISVN NVYHO04d

(eanp dy) unyey
eues)je|ad isuejsuj G ueiebbuy ueje]63y] 1031e)1puj/uelelbayl/weiboid

ueeuepuad

RAUNS | \sexory yuexpu

BEGEIN]
weleq uelsluawWSY - - - - - ddS ynuadisy BueA nieq e1oy uep Buepss 10y yejwn( (9)°LL°LL
1eAxey
UBYBWNISd UBp winwin (ddS) ueeioxlad ueueAejad tepuels
ueellaxad UeLslUSWS, lynuadiel BueA ueyjodosew ueeloyied uesemey yejuun 1L ‘ueejoyied Jesep ueueAeied depey.el
l83ad ueusl o 4 € € € L[ 1 ] } 10 > yejwne (Q)LLLL SOSYE BLOS ‘UnLuNy ueseamey ueeieuad
1eAdey Jynseuwsal ‘nexbuelial ‘uewe eAe|
UBYBWNISd UBP WNWIN ‘nexBueliay uep deAe| BueA BueA ueyewnliad depeylal enwas 16eq
ueelioyad UeLBIUSWSY - | ueiuny depeylal sesye ijijiwsw BueA ebBuel yewn. yejwnpe (8)1°L°LL sasye ulwelusw ‘0£0Z unyel eped 'L

£102
euesyejad Isuejsuj EIE leseq unyep ddl 1o1eyjipuj dd119bie]

ueledesuad 1abie]

uejnfuejayiaq bued uewnynwiad uep ejoy ‘L1 NVNrNL

LAMPIRAN 2. CONTOH MATRIKS RENAKSITPB/SDGS



ddS tenses lesep

LeBap Jand ueueAejed eueleseld eueles ueeueousied

wepeq el _m.F._mev_ Nadv rueg ejoy| uep ueeBequia|ey ueynuagquiad
' ‘Buepes e10y| wiejep Iseljisea) BueA yiignd nieq

S8 '8 S8 '8 2103 UBpP WOUO0IO0 BIOY YejWnf 0L’

1aba Buipuelg AuD injejaw

wepeq uel _mEme_W__ Ngdv Buepss e10 ©103 YeluLawed seysedes ueiedbulued
’ 0c Gl oL S wiejep iseyjisepa] BueA e1oy yeluunr gL

(Auo

ueBop J181s1S) iabap Jen uep LebaN wejep

wejeq uey _QEova_ Nadv e1oyy/gey| 3Ieq Uslednaey-eloy eieluy Uep eloy|
’ Jeluy ueunBuequiad eweselsy uejep

8l ol vl clL Isell|ises] BueA yeleeq yejwnp ‘gl

ewieselloy

ueyjodosay ebequue| Uep sLUSIUBYSW UBYNIUSGWSY
Nadv UEEIoHSd

Uesemey wiejep Isell|iseqsa) BueA cE__oaobm._\./_
cl oL L ] ueeloyJlod UBSEMEY UelWN, 77

ueeloylad ueebequuie|ey selsedey

IEEN]
wiele UeLsjuaLSy|

uoBoN eI ueieybuluad wejep Iselljiseps] BueA
Weleq Ueuejuawsy, Nadv - o . . ‘aey| A0l 1eulUSd Welep Isell|iseps] ue
0c'0c’0c 0¢ '0¢ ‘0¢ §l'l'sl oL'oL'oL e103}/Us1edne/ISuInold Uejwnp ‘9’|
ueinfue|axlag e10y uepninmiad W
uabeN e10y/0e) exbues wejep yeluuswed injejede E 5
wiele UeLajuaLISY| NEdV Uep Aol 16eq ueeuUIqWad Uep ISesI[eISOS Injejaw _ ANn O
L0 Uep v 00c uep § 00z uep oL 00¢ Uep oL Iselisepis] BueA yeseeq yejwinp ‘gl & = @
ueboN Jl1eAou| uep Jsuolsip BueA sensedey) M MNM M
weeg cm:mEmEmv_ Ngdv e103|/e)| uelesBuluad Wwelep Isey|isena] BueA ejoy ANn 29
’ - £0G 0S¢ L0S /a3 Yeseeq uidwiwiad yejwng | m X .P/a
ueinlueesiag e W
ebeN e10y uepninmiad 3niun dds ueynuswied zZ =
wiele UeLajuaUISy| NEdv BIO/AR uee|ojobuad uellepusbuad WaisIS lenses ANn ANn Wu
o 2>
L0L 0oL 0oL 0oL iseyjisepal BueA yesseq yejunp gl ueelONIag UeEIRUDy 2 3 9
1666 ueeloyied ueejojabued | Isejljise :| uejeibay] W < rD_._
weeq cm:meEmﬂ Ngdv LBepusuLied ueBusp e BueA uexeligey uep | ueejoyad ueejeudd o W w.__
’ € € ¥ 2 ueBuepuniad ueinieied yelunr ‘z:L | iseypised ;| ueyeibay| =W mm
<
(8L-IN'8'll 'leH ueunbuequiad Buepig syule|\) ueeload JINVHOOHd W ANn _AWM
332
223

ueeuepuad (enr dy) unyes L102
eues)je|od isuejsu| 1quINg G uesebbuy uejeibay] 1o1e)jipuj/ueleibayj/weiboid

1se) 0]y JeypY| ueunyey 10618

I



:uejeiBey JoreyIpu| Z'z

:uejelboy| Jolexipu|  |'Z :Z ueje1bay]

:ueieibey| Joieyipu|  Z'L

:ueielbay Joieyipu| | 1L uejeibay]
* L INVHO0Ud

Ll 9d1HOLVIIAaNI

VANNIVTNVONILNIdIN MIDNVINEd INVHOOUd

(eanp dy) unyey

ueeuepuad

eues)e|od isuejsuj o G ueiebbuy ueje|63y] 103e)1puj/uelelbayl/weiboid
Al Ise)o]y j13exipuj ueunyej 3abie]
IEEIN NGV vewneg Uee]03Iod Ueeleuad
wefe UeusuaWSY| ¥ ¥ v v ISeN|eA] UBBUBSYE|9d Ye|wnf "G |
Buepas e10y
[IEEN] ‘ueyjodonew Isewulou| eleq siseq
Wwiele UeLojuawoy| Nedv ueejoylad Bunepdn siuxa| uedeluewad Injejowl
0z zL Gl oL oLz GG uesemen| Ise}jisepa] BueA ejoy yejwnp 7
Buepes e10y

IEEN ‘ueyjodonawl 000L:1 eexs npedia] BueA ueejoyied
Wwefe UeLSjUSWSY| Nadv UeejoMIad UBSEMEY UEP UBEOYI9d B19d UPBIpSAUSY
0z ‘Tl GL oL oLz G'g UBSEMED weejep Iseyjisepsa) BueA eloy yeuunr gl
ueejoyied ueejojebuad uebuep
IEEN] 10y 1exJo) BueA uexeligey uep uebuepuniod
weje UeLsiUaWaY Nedv /aey ‘Nold ueinjesad Buelusy uesemeny ueieyBuiuad
L0G V€ £0S € L0S 7€ L0S 'vE /isesijeisosus) BueA yeieeq yejunr 'zi'L
(lewdloyu] Jopyes) ueinfueeyiag €10y
ueunbBuequiad welep 1sajoid Isesiueblio

ebeN €10y . .
WBlEC] UBLBILBWLS Ngdv o uep ‘1exeleAsewl sesiuebio ‘e1sems
1eq UeLsl % 198 "oid elunp Isedisied uexiexBuiusw wejep
LOL '€ 00L ‘vE 00l vE 00L ‘vE Isey|isep1o} BueA yelsep yejwnp L)

ueeuepuad (eanr dy) unyes

eues)e|ad isuejsuj G ueiebbuy uenjeg ueje|63y] 101e)1puj/uelel1bay/weiboid

129UNS 1 sexory mexipuy

LAMPIRAN 2. CONTOH MATRIKS RENAKSITPB/SDGS



:ueyeibey JorexIpu| 7L

‘ueleiBey| Joleyipu| || :L uejelbay|

- L INVHO0dd

2l 9dLHOLVMIAaNI

eues)jejad Isueisu|

ueeuepuad

G ueiebbuy

1aquing

(eanp dy) unyey

1sexo]y Jeqpu]

VANNIVT NVONILNIdIN NMIDNVINISd INVHOOHd

ueje|63y] 101e)1puj/uelel1bayl/weiboid

ueunyej 3a61e]

eues)jejad Isueisu|

ueeuepuad

G ueiebbuy

laquing

ueueinyay uep dnpiH NEdY 2109 2103 00E eAueqes ejo|ay Liel ebi
uebunyBuI] ueelUBWSY 00L 08 0L 0S uesieuesyejoul BueA e10¥/gey yejwnr 7|
ueueInyay uep dnpiH NGdY JuEq yeduwes Jueq Gzze eAueqes Isell|iselal
uebunyBui] ueelUBWSY| Gzol 009 009 000L Snusquel BueA yedwes dueq yejwnp gL
eyesn ejunp
ueueinyay uep dnpiH
ueBUNY{BUI UBLISIUSWSY| NE8dv nin ueBuap esilIaq uep Isey|ise)p m.%.>
[} L L L 103 B[RS J91USD 8|0Ad8. Yejunr 'zl
11ey/uoy 0z seusedes uebusp uun G|
ueueInya) uep dnpiy NgadVv un JeAueges Iseladoieq uep 3nusaqiel bueA | yedwes ueejojabuad
ueBunxBbur uelsUBWISY o
00l 0L Gt 0z ©]0% B|BY8S J81U8d 8[oAd8l Yejwnf || :L uejeibay|
(0ZL-INrOL’1I ‘IeH ueunBuequiad Buepig syu3eAl) €g uep yequwij ‘yedwes ueejojabuad :NVHDOHd

(eanp dy) unyey

ISexo|y J3exIpy|

HVLNIH3N3d INVHO0dd

uenjeg ueje|63y] 101e)1puj/uelel1bayl/weiboid
ueunyej 3961e]

ueluellad uep dnpiy
uebunxBul] uellolUBWSY

eues)je|ad Isuejsu|

en(
G'L9

| ouwz | ewz | aoz | oz |

ueledesuad jabie]

einl el
[444 e

en(

‘llequuey ueeunbbued
uep ‘Buen unep ‘uebueinbusd ‘ueyeBoouad
[ejow yequui| isynpoud 1BueinBusw

0c | (5l07)EInlgelL “Buejn nepip BueA yedwies ueinquin YewNg (8)1°GZL | [eIsueIsgns eieoes ‘00z Unyel eped §'z|

E = MLF#OU‘.N._-

qemel bunbbueriaq bueA 1synpoid uep iswnsuoy ejod ‘zL NVNrni

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)



(ddNg) eueouag eueouag
uebuenbbueuay NadVY uswinyop oyisiy uebueinbuad Iseslepuels
|eUOISEN UEpE] S e} e ¥ uep UBWOPad uawn3od Yejune €7,
(9dNg) eueousg
uebuenbbueuad NgdVY 00L°€0E uswnop eueouag uebuenbbueusd
|euoISeN uepeg 6l 6l 6L /L BUBOUSY UaWNOQ Ye|jwnr z'L
(9dNg) eueousg euesuag
uebuenbbueusy Nadv uswinyop eueoueg oyisly uebueinbuad | oyjisiy uebueinbuad
[UOISEN UBpeg 69 ov or or ueiley uswinyod yejuwinp L'y 1| uejelbay|
(L-€0L"TIN'll I1eH eBequia/ueusiuaway] syulep)) euesuag uebueinbbueusd :\NYHDOHd

HVLNIH3NEd NVYO0Hd
ueeuepuad (enr dy) unyey
eues)je|ad Isuejsuj 1oquing G ueitebbuy ueje]6ay] 1031e)1puj/uelelbay|/weiboid
Ise)oly jiiexyipuj ueunyej 3abaep
(ddNg) eueousg
uebBuenBBueusd Bueio 000001 Jed eueousq
|euoiseN uepeg Nd Nd Nd INd INd | Yedwep euaxiey uep Buejy ‘|ebBuiuew ueqioy yejwnr gzl
(9dNg) eueouag ‘elefou enwias Ip Uleje eueouaq
uebuenbbueusd (S5102) yeJeep uep [BUOISEU uep wipjl uexuel eAeyeq depeyusl iseidepe
|euolseN uepegd 69 | 136Ul (gyd) euedouag Oyisly uebueinbuayd 1691eAS UBWNYOQ L'L'EL | Uep ueueyelay selsedey 1ensuedwa|n L'gl

69 or or or
[ suoe [ ooz Jowz |

eues)jejad Isueisuj
ueledesuad jabie]

el adl lo1exyipu] gd11961e]

wipy ueyeqniad ueuebueusd ‘€L NVNrNL

:ueleiBey Jo1eyIpu| Z'Z

‘ueleibey Joreyipu|  1'g 1z uejeibay|

ueeuepuad (eanr dy) unyey
euesyejad Isue G ueiebbuy uejeibay| Jojeyipuj/ueelbayl/weiboid

IS0y JueIpUY|

Jequing

LAMPIRAN 2. CONTOH MATRIKS RENAKSITPB/SDGS



‘Ipnpo.d uep 1eyas BueA ueine|
ueypninmaw 3YNiun ISejosal ueynyeeul
uep ‘eAuueueyelsy 1enledwawl uebusp

() ueuesLag uep (5102) uein(uejexiaq e1eoss -
(d) ueuesag uep BSNV |euoiseu ine| Huens ueejeuad Jisisad uep 1ne| WeisIsoxe IBuNpuljew
ueINe[eY UelIeIUBWSY ey 4% oy 3¢ Je3le) uewiniisul uep ‘uexeligey exbuesey eAueipesisl (e)| 'zl uep ejojebus ‘0zZ0Z unyel eped Z'vl

L10C
eues)jejad Isuejsu| EEIE Jeseq unyep ddl 101eyipuj dd131ebie]
ueledesuad 1abie]

uelne| wajsIsojy ‘yL NVNrnl

:uelelbay JoieyIpu| 'z

‘uelelbey Joiedipu]  L'g :g uejelboy|
”cmum_mwv_ Jloieyipul gL

”cmum_mmv_ Joiexipu| Ll H Cmu.ﬁ_mov_

: 1 INVHDOUd

€L 9dLHOLVMIANI

VANNIVT NVYONILNIdIN NMIONVINIESd NVHO0dd

ueeuepuad (e dy) unyey

euesyejad Isuelsu| G ueiebbuy uejelbay| Jojeyipuj/ueelbayl/weiboid

199HNS | isexory mexipu)

(ddNg) eueousg
uebuenbbueusd NgdVY 1Se%07 eueouag ISeBIMN
|euoIseN uepeg ¥ ¥ ¥ ¥ uedelauad ISell|ISeH ISEXOT Ye|wnpf "Z'L
(adNg) eueousg euesuag
uebuenbbueusd NadY 00L°€0€ 1SeY07 yeJleep eueouag oyisly uebueinbusd | oyisiy uebueinbuad
[euoiseN uepeg 6¢ 6¢ 6¢€ 6€ uelenBuad 1sex07 yejuunp Ll 11 ueje1bay|
(L-€0L"TIN'll I1eH eBequia/ueusiuaway] syulep)) euesuag uebueinbbueusd :NYHDOHd

(eanp dy) unyey

eues)je|ad Isuejsuj ueeuepusd G ueirebbuy ueje]63y] 1031e)j1puj/uelelbay|/weiboid

Jaquin
uns Ise)o|y jieyipuj ueunyej 1abaep

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)




:uejeifey Jo1eNIpul Z'Z

:ueielbay Joieyipu| |z :z ueje1b6ay|
:ueleibey| Jo1eipu|  Z'l

‘uejeiBoy soeyipu| || 1] uejeibay|

1 INVHDOHd

‘vL 9dLHOLVIIANI

VANNIVT NVONILNIdI) NMIONVINESd NVHO0dd

ueeuepuad (e3nr dy) unyey

euesyjejod isueisu| G uesebbuy uejeibay] 101e)yipuj/ueleiba)j/weiboid

1aquing

1Se 0]y JuedIpUY| ueunuyej 106.g]

1199y nejnd-nejng
uep Jisisad ‘ne

(dID]) ueuesed uep yeAe|izp ueejojabuad
UeINejoy| UeLiojuawey| ISBUOZ BUBDUSI ueeuedUaIdd uep
uswin3op Byljiweul BueA yeAe|im Jejue Bueny ueejeuad

Nadv 06,869 914 [4% or 8¢ 1Sex0T 3njal "1ejes ‘Ine| Isexo| yejuinp ‘gl 1} uejeibay|

(0Z-IN"OL°1I IeH ePequaT/ueLaluaWa) SHUIRIA|) [199)] Nejnd-nejngd uep ‘“A1sisad ‘ine eAeq 1oquing uee|ojabuad :AIVYDOHd

HVLNIH3NGd NVHOO0Ud

(eanp dy) unyey
eues)jejad isuejsu| G uesebbuy uejelbay] J03e)jipuj/uelelboy)/weiboid

ueeuepuad

Jaquin
E Ise)joly jiejipuj ueunyej 3abie}

LAMPIRAN 2. CONTOH MATRIKS RENAKSITPB/SDGS



‘uejelbey JowedIpu| Z'C

:uejeibey Joieyipu| |z iz uejelbay)
:ueleiBay JoieIpu| 7'l

‘ueleiBaey| Joleyipu| || :L uejelbay)

* L INVHD04d

‘Gl 9dLHOLIVIANI

VANNIVT NVONILNIdIN NIONVINEd INVHO0Hd

(eanp dy) unyey

e ueeuepuad
)ejod isueisu] 1oquing G ueiebbuy ueje|63y] 101e)1puj/uelelbayl/weiboid
Ise)oly j1eyipu| ueunyey }obie]
(9€-620"T'IN'1I)
uebunybur
BIHTA) ue)esniay uep
ueueinyay| uep dnpiH -
ueBunyBui] uealUBWISY
R ueljepuabuad
Nadv 00€°079 9 19 09 §'659 % %9 [ewiuiw ueye| uedmny syapu| L' 1L uejelbay|
(9€-620"TIN'Il I1eH eBequia/ueusjuawa)) syujep)) uebunybur] ueyesnia)y] uep ueiewasuad ueljepuabusad (NVHOOHd

HVLNIH3N3d INVHO0Hd

(eanp dy) unyey
eues)je|ad isuejsuj G ueiebbuy ueje|63y] 101e)1puj/uelelbayl/weiboid

ueeuepuad

JELT
NS 1Sy 0]y ji3e)ipuj ueunyej jabie]

‘leuoiseualul

uelluefied uexiesepiaq ueqilemay uebusp
uejelos ‘Buuey ueye| uep uebununbed
‘Ueseq Ueye| ‘UBINY WS1SISOXe BAUSNSNUY
‘eAuuebunbul| esel epes jelep uelelad

(IHT) uep uejelep WolsSISONo Liep uelnfuejexiaq
ueueinyey uep dnpiy (5102) uejeejuewlad uep Iseio}sal ‘ueelse|ad
uebunybul] ueleIUBWISY 5’6 65 ueyninjesay ueye| sen| depeyiel ueiny uedning (8)1°] Gl uiwelusw ‘0z0z unyel eped |Gl

£102
eues)je|ad isuesu| EEIE Jeseq unyep ddl 1031e)jipu] dd11961e]

ueledesuad 19bie]

uejelep wajsisoyy ‘GL NVNIrnli

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)



e1oyj/usiednagey %09 %09 %SGE %0¢ (5102)
yelseq yejulswad ‘ejoy/gey| ‘ejoy/aey| ‘ej1oy/gey e10M/aeY | %0l ‘eroM/gey ‘(210
‘Isulnold Yeieeq %00l d %06 ‘d %G8 ‘d %0L :d %09 A0ld | /usiedngey/isuinold) Uelseg  Yeluuswad  Uep
yejulswad ‘ebequia %001l 1 %08 %09 %GE 1 %Gz -7 | ebequieT/uelislusway ynun yiignd ueueAejaq
JuBlIBlUBWISY Yninjes %00L T %00L T %06 T %08 A %0, I | NN ueeuesyejad ueynieday) aselussiad (B)z'9'9L
e10y|/ualednge)|
yeiseq yejusuled %Sy %SE | %GCEION %G1 (5L02) ‘(e10p|/usredNqE}/ISUINOLd) Yeloe(
‘ISUINOI Yeieeq HAIONY(e[N] ‘e1oy/gey| /qey ‘e10y/qe)y %G :B10Y/qey | yewuewad uep ebequieT/uelieluswiey 3niun
yeluawad ‘ebequue | 1909 :AOId | 1%0G :A0Id | ‘%01 :A0ld | 19%O0E :AOId 195Gl :AOId | Mleg Isenjollg ISeuliojey Syepu| Iejiu Byljiwsw
JueuslusWay yninjes %GLT 1%89: 1 9% 19T %G ‘% /7 | BueA yeiuuewed |sueisul osejussiod (P)L°99l
e10y/usledngey|
yelaeq yeulawad
‘ISUINO.4 Yeseeq
yeluuawad ‘ebequua ‘ueepebuad eluejaq depeylal
JUBLIBIUBWISY ynInes %08 %0¢ | 1usweino0id-3 ueeunbbuad aseiussiad (9)1°99L
e10y/ualednge)
yelseq yejullawad %09:e103 %07 | % LEEIOY %lC (5102) ‘(e10y/us1ednge)/isuinold)
‘ISUINOI Yeieeq /ae ‘e1oy/gey| /aey e1OM/ORY | %ZL:eloM/gey | yeieeq yeluleuled uep ebequieT/uelieluswiey|
yejuawad ‘ebequue | 19%G/ :A0Id | 1%99 :A0Id | '%/G :AOld | ‘%81 :AOId 19%BE (AOId | MuUN (dVYS) Yewuewad elisuly Seljigeiunyy
/ueLBlUBISY YnIn|es %G8 %08 ‘%SG “%0LT %G9 | wielsis  ueleBuiued - eseiusslad  (A)L'9'9L
e10y/usledngey|
yeloeq Yeluuowad | %G9 :e1oy % L ;10 ‘(e10yj/usledngey| [ISuInold) yeieeq
‘ISUINOI] Yesoeq | %09 :gey 19%0€ (OB | Yyeluuewed uep ebBequieT/uelalusway  ynuun
yejulswad ‘ebfequia] | 19G8 :A0id 942G :N0ld | ueBuenay ueiodeT sele (d] ) uellendabuad edue]
/UBLIBIUBWISY YnInes 1% G6: T ‘oL | Jelepp uidQ  uelexBuiusd esejussied (e)L'99L

IHT)
ueueinyey| uep dnpiy
uebunyBul] uellglUBWSY

| owz | swe [ wee | owz |
eues)je|ad Isueisu| Jeseq unyep

ueledesuad 1abie]

ynbbuey bueA ueebequiajay uep ‘uejipeay ‘ueiewepdad ‘9L NVNrnlL

‘Inflmesip BueA uesebbue depeylal
yeyuuewad ewein uelengbued 1siodold |99l

gdl 101e)yjipu]

‘1e36u1} enwes
Ip Isueledsuel} Uep ‘|ageiunye ‘oo
BueA ebequis| uexBuequuebus|n 9'9l

gd139b.el

LAMPIRAN 2. CONTOH MATRIKS RENAKSITPB/SDGS



ueyisesieallp 1edep BueA

uebuebepiad ,
Nadv §'arL Vd|Q uebuap ninal |Isey uexiesep.aq
uelauaWay| .
06 88 G8 8 % VY UBINSN Uelensasey aselussiad 9l
uebuebepiad (ISBIISIUIWPY Q18] YeAB|INN)
VENENVEVEN] K] A% 9¢ <14 N V1M Yyojoladwaw BueA yun yejwnpe G-,
uebuebepiad diiv
ISEN|eAS |ISBY UBYIeSEPISq 99 [BWIUIW
uelauaWaY| ;
ov 45 vz 9l uun 103s yejoladuwaw BueA yun yejwnpe ¢
‘NIASI |ISBY UesIeSeplaq
uebuebepiad , (dVS) UBYBIULIBUSY ISUBIUNYY JepuelS
VENENVEIVEN] N8dv sarl uebuep 1ensas uebuenay ueiode|
19 19 19 19 JENIEN uexileAuswl BueA sexies yejwnpr 7|
ueBuebepiad 1pne |isey Isepuawioyal ueless|gAuad imesede
uellsluswiay g6 06 g8 08 % infue| yepun esejussiad z'l seupgeume
uebuebepiag |eJopuar jesopjedsu) uejeybuiuad uep
uexnye|ip 6ueA uesemebuad |isey seje uesemeBuad
uelaluaUeY .
6 6 6 6 |sepusLIOey si6o1el1s ISepusWONal yejwnpe || 1L ueje|bay]
(2-060°T'N'Il IeH ebequua/ueualuawa)) syUle\|) Isenjoliq iIsewioyal uep eiebau injesede ueeunbeAepuad weibold ;L INVHDOUd
uesemeBuad
uep unjesedy
sejljiqejunyy
elefoN ‘Isenjolig Isewojoy
Jinjeledy ueeunbeAepusd Isenjeny uep
NN ‘uenejuewad
‘ueeuesyejad
1esnd ISeulploo)|
Ngdv L'1e L L L L ueijode] yelunswad elisury ueiode| yejwne || 1L uejelbay|

eues)jejad Isueisu|

ueeuepuad
1aquing

(eanp dy) unyey
G uesebbuy
Ise)oly j1exyipuj

(L-8¥0 TNl

|eH efequia/ueuajuawa)| suHIe])) Isenjoliq Isewojas uep esebau injesede ueeunbeAepuad weiboid :L NYHDOHd

ueunyej jobie]

IVNOISVN NVHDO0Ud

uejeibay] 1o1e)jipuj/ueleibayj/weiboid

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)



‘uelelboy Joyexipu| Z'g

eues)jejad Isueisu|

ueeuepuad
1aquing

(eanp dy) unyey
G ueiebbuy
Isey)o|y jieyipuj

uenjeg

:uelelbey Joieyipu| L'z :Z ueje|bay)
:uejeiboy JoeyIpu| 7L
‘ueleiBey| Joleyipu| || 1L uejeibay)

ueje|63y] 101e)1puj/uelel1bayl/weiboid

ueueinyey|
uep dnpiH uebunxbui
uelayuauay|

ueueinyey|
uep dnpiH uebunxbur]
VEIEEMVETVVEEN]

ueueinyey|
uep dnpiy uebunxbui
uelajuauay

eues)ejad Isuejsu|

Nddv

ueeuepuad
1aquing

v v los [qelune BueA yHTy 1sueisu| £
8'98¢ didv
I z 103S Isejuawie|dul uebueleway 1exbul] z'L
€ 4 N didv seujigedey ueleybuiuad ||

(eanp dy) unyey
G ueiebbuy
Isey)o|y jieyipuj

ueunyej ja61e]

anjesede
ejunye
ueje)jbuluad uep
uesemebBuad

:L ueje1bay|

ueje|63y] 101e)1puj/uelel1bay/weiboid

LAMPIRAN 2. CONTOH MATRIKS RENAKSITPB/SDGS



:uejeibey| JoredIpu| Z'zZ

:uejelBey| JoleIpu|  |'Z :Z ueje|bay)
:uejeibey| JoieNIpU| 7'l

‘ueleiBey| Joleyipu] || :L uejelbay|

* L INVHOO0Ud

L1l 9d1HOLIWMIIANI

VANNIVT NVONILNIdIN MIDNVINEd INVHOOHd

ueeuepuad (eanp dy) unyey

eues)e|od isuejsuj G ueiebbuy ueje|63y] 1031e)1puj/uelel1bay/weiboid

JELT
quns Ise)oly Jie)ipuj ueunyej jabie]

|euoiseusaju]

uefuebepiod (£10¢ 8uljeseq uejieseplaq uebBuebepiad ewesg
VEDEMVETTEN] ‘eieboN 9) V.14 elyw esebau Ip el19)] uele)buiuad
Nadv 00C' VLS 8L'9 €eL z6L LV'8 10goque} jlel elel-elel ueuninued 'L’} 1| uejelbay|

(LL-060"TIN'll I1eH eBequia/ueusjuawa) syulel)) jeuoiseusau] uebuebepiad eweg eliay] ueieybuiuad ;L INVYHDOHd

TVNOISVN INVHO04d

ueeuepuad (eanp dy) unyey
eues)je|ad isuejsuj G ueisebbuy ueje]63y] 1031e)1puj/uelelbayl/weiboid

FELT
quns Ise)jo]y jieyipuj ueunyej 3abie]

‘epuaby

Juswdojeneg eyoQ yemeq Ip ueiexedasay

11ep uendwisey IN[e[ow YNSewal

uolneziueblQ apel| plIOA BYl YBME] 1P

(BL-IN'EII “IBH "PIg | [IPE UBP JNBUIWLSIP Yeph ‘e3nqgiel ‘uenie

uebBuebepiad Sy1eN) “(eJebau Q) (V1) Iuewealby opel| 9914 sIsequaq ‘|esloaiun BueA |esaiejinu
'8 (€£102) eljyw ejebou Ip 1000qJe} el elel-eley (B)0LZL uebuebeplad weisis uexpe|ebBuain QL ZL

uelsjusLIey 8L'9 €eL z6L

uel udd jablel

uenfn} redesuaw ynun ueesyqwdy 71 NVNrNl

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)



Lampiran 3. Daftar Tujuan, Target dan Indikator TPB/SDGs



Tujuan 1. Tanpa kemiskinan

TARGET INDIKATOR KETERANGAN
1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan 111 Tingkat kemiskinan ekstrim. Indikator global yang akan
kemiskinan ekstrim bagi semua orang dikembangkan.
yang saat ini berpendapatan kurang
dari 1,25 dolar Amerika per hari.
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi 1.2.1% Persentase penduduk yang hidup Indikator nasional yang sesuai
setidaknya setengah proporsi laki-laki, di bawah garis kemiskinan nasional, dengan indikator global (ada di
perempuan dan anak-anak dari semua menurut jenis kelamin dan kelompok | dalam lampiran perpres).
usia, yang hidup dalam kemiskinan umur.
gle?ii?;ﬁr?aili?:aqéll sesuai dengan 12.2 Persentase laki-laki, perempuan dan Indikator global yang akan
anak-anak dari semua usia, yang dikembangkan.
hidup dalam kemiskinan dalam
berbagai dimensi, sesuai dengan
definisi nasional.
1.3 Menerapkan secara nasional 1.3.1 Proporsi penduduk yang menerima Indikator global yang memiliki
sistem dan upaya perlindungan sosial program perlindungan sosial, proksi dan akan dikembangkan.
yang tepat bagi semua, termasuk menurut jenis kelamin, untuk kategori
kelompok yang paling miskin, dan kelompok anak berkebutuhan khusus,
pada tahun 2030 mencapai cakupan pengangguran, lansia, penyandang
substansial bagi kelompok miskin dan difabilitas, ibu hamil/melahirkan,
rentan. korban kecelakaan kerja, kelompok
miskin dan rentan.
1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan Indikator nasional sebagai
melalui SUSN Bidang Kesehatan. proksi indikator global (ada di
dalam lampiran perpres).
1.3.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Indikator nasional sebagai
Sosial Bidang Ketenagakerjaan. proksi indikator global (ada di
dalam lampiran perpres).
1.3.1.(c) Persentase penyandang disabilitas Indikator nasional sebagai
yang miskin dan rentan yang tambahan indikator global (ada
terpenuhi hak dasarnya dan di dalam lampiran perpres).
inklusivitas.
1.3.1.(d) Jumlah rumah tangga yang
mendapatkan bantuan tunai bersyarat/
Program Keluarga Harapan.
1.4 Pada tahun 2030, menjamin 1.4.1 Proporsi penduduk/rumah tangga Indikator global yang memiliki
bahwa semua laki-laki dan dengan akses terhadap pelayanan proksi dan akan dikembangkan
perempuan, khususnya masyarakat dasar.
miskin dan rentan, memiliki hak K ) K
yang sama terhadap sumber daya 1.4.1.(a) Perslentase perempuan pernah In(ﬁka}pr r_wa3|ona| sebagai .
ekonomi, serta akses terhadap kawm‘umur 15—49ltahunlyanglproses proksi |nd|k§tor global (ada di
pelayanan dasar, kepemilikan dan melahirkan terakhirnya di fasilitas dalam lampiran perpres).
kontrol atas tanah dan bentuk kesehatan.
kepemilikan lain, warisan, sumber 14.1.(b)  Persentase anak umur 12-23 bulan Indikator nasional sebagai
daya alam, teknologi baru, dan jasa yang menerima imunisasi dasar proksi indikator global (ada di
keuangan yang tepat, termasuk lengkap. dalam lampiran perpres).
keuangan mikro.
1.4.1.(c) Prevalensi penggunaan metode Indikator nasional sebagai
kontrasepsi (CPR) semua cara pada proksi indikator global (ada di
Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15- dalam lampiran perpres).
49 tahun yang berstatus kawin.
1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang Indikator nasional sebagai

memiliki akses terhadap layanan
sumber air minum layak dan
berkelanjutan.

proksi indikator global (ada di
dalam lampiran perpres).
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TARGET INDIKATOR KETERANGAN
1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang Indikator nasional sebagai
memiliki akses terhadap layanan proksi indikator global (ada di
sanitasi layak dan berkelanjutan. dalam lampiran perpres).
1.4.1.(f) Persentase rumah tangga kumuh Indikator nasional sebagai
perkotaan. proksi indikator global (ada di
dalam lampiran perpres).
1.4.1.(9) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ Indikator nasional sebagai
Ml/sederajat. proksi indikator global (ada di
dalam lampiran perpres).
1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ | Indikator nasional sebagai
MTs/sederajat. proksi indikator global (ada di
dalam lampiran perpres).
1.4.1.(1) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/ | Indikator nasional sebagai
MA/sederajat. proksi indikator global (ada di
dalam lampiran perpres).
1.4.1.() Persentase penduduk umur 0-17 Indikator nasional sebagai
tahun dengan kepemilikan akta proksi indikator global (ada di
kelahiran. dalam lampiran perpres).
1.4.1.(k) Persentase rumah tangga miskin Indikator nasional sebagai
dan rentan yang sumber penerangan | proksi indikator global (ada di
utamanya listrik baik dari PLN dan dalam lampiran perpres).
bukan PLN.
1.4.2 Proporsi dari penduduk dewasa Indikator global yang akan
yang mendapatkan hak atas tanah dikembangkan.
yang didasari oleh dokumen hukum
dan yang memiliki hak atas tanah
berdasarkan jenis kelamin dan tipe
kepemilikan.
1.5 Pada tahun 2030, membangun 1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan | Indikator nasional yang sesuai
ketahanan masyarakat miskin dan terkena dampak bencana per 100.000 | dengan indikator global (tidak
mereka yang berada dalam kondisi orang. ada di dalam lampiran perpres).
rentan, dan mengurangi kerentanan R . R .
mereka terhadap kejadian ekstrim 1.5.1.(a) Jumlah lokasi pe_nguatan Indikator n{asm_)nal sebagai
terkait iklim dan guncangan ekonomi, pengurangan risiko bencana daerah. te_lmbahan |nd|_kator global (ada
sosial, lingkungan, dan bencana. di dalam lampiran perpres).
1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban Indikator nasional sebagai
bencana sosial. tambahan indikator global (ada
di dalam lampiran perpres).
1.5.1.(c) Pendampingan psikososial korban Indikator nasional sebagai
bencana sosial. tambahan indikator global (ada
di dalam lampiran perpres).
1.5.1.(d) Jumlah daerah bencana alam/bencana | Indikator nasional sebagai
sosial yang mendapat pendidikan tambahan indikator global (ada
layanan khusus. di dalam lampiran perpres).
1.5.1.(e) Indeks risiko bencana pada pusat- Indikator nasional sebagai
pusat pertumbuhan yang berisiko tambahan indikator global (ada
tinggi. di dalam lampiran perpres).
15.2 Jumlah kerugian ekonomi langsung Indikator global yang memiliki
akibat bencana terhadap GDP global. | proksi dan akan dikembangkan.
1.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung Indikator nasional sebagai
akibat bencana. proksi indikator global (tidak
ada di dalam lampiran perpres).
1.6.3*% Dokumen strategi pengurangan risiko | Indikator nasional yang sesuai

bencana (PRB) tingkat nasional dan
daerah.

dengan indikator global (tidak
ada di dalam lampiran perpres).
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TARGET INDIKATOR KETERANGAN
1.a Menjamin mobilisasi yang Tla.1* Proporsi sumber daya yang Indikator nasional yang sesuai
signifikan terkait sumber daya dari dialokasikan oleh pemerintah dengan indikator global (tidak
berbagai sumber, termasuk melalui secara langsung untuk program ada di dalam lampiran perpres).
kerjasama pembangunan yang lebih pemberantasan kemiskinan.
baik, untuk menyediakan sarana N R - )
yang memadai dan terjangkau bagi la.2 Pengeluaran_u_ntuk layanan Indlkator ngsmnal yang sesuai
negara berkembang, khususnya pokok (pendldlkan, ke_sehatan _ dengan indikator global (tidak
negara kurang berkembang untuk dan perlmdunggn sosial) se_bagal ada di dalam lampiran perpres).
melaksanakan program dan kebijakan persen_tase dari total belanja
mengakhiri kemiskinan di semua pemerintah.
dimensi.
1.b Membuat kerangka kebijakan 1b.1 Proporsi pengeluaran rutin dan Indikator global yang akan

diindikasikan oleh skor Pola Pangan
Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat
konsumsi ikan.

yang kuat di tingkat nasional, regional pembangunan pada sektorsektor dikembangkan.
dan internasional, berdasarkan yang memberi manfaat pada
strategi pembangunan yang kelompok perempuan, kelompok
memihak pada kelompok miskin miskin dan rentan.
dan peka terhadap isu gender untuk
mendukung investasi yang cepat
dalam tindakan pemberantasan
kemiskinan.
Tujuan 2. Tanpa kelaparan
TARGET INDIKATOR KETERANGAN
2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan | 2.1.1* Prevalensi Ketidakcukupan Indikator nasional yang sesuai
kelaparan dan menjamin akses bagi Konsumsi Pangan (Prevalence of dengan indikator global (tidak
semua orang, khususnya orang Undernourishment). ada di dalam lampiran perpres).
miskin dan mereka yang berada
dallar; remelist rentax, tegrmasuk 2.1.1.(a) Prezj/alens? kﬁkuraggan gkizti) . Indikbatr?r nas(ijc_);al sekljagali |
bayi, terhadap makanan yang aman, (underweight) pada anak balita. ;arg Ia ar|\ indil ator global (ada
bergizi, dan cukup sepanjang tahun. i dalam lampiran perpres).
2.1.2* Prevalensi penduduk dengan Indikator nasional yang sesuai
kerawanan pangan sedang atau berat, | dengan indikator global (tidak
berdasarkan pada Skala Pengalaman ada di dalam lampiran perpres).
Kerawanan Pangan.
2.1.2.(a) Proporsi penduduk dengan asupan Indikator nasional sebagai
kalori minimum di bawah 1400 kkal/ tambahan indikator global (ada
kapita/hari. di dalam lampiran perpres).
2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan | 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan Indikator nasional yang sesuai
segala bentuk kekurangan gizi, sangat pendek) pada anak di bawah dengan indikator global (tidak
termasuk pada tahun 2025 mencapai lima tahun/balita. ada di dalam lampiran perpres).
target yang disepakati secara
intgrnaéior?al Iunt%k anlak pendek dan 2.2.1.(a) Prevalensi stunting (pendek dan Indikator nasional sebagai
s 6l e vei B i, &R sangat pendek) pada anak di bawah tambahan indikator global (ada
memenuhi kebutuhan gizi remaja dua tahun/baduta. di dalam lampiran perpres).
perempuan, ibu hamil dan menyusui, | 2 2 2+ Prevalensi malnutrisi (berat badan/ Indikator nasional yang sesuai
serta manula. tinggi badan) anak pada usia kurang dengan indikator global (ada di
dari 5 tahun, berdasarkan tipe. dalam lampiran perpres).
2.2.2.(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil. Indikator nasional sebagai
tambahan indikator global (ada
di dalam lampiran perpres).
2.2.2.(b)  Persentase bayi usia kurang dari Indikator nasional sebagai
6 bulan yang mendapatkan ASI tambahan indikator global (ada
eksklusif. di dalam lampiran perpres).
2.2.2.(c) Kualitas konsumsi pangan yang Indikator nasional sebagai

tambahan indikator global (ada
di dalam lampiran perpres).
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TARGET

2.3 Pada tahun 2030, menggandakan
produktivitas pertanian dan
pendapatan produsen makanan
skala kecil, khususnya perempuan,
masyarakat penduduk asli, keluarga
petani, penggembala dan nelayan,
termasuk melalui akses yang aman
dan sama terhadap lahan, sumber
daya produktif, dan input lainnya,
pengetahuan, jasa keuangan, pasar,
dan peluang nilai tambah, dan
pekerjaan nonpertanian.

2.3.1*

INDIKATOR

Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah
tenaga kerja di sektor pertanian
(rupiah per tenaga kerja).

KETERANGAN

Indikator nasional yang sesuai
dengan indikator global (tidak
ada di dalam lampiran perpres).

232

Rata-rata pendapatan produsen
pertanian skala kecil, menurut jenis
dan status adat.

Indikator global yang akan
dikembangkan.

2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem
produksi pangan yang berkelanjutan
dan menerapkan praktek pertanian
tangguh yang meningkatkan produksi
dan produktivitas, membantu menjaga
ekosistem, memperkuat kapasitas
adaptasi terhadap perubahan iklim,
cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan
bencana lainnya, serta secara progresif
memperbaiki kualitas tanah dan lahan.

241

Penetapan kawasan pertanian pangan
berkelanjutan.

Indikator global yang akan
dikembangkan.

2.5 Pada tahun 2020, mengelola
keragaman genetik benih, tanaman
budidaya dan hewan ternak dan
peliharaan dan spesies liar terkait,
termasuk melalui bank benih

dan tanaman yang dikelola dan
dianekaragamkan dengan baik

di tingkat nasional, regional dan
internasional, serta meningkatkan
akses terhadap pembagian
keuntungan yang adil dan merata,
hasil dari pemanfaatan sumber daya
genetik dan pengetahuan tradisional
terkait, sebagaimana yang disepakati
secara internasional.

25.1*

Jumlah varietas unggul tanaman dan
hewan untuk pangan yang dilepas.

Indikator nasional yang sesuai
dengan indikator global (tidak
ada di dalam lampiran perpres).

2.5.2*

Proporsi hewan ternak dan
sejenisnya, diklasifikasikan menurut
tingkat risiko kepunahan: berisiko,
tidak berisiko, dan risiko yang tidak
diketahui.

Indikator nasional yang sesuai
dengan indikator global (tidak
ada di dalam lampiran perpres).

2.a Meningkatkan investasi, termasuk
melalui kerjasama internasional yang
kuat, dalam infrastruktur perdesaan,
layanan kajian dan perluasan
pertanian, pengembangan teknologi
dan bank gen untuk tanaman dan
ternak, untuk meningkatkan kapasitas
produktif pertanian di negara
berkembang, khususnya negara
kurang berkembang.

Indeks pengeluaran pemerintah untuk
pertanian.

Indikator global yang akan
dikembangkan.

Total bantuan pembangunan (ODA)
dan bantuan lain untuk sektor
pertanian.

Indikator global yang akan
dikembangkan.

2.b Memperbaiki dan mencegah
pembatasan dan distorsi dalam pasar
pertanian dunia, termasuk melalui
penghapusan secara bersamaan
segala bentuk subsidi ekspor
pertanian dan semua tindakan ekspor
dengan efek setara, sesuai dengan
amanat the Doha Development
Round.

2.b.1

Perkiraan dukungan kebijakan kepada
produsen.

Indikator global yang akan
dikembangkan.

2b.2

Subsidi ekspor pertanian.

Indikator global yang akan
dikembangkan.

2.c Mengadopsi langkah-langkah
untuk menjamin berfungsinya pasar
komoditas pangan serta turunannya
dengan tepat, dan memfasilitasi pada
waktu yang tepat akses terhadap
informasi pasar, termasuk informasi
cadangan pangan, untuk membantu
membatasi volatilitas harga pangan
yang ekstrim.

Indikator anomali harga pangan.

Indikator global yang akan
dikembangkan.

LAMPIRAN 3. DAFTAR TUJUAN, TARGET DAN INDIKATOR TPB/SDGS 91




Tujuan 3. Kehidupan sehat dan sejahtera

TARGET INDIKATOR KETERANGAN
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi 3.1.1*% Angka Kematian Ibu (AKI). Indikator nasional yang sesuai
rasio angka kematian ibu hingga dengan indikator global (ada di
kurang dari 70 per 100.000 kelahiran dalam lampiran perpres).
hidup.

» 3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin Indikator nasional yang sesuai
umur 15-49 tahun yang proses dengan indikator global (ada di
melahirkan terakhirnya ditolong oleh dalam lampiran perpres).
tenaga kesehatan terlatih.

3.1.2.(a) Persentase perempuan pernah Indikator nasional sebagai
kawin umur 15-49 tahun yang proses | tambahan indikator global (ada
melahirkan terakhirnya di fasilitas di dalam lampiran perpres).
kesehatan.
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri 3.2.1*% Angka Kematian Balita (AKBa) per Indikator nasional yang sesuai
kematian bayi baru lahir dan balita 1000 kelahiran hidup. dengan indikator global (tidak
yang dapat dicegah, dengan seluruh ada di dalam lampiran perpres).
negara berusaha menurunkan Angka
Ke?natian Neonatal setidaknya hinggga 3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per Indikator nasional yang sesuai
12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan 1000 kelahiran hidup. dengan |r|1d|ka|1tor global (tidak
Angka Kematian Balita 25 per 1000. ada di dalam lampiran perpres).
3.2.2.(a)  Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 | Indikator nasional sebagai
kelahiran hidup. tambahan indikator global (ada
di dalam lampiran perpres).
3.2.2.(b)  Persentase kabupaten/kota yang Indikator nasional sebagai
mencapai 80% imunisasi dasar tambahan indikator global (ada
lengkap pada bayi. di dalam lampiran perpres).
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri 3.3.1 Angka infeksi baru HIV per 1000 Indikator global yang memiliki
epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, populasi tidak terinfeksi HIV. proksi dan akan dikembangkan.
dan penyakit tropis yang terabaikan, ) ) A ) -
R Ener?erangi%egatit?s, penyakit 3.3.1.(a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa. Indlkat;)r nasw_)knal sekfaga:
bersumber air, serta penyakit menular tgmba an |nd|_ ator global (ada
lainnya. di dalam lampiran perpres).
3.3.2 Kejadian TB per 1000 orang. Indikator global yang memiliki
proksi dan akan dikembangkan.
3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 | Indikator nasional sebagai
penduduk. proksi indikator global (ada di
dalam lampiran perpres).
3.3.3% Kejadian Malaria per 1000 orang. Indikator nasional yang sesuai
dengan indikator global (tidak
ada di dalam lampiran perpres).
3.3.3.(a)  Jumlah kabupaten/kota yang Indikator nasional sebagai
mencapai eliminasi malaria. tambahan indikator global (ada
di dalam lampiran perpres).
3.34 Insiden Hepatitis B per 100.000 Indikator global yang memiliki
penduduk. proksi dan akan dikembangkan.
3.3.4.(a) Persentase kabupaten/kota yang Indikator nasional sebagai
melakukan deteksi dini untuk infeksi tambahan indikator global (ada
Hepatitis B. di dalam lampiran perpres).
3.3.6% Jumlah orang yang memerlukan Indikator nasional yang sesuai
intervensi terhadap penyakit tropis dengan indikator global (tidak
yang terabaikan (Filariasis dan Kusta). | ada di dalam lampiran perpres).
3.3.5.(a)  Jumlah provinsi dengan eliminasi Indikator nasional sebagai
Kusta. tambahan indikator global (ada
di dalam lampiran perpres).
3.3.5.(b)  Jumlah kabupaten/kota dengan Indikator nasional sebagai

eliminasi filariasis (berhasil lolos
dalam survei penilaian transmisi
tahap I).

tambahan indikator global (ada
di dalam lampiran perpres).
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TARGET INDIKATOR KETERANGAN
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi 3.4.1 Kematian akibat penyakit jantung, Indikator global yang memiliki
hingga sepertiga angka kematian dini kanker, diabetes, atau penyakit proksi dan akan dikembangkan.
akibat penyakit tidak menular, melalui pernapasan kronis.
encegahan dan pengobatan, serta ) . .
gﬁeningkatkan kegehe?tan eriel e 3.4.1.(a) Persentase merokok pada penduduk Indlka_t_or rjasmnal sebagai _
kesejahteraan umur <18 tahun. proksi indikator global (ada di
' dalam lampiran perpres).
3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi. Indikator nasional sebagai
proksi indikator global (ada di
dalam lampiran perpres).
3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk Indikator nasional sebagai
umur 218 tahun. proksi indikator global (ada di
dalam lampiran perpres).
3.4.2% Angka kematian (insidens rate) akibat | Indikator nasional yang sesuai
bunuh diri. dengan indikator global (tidak
ada di dalam lampiran Perpres).
3.4.2.(a)  Jumlah kabupaten/kota yang memiliki | Indikator nasional sebagai
puskesmas yang menyelenggarakan tambahan indikator global (ada
upaya kesehatan jiwa. di dalam lampiran perpres).
3.5 Memperkuat pencegahan dan 3.5.1 Cakupan intervensi pengobatan Indikator global yang memiliki
pengobatan penyalahgunaan zat, (farmakologi, psikososial, rehabilitasi proksi dan akan dikembangkan.
termasuk penyalahgunaan narkotika dan layanan pasca intervensi) bagi
dan penggunaan alkohol yang gangguan penyalahgunaan zat.
membahayakan.

U 3.5.1(a) Jumlah penyalahguna narkotika dan Indikator nasional sebagai
pengguna alkohol yang merugikan, proksi indikator global (tidak
yang mengakses layanan rehabilitasi ada di dalam lampiran perpres).
medis.

3.5.1(b) Jumlah yang mengakses layanan Indikator nasional sebagai
pasca rehabilitasi. proksi indikator global (tidak
ada di dalam lampiran perpres).
3.5.1.(c) Jumlah korban penyalahgunaan Indikator nasional sebagai
NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi | tambahan indikator global (ada
sosial di dalam panti sesuai standar di dalam lampiran perpres).
pelayanan.
3.5.1.(d)  Jumlah lembaga rehabilitasi sosial Indikator nasional sebagai
korban penyalahgunaan NAPZA yang | tambahan indikator global (ada
telah dikembangkan/dibantu. di dalam lampiran perpres).
3.5.1.(e) Prevalensi penyalahgunaan narkoba. Indikator nasional sebagai
tambahan indikator global (ada
di dalam lampiran perpres).
3.5.2* Konsumsi alkohol (liter per kapita) Indikator nasional yang sesuai
oleh penduduk umur > 15 tahun dengan indikator global (tidak
dalam satu tahun terakhir. ada di dalam lampiran perpres).
3.6 Pada tahun 2020, mengurangi 3.6.1 Angka kematian akibat cedera fatal Indikator global yang akan
hingga setengah jumlah kematian kecelakaan lalu lintas. dikembangkan.
global dan cedera dari kecelakaan
lalu lintas.
3.7 Pada tahun 2030, menjamin 3.71% Proporsi perempuan usia reproduksi Indikator nasional yang sesuai
akses universal terhadap layanan (15-49 tahun) atau pasangannya dengan indikator global (ada di
kesehatan seksual dan reproduksi, yang memiliki kebutuhan keluarga dalam lampiran perpres).
termasuk keluarga berencana, berencana dan menggunakan alat
informasi dan pendidikan, dan kontrasepsi metode modern.
integrasi kesehatan reproduksi ke . ) . .
p - 3.7.1.(a) Angka prevalensi penggunaan Indikator nasional sebagai
dalam strategi dan program nasional.

J [PUe metode kontrasepsi (CPR) semua tambahan indikator global (ada
cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) | di dalam lampiran perpres).
usia 15-49 tahun yang berstatus
kawin.

3.71.(b) Angka penggunaan metode Indikator nasional sebagai

kontrasepsi jangka panjang (MKJP)
cara modern).

tambahan indikator global (ada
di dalam lampiran perpres).
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TARGET

INDIKATOR

KETERANGAN

3.7.2* Angka kelahiran pada perempuan Indikator nasional yang sesuai
umur 15-19 tahun (Age Specific dengan indikator global (ada di
Fertility Rate/ASFR). dalam lampiran perpres).
3.72.(a) Total Fertility Rate (TFR). Indikator nasional sebagai
tambahan indikator global (ada
di dalam lampiran perpres).
3.8 Mencapai cakupan kesehatan 3.8.1 Cakupan pelayanan kesehatan Indikator global yang memiliki
universal, termasuk perlindungan esensial (didefinisikan sebagai rata- proksi dan akan dikembangkan.
risiko keuangan, akses terhadap rata cakupan intervensi yang dapat
pelayanan kesehatan dasar yang baik, dilacak termasuk reproduksi, ibu,
dan akses terhadap obat- obatan bayi baru lahir, dan kesehatan anak,
dan vaksin dasar yang aman, efektif, penyakit menular, penyakit tidak
berkualitas, dan terjangkau bagi menular, kapasitas layanan serta
semua orang. akses untuk penduduk secara umum
dan penduduk kurang beruntung).
3.8.1.(a) Unmet need pelayanan kesehatan. Indikator nasional sebagai
proksi indikator global (ada di
dalam lampiran perpres).
3.8.2*% Jumlah penduduk yang dicakup Indikator nasional yang sesuai
asuransi kesehatan atau sistem dengan indikator global (tidak
kesehatan masyarakat per 1000 ada di dalam lampiran Perpres).
penduduk.
3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional | Indikator nasional sebagai
(JKN). tambahan indikator global (ada
di dalam lampiran perpres).
3.9 Pada tahun 2030, secara 3.9.1 Angka kematian akibat rumah tangga | Indikator global yang akan
signifikan mengurangi jumlah dan polusi udara ambien. dikembangkan.
kematian dan kesakitan akibat bahan ) : o h
kimia berbahaya, serta polusi dan 3.9.2 Angka kematu_an_sk:(bat air tl((jjak " Idn_gkatt?r glck)bal yang akan
kontaminasi udara, air, dan tanah. a_m_an,_samtay UL EMEN, CEN e cneinsl ik
higienis.
393 Angka kematian akibat keracunan. Indikator global yang memiliki
proksi dan akan dikembangkan.
3.9.3.(a) Proporsi kematian akibat keracunan. Indikator nasional sebagai
proksi indikator global (tidak
ada di dalam lampiran perpres).
3.a Memperkuat pelaksanaan the 3.a.1* Persentase merokok pada penduduk Indikator nasional yang sesuai
Framework Convention on Tobacco umur 215 tahun. dengan indikator global (tidak
Control WHO di seluruh negara ada di dalam lampiran perpres).
sebagai langkah yang tepat
3.b Mendukung penelitian dan 3.b.1 Proporsi populasi dengan akses Indikator global yang memiliki
pengembangan vaksin dan obat ke obat-obatan dan vaksin yang proksi dan akan dikembangkan
penyakit menular dan tidak menular terjangkau secara berkelanjutan
ang terutama berpengaruh terhada ) I . K
ﬁeggara berkembang, mgenyediakan B 3.b.1.(a) Pers_entase ketersediaan obat dan Indlka_t_or nasmnal sebagal
akses terhadap obat dan vaksin vaksin di Puskesmas. proks_| mclhkat?r glqbal (tidak
dasar yang terjangkau, sesuai the ada di dalam lampiran perpres).
Doha Declaration tentang the TRIPS | 3 2 Total Official Development Assistant | Indikator global yang akan

Agreement and Public Health,

yang menegaskan hak negara
berkembang untuk menggunakan
secara penuh ketentuan dalam
Kesepakatan atas Aspek-Aspek
Perdagangan dari Hak Kekayaan
Intelektual terkait keleluasaan untuk
melindungi kesehatan masyarakat,
dan khususnya, menyediakan akses
obat bagi semua.

(ODA) untuk penelitian kedokteran
dan sektor kesehatan dasar.

dikembangkan.
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TARGET INDIKATOR KETERANGAN
3.c Meningkatkan secara signifikan 3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga Indikator nasional yang sesuai
pembiayaan kesehatan dan kesehatan. dengan indikator global (tidak
rekrutmen, pengembangan, ada di dalam lampiran perpres).
pelatihan, dan retensi tenaga
kesehatan di negara berkembang,
khususnya negara kurang
berkembang, dan negara
berkembang pulau kecil.
3.d Memperkuat kapasitas 3.d.1 Kapasitas Peraturan Kesehatan Indikator global yang akan

semua negara, khususnya negara
berkembang tentang peringatan dini,
pengurangan risiko dan manajemen
risiko kesehatan nasional dan global.

Internasional (IHR) dan Kesiapsiagaan
darurat kesehatan.

dikembangkan.

Tujuan 4. Pendidikan berkualitas

TARGET INDIKATOR KETERANGAN
4.1 Pada tahun 2030, menjamin 4.1.1* Proporsi anak-anak dan remaja: (a) Indikator nasional yang sesuai
bahwa semua anak perempuan dan pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/ dengan indikator global (tidak
laki-laki menyelesaikan pendidikan kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 | ada di dalam lampiran perpres).
dasar dan menengah tanpa dipungut yang mencapai standar kemampuan
biaya, setara, dan berkualitas, yang minimum dalam: (i) membaca, (i)
mengarah pada capaian pembelajaran matematika.
| dan efektif.
PRI S S 4.1.1.(a) Persentase SD/MI berakreditasi Indikator nasional sebagai
minimal B. tambahan indikator global (ada
di dalam lampiran perpres).
4.1.1.(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi Indikator nasional sebagai
minimal B. tambahan indikator global (ada
di dalam lampiran perpres).
4.1.1.(c) Persentase SMA/MA Indikator nasional sebagai
tambahan indikator global (ada
di dalam lampiran perpres).
berakreditasi minimal B.
4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ | Indikator nasional sebagai
sederajat. tambahan indikator global (ada
di dalam lampiran perpres).
4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ Indikator nasional sebagai
MTs/sederajat. tambahan indikator global (ada
di dalam lampiran perpres).
4.1.1.(f) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ Indikator nasional sebagai
SMK/MA/sederajat. tambahan indikator global (ada
di dalam lampiran perpres).
4.1.1.(9) Rata-rata lama sekolah penduduk Indikator nasional sebagai
umur >15 tahun. tambahan indikator global (ada
di dalam lampiran perpres).
4.2 Pada tahun 2030, menjamin 421 Proporsi anak usia di bawah 5 tahun Indikator global yang akan
bahwa semua anak perempuan dan yang berkembang dengan baik dalam | dikembangkan.
laki-laki memiliki akses terhadap bidang kesehatan, pembelajaran, dan
perkembangan dan pengasuhan anak psikososial, menurut jenis kelamin.
usia dini, pengasuhan, pendidikan ) o ) o
pra-sekolah dasar yang berkualitas, 422 TlngkatI part|3|pa5| dalam - Indta_tor glol?al yqlr(\g memll;(kl
sehingga mereka siap untuk pehmbe ajar?n yang terig?nP:SW (satu proksi dan akan dikembangkan.
menempuh pendidikan dasar. @ sek_)e um usia sekola dasar),
menurut jenis kelamin.
4.2.2.(a)  Angka Partisipasi Kasar (APK) Indikator nasional sebagai

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

proksi indikator global (ada di
dalam lampiran perpres).
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TARGET

INDIKATOR

KETERANGAN

4.3 Pada tahun 2030, menjamin 4.3.1 Tingkat partisipasi remaja dan dewasa | Indikator global yang memiliki
akses yang sama bagi semua dalam pendidikan dan pelatihan proksi dan akan dikembangkan.
perempuan dan laki-laki, terhadap formal dan non formal dalam 12 bulan
pendidikan teknik, kejuruan dan terakhir, menurut jenis kelamin.
S 43.1a)  Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ | Indikator nasional sebagai
, yang terjangkau dan . S .
Ty SMK/MA/sederajat. proksi indikator global (ada di
dalam lampiran perpres).
4.3.1.(b)  Angka Partisipasi Kasar (APK) Indikator nasional sebagai
Perguruan Tinggi (PT). proksi indikator global (ada di
dalam lampiran perpres).
4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan 4.41% Proporsi remaja dan dewasa dengan Indikator nasional yang sesuai
secara signifikan jumlah pemuda keterampilan teknologi informasi dan | dengan indikator global (tidak
dan orang dewasa yang memiliki komunikasi (TIK). ada di dalam lampiran perpres).
keterampilan yang relevan, termasuk
keterampilan teknik dan kejuruan,
untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak
dan kewirausahaan.
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan | 4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Indikator nasional yang sesuai
disparitas gender dalam pendidikan, perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ dengan indikator global (ada di
dan menjamin akses yang sama sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; dalam lampiran perpres).
untuk semua tingkat pendidikan dan (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan
pelatihan kejuruan, bagi masyarakat Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK)
rentan termasuk penyandang cacat, perempuan/laki-laki di (4) Perguruan
masyarakat penduduk asli, dan anak- Tinggi.
anak dalam kondisi rentan.
4.6 Pada tahun 2030, menjamin 4.6.1 Persentase remaja/dewasa pada Indikator global yang akan
bahwa semua remaja dan proporsi kelompok usia tertentu, paling tidak dikembangkan.
kelompok dewasa tertentu, baik mahir/mampu pada level tertentu
laki-laki maupun perempuan, memiliki dalam keterampilan (i) membaca
kemampuan literasi dan numerasi. dan (ii) menghitung, menurut jenis
kelamin.
4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara Indikator nasional sebagai
penduduk umur >15 tahun. tambahan indikator global (ada
di dalam lampiran perpres).
4.6.1.(b) Persentase angka melek aksara Indikator nasional sebagai
penduduk umur 15-24 tahun dan tambahan indikator global (ada
umur 15-59 tahun. di dalam lampiran perpres).
4.7 Pada tahun 2030, menjamin 4.71 Pengarusutamaan pada semua Indikator global yang akan
semua peserta didik memperoleh jenjang pendidikan, (i) pendidikan dikembangkan.
pengetahuan dan keterampilan yang kewargaan dunia, (i) pendidikan
diperlukan untuk meningkatkan untuk pembangunan berkelanjutan
pembangunan berkelanjutan, termasuk kesetaraan gender dan
termasuk antara lain, melalui hak asasi manusia pada (a) kebijakan
pendidikan untuk pembangunan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c)
berkelanjutan dan gaya hidup pendidikan guru, (d) penilaian siswa.
yang berkelanjutan, hak asasi
manusia, kesetaraan gender,
promosi budaya damai dan non
kekerasan, kewarganegaraan
global dan penghargaan terhadap
keanekaragaman budaya dan
kontribusi budaya terhadap
pembangunan berkelanjutan.
4.a Membangun dan meningkatkan 4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke: Indikator nasional yang sesuai

fasilitas pendidikan yang ramah anak,
ramah penyandang cacat dan gender,
serta menyediakan lingkungan belajar
yang aman, anti kekerasan, inklusif
dan efektif bagi semua.

(a) listrik (b) internet untuk tujuan
pengajaran, (c) komputer untuk
tujuan pengajaran, (d) infrastruktur
dan materi memadai bagi siswa
disabilitas, (e) air minum layak, (f)
fasilitas sanitasi dasar per jenis
kelamin, (g) fasilitas cuci tangan
(terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi
semua (WASH).

dengan indikator global (tidak
ada di dalam lampiran perpres).

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)




TARGET

4.b Pada tahun 2020, secara
signifikan memperluas secara
global, jumlah beasiswa bagi

negara berkembang, khususnya
negara kurang berkembang, negara
berkembang pulau kecil, dan negara-
negara Afrika, untuk mendaftar di
pendidikan tinggi, termasuk pelatihan
kejuruan, teknologi informasi dan
komunikasi, program teknik, program
rekayasa dan ilmiah, di negara maju
dan negara berkembang lainnya.

4b.1*

INDIKATOR

Jumlah bantuan resmi Pemri kepada
Mahasiswa Asing Penerima Beasiswa
Kemitraan Negara Berkembang.

KETERANGAN

Indikator nasional yang sesuai
dengan indikator global (tidak
ada di dalam lampiran perpres).

4.c Pada tahun 2030, secara
signifikan meningkatkan pasokan
guru yang berkualitas, termasuk
melalui kerjasama internasional dalam
pelatihan guru di negara berkembang,
terutama negara kurang berkembang,
dan negara berkembang kepulauan
kecil.

4.c.1*

Persentase guru TK, SD, SMRE SMA,
SMK, dan PLB yang bersertifikat
pendidik.

Indikator nasional yang sesuai
dengan indikator global (tidak
ada di dalam lampiran perpres).

Tujuan 5. Kesetaraan gender

TARGET INDIKATOR KETERANGAN
5.1 Mengakhiri segala bentuk 5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif Indikator nasional yang sesuai
diskriminasi terhadap kaum gender mendukung pemberdayaan dengan indikator global (ada di
perempuan dimanapun. perempuan. dalam lampiran perpres).
5.2 Menghapuskan segala bentuk 5.2.1% Proporsi perempuan dewasa dan Indikator nasional yang sesuai
kekerasan terhadap kaum perempuan anak perempuan (umur 15-64 tahun) dengan Indikator global (tidak
di ruang publik dan pribadi, termasuk mengalami kekerasan (fisik, seksual, ada di dalam lampiran perpres).
perdagangan orang dan eksploitasi atau emosional) oleh pasangan atau
seksual, serta berbagai jenis mantan pasangan dalam 12 bulan
eksploitasi lainnya. terakhir.
5.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak Indikator nasional sebagai
perempuan. tambahan indikator global (ada
di dalam lampiran perpres).
5.2.2* Proporsi perempuan dewasa dan Indikator nasional yang sesuai
anak perempuan (umur 15-64 tahun) dengan indikator global (tidak
mengalami kekerasan seksual oleh ada di dalam lampiran perpres).
orang lain selain pasangan dalam 12
bulan terakhir.
5.2.2.(a)  Persentase korban kekerasan Indikator nasional sebagai

terhadap perempuan yang mendapat
layanan komprehensif.

tambahan indikator global (ada
di dalam lampiran perpres).
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TARGET INDIKATOR KETERANGAN
5.3 Menghapuskan semua praktik B3L1% Proporsi perempuan umur 20-24 Indikator nasional yang sesuai
berbahaya, seperti perkawinan usia tahun yang berstatus kawin atau dengan indikator global (tidak
anak, perkawinan dini dan paksa, berstatus hidup bersama sebelum ada di dalam lampiran perpres).
serta sunat perempuan. umur 15 tahun dan sebelum umur
18 tahun.
5.3.1.(a) Median usia kawin pertama Indikator nasional sebagai
perempuan pernah kawin umur 25-49 | tambahan indikator global (ada
tahun. di dalam lampiran perpres).
5.3.1.(b) Angka kelahiran pada perempuan Indikator nasional sebagai
umur 15-19 tahun (Age Specific tambahan indikator global (ada
Fertility Rate/ASFR). di dalam lampiran perpres).
5.3.1.(c) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ Indikator nasional sebagai
SMK/MA/ sederajat. tambahan indikator global (ada
di dalam lampiran perpres).
5.3.2 Persentase anak perempuan dan Indikator global yang akan
perempuan berusia 15-49 tahun yang | dikembangkan.
telah menjalani FGM/C, menurut
kelompok umur.
5.4 Mengenali dan menghargai 5.4.1 Proporsi waktu yang dihabiskan Indikator global yang akan
pekerjaan mengasuh dan pekerjaan untuk pekerjaan rumah tangga dikembangkan.
rumah tangga yang tidak dibayar dan perawatan, berdasarkan jenis
melalui penyediaan pelayanan kelamin, kelompok umur, dan lokasi.
publik, infrastruktur dan kebijakan
perlindungan sosial, dan peningkatan
tanggung jawab bersama dalam
rumah tangga dan keluarga yang
tepat secara nasional.
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan B.3.7% Proporsi kursi yang diduduki Indikator nasional yang sesuai
efektif, dan kesempatan yang sama perempuan di parlemen tingkat pusat, | dengan indikator global (ada di
bagi perempuan untuk memimpin parlemen daerah dan pemerintah dalam lampiran perpres).
di semua tingkat pengambilan daerah.
keputusan dalam kehidupan politik, - ) A ) :
e TOpFze) [pelte B.8.27 Proporsi perempuan yang berada di Indikator nasional yang sesuai
ekonomi, dan masyarakat. o ! - .
posisi managerial. dengan indikator global (ada di
dalam lampiran perpres).
5.6 Menjamin akses universal 5.6.1* Proporsi perempuan umur 15-49 Indikator nasional yang sesuai
terhadap kesehatan seksual dan tahun yang membuat keputusan dengan Indikator global (tidak
reproduksi, dan hak reproduksi sendiri terkait hubungan seksual, ada di dalam lampiran perpres).
seperti yang telah disepakati sesuai penggunaan kontrasepsi, dan layanan
dengan Programme of Action of kesehatan reproduksi.
the International Conference on
Population alndDeve\opment . 5.6.1.(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga | Indikator nasional sebagai
the Beijing Platform serta dokumen- Berencana/KB yang tidak terpenuhi). tgmbahan indi_kator global (ada
dokumen hasil reviu dari konferensi- di dalam lampiran perpres).
konferensi tersebut. 5.6.1.(0)  Pengetahuan dan pemahaman Indikator nasional sebagai
Pasangan Usia Subur (PUS) tentang tambahan indikator global (ada
metode kontrasepsi modern. di dalam lampiran perpres).
5.6.2* Undang-undang atau Peraturan Indikator nasional yang sesuai

Pemerintah (PP) yang menjamin
perempuan umur 15-49 tahun untuk
mendapatkan pelayanan, informasi
dan pendidikan terkait kesehatan
seksual dan reproduksi.

dengan indikator global (ada di
dalam lampiran perpres).
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TARGET INDIKATOR KETERANGAN
5.a Melakukan reformasi untuk 5.a.1 (1) Proporsi penduduk yang memiliki Indikator global yang akan
memberi hak yang sama kepada hak tanah pertanian; (2) Proporsi dikembangkan.
perempuan terhadap sumber daya perempuan pemilik atau yang
ekonomi, serta akses terhadap memiliki hak lahan pertanian,
kepemilikan dan kontrol atas tanah menurut jenis kepemilikan.
dan bentuk kepemilikan lain, jasa ) )
keuangan, warisan dan sumber daya 5.a.2 Eripor5| negara dkehngsn kerangka Irf|kator glck)bal yang akan
alam, sesuai dengan hukum nasional. CLI (_termasu ukum adat) yang dikembangkan:
menjamin persamaan hak perempuan
untuk kepemilikan tanah dan/atau hak
kontrol.
5.b Meningkatkan penggunaan 5.b.1* Proporsi individu yang menguasai/ Indikator nasional yang sesuai
teknologi yang memampukan, memiliki telepon genggam. dengan indikator global (tidak
khususnya teknologi informasi dan ada di dalam lampiran perpres).
komunikasi untuk meningkatkan
pemberdayaan perempuan.
5.c Mengadopsi dan memperkuat 5.c.1 Ketersediaan sistem untuk melacak Indikator global yang akan

kebijakan yang baik dan perundang-
undangan yang berlaku untuk
peningkatan kesetaraan gender dan
pemberdayaan kaum perempuan di
semua tingkatan.

dan membuat alokasi umum
untuk kesetaraan gender dan
pemberdayaan perempuan.

dikembangkan.

Tujuan 6. Air bersih dan sanitasi layak

TARGET

6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses
universal dan merata terhadap air
minum yang aman dan terjangkau
bagi semua.

INDIKATOR KETERANGAN

6.1.1 Proporsi populasi yang menggunakan | Indikator global yang memiliki
layanan air minum yang dikelola proksi dan akan dikembangkan.
secara aman.

6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang Indikator nasional sebagai
memiliki akses terhadap layanan proksi indikator global (ada di
sumber air minum layak. dalam lampiran perpres).

6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku untuk Indikator nasional sebagai
melayani rumah tangga, perkotaan proksi indikator global (ada di
dan industri, serta penyediaan air dalam lampiran perpres).
baku untuk pulau-pulau.

6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses | Indikator nasional sebagai

layanan sumber air minum aman dan
berkelanjutan.

proksi indikator global (tidak
ada di dalam lampiran perpres).
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TARGET INDIKATOR KETERANGAN
6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses | 6.2.1 Proporsi populasi yang menggunakan | Indikator global yang memiliki
terhadap sanitasi dan kebersihan layanan sanitasi yang dikelola secara proksi dan akan dikembangkan.
yang memadai dan merata bagi aman, termasuk fasilitas cuci tangan
semua, dan menghentikan praktik dengan air dan sabun.
buang air besar di tempat terbuka, R - o Rk ) R
memgberikan perhatianpkhuSUS pada 6.2.1.(a) ]I:’ro_;la_ora popula5| yang memiliki Indta_t_or r_\fSlonaII seblag_a\ ’
kebutuhan kaum perempuan, serta asi |t§s cuci tangan dengan sabun proksi indikator g c_)ba (tida
kelompok masyarakat rentan. dan air. ada di dalam lampiran perpres).
6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang Indikator nasional sebagai
memiliki akses terhadap layanan proksi indikator global (ada di
sanitasi layak. dalam lampiran perpres).
6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang Indikator nasional sebagai
melaksanakan Sanitasi Total Berbasis | proksi indikator global (ada di
Masyarakat (STBM). dalam lampiran perpres).
6.2.1.(d)  Jumlah desa/kelurahan yang Open Indikator nasional sebagai
Defecation Free (ODF)/ Stop Buang proksi indikator global (tidak
Air Besar Sembarangan (SBS). ada dalam lampiran perpres).
6.2.1.(e) Jumlah kabupaten/kota yang Indikator nasional sebagai
terbangun infrastruktur air limbah proksi indikator global (ada di
dengan sistem terpusat skala kota, dalam lampiran perpres).
kawasan dan komunal.
6.2.1.(f) Proporsi rumah tangga yang terlayani | Indikator nasional sebagai
sistem pengelolaan air limbah proksi indikator global (tidak
terpusat. ada di dalam lampiran perpres).
6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan 6.3.1 Proporsi limbah cair yang diolah Indikator global yang memiliki
kualitas air dengan mengurangi secara aman. proksi dan akan dikembangkan.
olusi, menghilangkan pembuangan, K - K
zan memini?nalka?w peleppasan J 6.3.1.(a) Jumlah kabupaten/kota yang Indikator nasional sebagai
material dan bahan kimia berbahaya, ditingkatlkqn kualitas pengelqlaan proksi indikgtor global (ada di
mengurangi setengah proporsi air lumpur tinja peTkotalanldsn d||é}k;1kan dalam lampiran perpres).
limbah yang tidak diolah, dan secara rLJemban_gl;_lurjanlan_ta B [FEgelEIE
signifikan meningkatkan daur ulang, umpurTinja { ).
serta penggunaan kembali barang 6.3.1.(b)  Proporsi rumah tangga yang terlayani | Indikator nasional sebagai
daur ulang yang aman secara global. sistem pengelolaan lumpur tinja. proksi indikator global (tidak
ada di dalam lampiran perpres).
6.3.2 Proporsi badan air dengan kualitas air | Indikator global yang memiliki
ambien yang baik. proksi dan akan dikembangkan.
6.3.2.(a) Kualitas air danau. Indikator nasional sebagai
proksi indikator global (ada di
dalam lampiran perpres).
6.3.2.(b)  Kualitas air sungai sebagai sumber Indikator nasional sebagai

air baku.

proksi indikator global (ada di
dalam lampiran perpres).
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TARGET INDIKATOR KETERANGAN
6.4. Pada tahun 2030, secara 6.4.1 Perubahan efisiensi penggunaan air Indikator global yang memiliki
signifikan meningkatkan efisiensi dari waktu ke waktu. proksi dan akan dikembangkan.
enggunaan air di semua sektor, dan - - . .
Snerﬂgmin penggunaan dan pasokan 6.4.1.(a) Pengendallan dan penegakan hukum Indlka_t_or rjasmnal sebagai _
air tawar yang berkelanjutan untuk bagi penggunaan air tanah. prc|Jk3| :nd|k§tor global (ada di
mengatasi kelangkaan air, dan secara dalam lampiran perpres).
signifikan mengurangi jumlah orang | .4.1.(b)  Insentif penghematan air pertanian/ Indikator nasional sebagai
yang menderita akibat kelangkaan air. perkebunan dan industri. proksi indikator global (ada di
dalam lampiran perpres).
6.4.2 Tingkat water stress: proporsi Indikator global yang akan
pengambilan (withdrawal) air tawar dikembangkan.
terhadap ketersediannya.
6.5 Pada tahun 2030, menerapkan 6.5.1 Tingkat pelaksanaan pengelolaan Indikator global yang memiliki
pengelolaan sumber daya air terpadu sumber daya air secara terpadu proksi dan akan dikembangkan.
di semua tingkatan, termasuk melalui (0-100).
kerjasama lintas batas yang tepat.

L ! VIR e 6.5.1.(a) Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah | Indikator nasional sebagai
Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang | proksi indikator global (ada di
diinternalisasi ke dalam RencanaTata | dalam lampiran perpres).
Ruang Wilayah (RTRW).

6.5.1.(b)  Jumlah stasiun hidrologi dan Indikator nasional sebagai
klimatologi yang dilakukan updating proksi indikator global (ada di
dan revitalisasi. dalam lampiran perpres).

6.5.1.(c) Jumlah jaringan informasi sumber Indikator nasional sebagai
daya air yang dibentuk. proksi indikator global (ada di

dalam lampiran perpres).

6.5.1.(d) Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) Indikator nasional sebagai
yang meningkat jumlah mata airnya proksi indikator global (ada di
dan jumlah DAS yang memiliki dalam lampiran perpres).
Memorandum of Understanding
(MoU) lintas Negara.

6.5.1.(e) Luas pengembangan hutan serta Indikator nasional sebagai
peningkatan hasil hutan bukan kayu proksi indikator global (ada di
(HHBK) untuk pemulihan kawasan dalam lampiran perpres).
DAS.

6.5.1.(f) Jumlah wilayah sungai yang memiliki | Indikator nasional sebagai
partisipasi masyarakat dalam proksi indikator global (ada di
pengelolaan daerah tangkapan sungai | dalam lampiran perpres).
dan danau.

6.5.1.(g) Kegiatan penataan kelembagaan Indikator nasional sebagai
sumber daya air. proksi indikator global (ada di

dalam lampiran perpres).

6.5.1.(h)  Jumlah DAS Prioritas yang meningkat | Indikator nasional sebagai
jumlah mata airnya melalui konservasi | proksi indikator global (tidak
sumber daya air di daerah hulu DAS ada di dalam lampiran perpres).
serta sumur resapan.

6.5.1.(1) Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan | Indikator nasional sebagai
kesehatannya melalui pembangunan proksi indikator global (tidak
embung, dam pengendali, dam ada di dalam lampiran perpres).
penahan skala kecil dan menengah.

6.5.2 Proporsi wilayah cekungan lintas Indikator global yang akan

batas dengan pengaturan kerja sama
sumberdaya air yang operasional.

dikembangkan.
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TARGET INDIKATOR KETERANGAN
6.6 Pada tahun 2020, melindungi 6.6.1 Perubahan tingkat sumber daya Indikator global yang memiliki
dan merestorasi ekosistem air terkait ekosistem dari waktu ke proksi dan akan dikembangkan.
terkait sumber daya air, termasuk waktu.
egunungan, hutan, lahan basah, __ A ) .
o 6.6.1.(a) Jumlah danau yang ditingkatkan Indikator nasional sebagai
sungai, air tanah, dan danau ) ” AN )
kualitas airnya. proksi Indikator global (ada di
dalam lampiran perpres).
6.6.1.(b)  Jumlah danau yang pendangkalannya | Indikator nasional sebagai
kurang dari 1%. proksi Indikator global (ada di
dalam lampiran perpres).
6.6.1.(c) Jumlah danau yang menurun tingkat Indikator nasional sebagai
erosinya. proksi Indikator global (ada di
dalam lampiran perpres).
6.6.1.(d) Luas lahan kritis dalam KPH yang Indikator nasional sebagai
direhabilitasi. proksi Indikator global (ada di
dalam lampiran perpres).
6.6.1.(e) Jumlah DAS prioritas yang dilindungi Indikator nasional sebagai
mata airnya dan dipulihkan proksi Indikator global (ada di
kesehatannya. dalam lampiran perpres).
6.a Pada tahun 2030, memperluas 6.a.1 Jumlah ODA terkait air dan sanitasi Indikator global yang akan
kerjasama dan dukungan yang menjadi bagian rencana belanja | dikembangkan.
internasional dalam hal pembangunan pemerintah.
kapasitas bagi negara-negara
berkembang, dalam program dan
kegiatan terkait air dan sanitasi,
termasuk pemanenan air, desalinasi,
efisiensi air, pengolahan air limbah,
daur ulang dan teknologi daur ulang.
6.b Mendukung dan memperkuat 6.b.1 Proporsi unit pemerintah lokal yang Indikator global yang akan

perbaikan efisiensi energi di tingkat
global sebanyak dua kali lipat.

partisipasi masyarakat lokal dalam menerbitkan dan melaksanakan dikembangkan.
meningkatkan pengelolaan air dan kebijakan dan prosedur terkait
sanitasi. partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan air dan sanitasi.
Tujuan 7. Energi bersih dan terjangkau
TARGET INDIKATOR KETERANGAN
7.1 Pada tahun 2030, menjamin 71.1* Rasio elektrifikasi. Indikator nasional yang sesuai
akses universal layanan energi yang dengan indikator global (ada di
terjangkau, andal dan modern. dalam lampiran perpres).

71.1.(a) Konsumsi listrik per kapita. Indikator nasional sebagai

proksi indikator global (ada di
dalam lampiran perpres).

712 Proporsi penduduk dengan sumber Indikator global yang memiliki
energi utama pada teknologi dan proksi dan akan dikembangkan.
bahan bakar yang bersih.

71.2.(a) Jumlah sambungan jaringan gas Indikator nasional sebagai
untuk rumah tangga. proksi indikator global (ada di

dalam lampiran perpres).
7.1.2.(b) Rasio penggunaan gas rumah tangga. | Indikator nasional sebagai
proksi indikator global (tidak
ada di dalam lampiran perpres).
7.2 Pada tahun 2030, meningkat 72.1% Bauran energi terbarukan. Indikator nasional yang sesuai
secara substansial pangsa energi dengan indikator global (ada di
terbarukan dalam bauran energi dalam lampiran perpres).
global.
7.3 Pada tahun 2030, melakukan 73.1* Intensitas energi primer. Indikator nasional yang sesuai

dengan indikator global (ada di
dalam lampiran perpres).
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TARGET INDIKATOR KETERANGAN
7a Pada tahun 2030, memperkuat 7a.1 Termobilisasikan dana per tahun Indikator global yang akan
kerjasama internasional untuk (US $) mulai tahun 2020 akuntabel dikembangkan.
memfasilitasi akses pada teknologi menuju komitmen US $100 Miliar.
dan riset energi bersih, termasuk
energi terbarukan, efisiensi energi,
canggih, teknologi bahan bakar fosil
lebih bersih, dan mempromosikan
investasi di bidang infrastruktur energi
dan teknologi energi bersih.
7b Pada tahun 2030, memperluas 7b.1 Proporsi nilai investasi efisiensi Indikator global yang akan

infrastruktur dan meningkatkan
teknologi untuk penyediaan layanan
energi modern dan berkelanjutan bagi
semua negara-negara berkembang,
khususnya negara kurang
berkembang, negara berkembang
pulau kecil dan negara berkembang.

energi terhadap PDB dan jumlah
transfer dana investasi luar negeri
langsung (FDI) untuk infrastruktur dan
teknologi pelayanan pembangunan
berkelanjutan.

dikembangkan.

Tujuan 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi

TARGET INDIKATOR KETERANGAN
8.1 Mempertahankan pertumbuhan 8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita. Indikator nasional yang sesuai
ekonomi per kapita sesuai dengan dengan indikator global (tidak
kondisi nasional dan, khususnya, ada di dalam lampiran perpres).
setidaknya 7 persen pertumbuhan ) ) : .
produk domestik bruto per tahun di 8.1.1.(a) PDB per kapita. Indta_t_or rj:smnall s;zblagm g
negara kurang berkembang. proksi ind Eifelr @lelsF) Gk gl
dalam lampiran perpres).
8.2 Mencapai tingkat produktivitas 8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga Indikator nasional yang sesuai
ekonomi yang lebih tinggi, melalui kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil dengan indikator global (ada di
diversifikasi, peningkatan dan inovasi per orang bekerja per tahun. dalam lampiran perpres).
teknologi, termasuk melalui fokus
pada sektor yang memberi nilai
tambah tinggi dan padat karya.
8.3 Menggalakkan kebijakan 8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal Indikator nasional yang sesuai
pembangunan yang mendukung sektor non-pertanian, berdasarkan dengan indikator global (tidak
kegiatan produktif, penciptaan jenis kelamin. ada di dalam lampiran perpres).
lapangan kerja layak, kewirausahaan, - - K -
erati?/itas daJm in\gvasi, . 8.3.1.(a) Persentase tenaga kerja formal. Indlkqtpr rjasmnal sebagai .
mendorong formalisasi dan proksi :nd|k§tor global (ada di
pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan dalam lampiran perpres).
menengah, termasuk melalui akses 8.3.1.(b)  Persentase tenaga kerja informal Indikator nasional sebagai
terhadap jasa keuangan. sektor pertanian. proksi indikator global (tidak
ada di dalam lampiran perpres).
8.3.1.(c) Persentase akses UMKM (Usaha Indikator nasional sebagai
Mikro, Kecil, dan Menengah) ke proksi indikator global (ada di
layanan keuangan. dalam lampiran perpres).
8.4 Meningkatkan secara progresif, 8.4.1 Jejak material (material footprint) yang | Indikator global yang akan
hingga 2030, efisiensi sumber dihitung selama tahun berjalan. dikembangkan.
daya global dalam konsumsi dan
e 8.4.2 Konsumsi material domestik Indikator global yang akan

produksi, serta usaha melepas
kaitan pertumbuhan ekonomi dari
degradasi lingkungan, sesuai dengan
the 10-Year Framework of Programs
on Sustainable Consumption and
Production, dengan negara-negara
maju sebagai pengarah.

(domestic material consumption).

dikembangkan.
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TARGET

INDIKATOR

KETERANGAN

8.5 Pada tahun 2030, mencapai 8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja. Indikator nasional yang sesuai
pekerjaan tetap dan produktif dan dengan indikator global (tidak
pekerjaan yang layak bagi semua ada di dalam lampiran perpres).
erempuan dan laki-laki, termasuk ) . ) .
Eagi pe?muda dan penyandang 8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka Indikator nasional yang sesuai
difabilitas, dan upah yang sama untuk berdasarkan jenis kelamin dan dengan indikator global (tidak
pekerjaan yang sama nilainya. kelompok umur. ada di dalam lampiran perpres).
8.56.2.(a) Persentase setengah pengangguran. Indikator nasional sebagai
proksi indikator global (tidak
ada di dalam lampiran perpres).
8.6 Pada tahun 2020, secara 8.6.1* Persentase usia muda (15-24) yang Indikator nasional yang sesuai
substansial mengurangi proporsi sedang tidak sekolah, bekerja atau dengan indikator global (ada di
usia muda yang tidak bekerja, mengikuti pelatihan (NEET). dalam lampiran perpres).
tidak menempuh pendidikan atau
pelatihan.
8.7 Mengambil tindakan cepat dan 8.71 Persentase dan jumlah anak Indikator global yang akan
untuk memberantas kerja paksa, usia 5-17 tahun, yang bekerja, dikembangkan.
mengakhiri perbudakan dan penjualan dibedakan berdasarkan jenis kelamin
manusia, mengamankan larangan dan dan kelompok umur (dibedakan
penghapusan bentuk terburuk tenaga berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan
kerja anak, termasuk perekrutan dan terburuk untuk anak).
penggunaan tentara anak-anak, dan
pada tahun 2025 mengakhiri tenaga
kerja anak dalam segala bentuknya.
8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja 8.8.1 Tingkat frekuensi kecelakaan kerja Indikator global yang memiliki
dan mempromosikan lingkungan fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis proksi dan akan dikembangkan.
kerja yang aman dan terjamin bagi kelamin, sektor pekerjaan dan status
semua pekerja, termasuk pekerja migran.
migran, khususnya pekerja migran - ) -
pe?empuan, dan\;ngreka Jyanggbekerja 8.8.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan Ind|k§t9r pasmnal sebagai .
dalam pekerjaan berbahaya norma K3. proksi indikator global (ada di
' dalam lampiran perpres).
8.8.2 Peningkatan kepatuhan atas hak-hak Indikator global yang akan
pekerja (kebebasan berserikat dan dikembangkan.
perundingan kolektif) berdasarkan
sumber tekstual ILO dan peraturan
perundang-undangan negara terkait.
8.9 Pada tahun 2030, menyusun 8.9.1*% Proporsi kontribusi pariwisata Indikator nasional yang sesuai
dan melaksanakan kebijakan terhadap PDB. dengan indikator global (ada di
untuk mempromosikan pariwisata dalam lampiran perpres).
berkelanjutan yang menciptakan
|apanganlukerjaydag mempur)omosikan 8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara. Indika_t_or r_wasional sebagai _
budaya dan produk lokal. proksi indikator global (ada di
dalam lampiran perpres).
8.9.1.(b)  Jumlah kunjungan wisatawan Indikator nasional sebagai
nusantara. proksi indikator global (ada di
dalam lampiran perpres).
8.9.1.(c) Jumlah devisa sektor pariwisata. Indikator nasional sebagai
proksi indikator global (tidak
ada di dalam lampiran perpres).
8.9.2% Jumlah pekerja pada industri Indikator nasional yang sesuai

pariwisata dalam proporsi terhadap
total pekerja.

dengan indikator global (tidak
ada di dalam lampiran perpres).
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TARGET INDIKATOR KETERANGAN
8.10 Memperkuat kapasitas 8.10.1* Jumlah kantor bank dan ATM per Indikator nasional yang sesuai
lembaga keuangan domestik untuk 100.000 penduduk dewasa dengan indikator global (tidak
mendorong dan memperluas akses ada di dalam lampiran perpres).
terhadap perbankan, asuransi dan ) ) . )
jasa keugsgan bagi semuua ! 8.10.1.(a)  Rata-rata jarak lembaga keuangan Indikator nasional sebagai
' (Bank Umum). proksi indikator global (ada di
dalam lampiran perpres).
8.10.1.(b)  Proporsi kredit UMKM terhadap total | Indikator nasional sebagai
kredit. proksi indikator global (tidak
ada di dalam lampiran perpres).
8.10.2* Proporsi kepemilikan rekening bank Indikator nasional yang sesuai
orang dewasa (18 tahun dan lebih) dengan indikator global (tidak
atau lembaga keuangan lain atau ada di dalam lampiran perpres).
dengan pelayanan jasa keuangan
bergerak.
8.a Meningkatkan bantuan untuk 8.a.1 Bantuan untuk komitmen Indikator global yang akan
mendukung perdagangan bagi negara perdagangan dan pencairan dikembangkan.
berkembang, terutama negara kurang pendanaan.
berkembang, termasuk melalui the
Enhanced Integrated Framework for
Trade-Related Technical Assistance
bagi negara kurang berkembang.
8.b Pada tahun 2020, 8.b.1 Total pengeluaran pemerintah dalam Indikator global yang akan

mengembangkan dan
mengoperasionalkan strategi global
untuk ketenagakerjaan pemuda dan
menerapkan the Global Jobs Pact of
the International Labour Organization.

program perlindungan sosial dan
ketenagakerjaan dalam proporsi

terhadap anggaran nasional dan PDB.

dikembangkan.

Tujuan 9. Industri, inovasi dan infrastruktur

TARGET

9.1 Mengembangkan infrastruktur
yang berkualitas, andal, berkelanjutan
dan tangguh, termasuk infrastruktur
regional dan lintas batas, untuk
mendukung pembangunan ekonomi
dan kesejahteraan manusia, dengan
fokus pada akses yang terjangkau
dan merata bagi semua.

INDIKATOR KETERANGAN

9.1.1 Populasi penduduk desa yang tinggal | Indikator global yang memiliki
dalam jarak 2 km terhadap jalan yang | proksi dan akan dikembangkan.
layak.

9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan nasional. Indikator nasional sebagai

proksi indikator global (tidak
ada di dalam lampiran perpres).
9.1.1.(b) Panjang pembangunan jalan tol. Indikator nasional sebagai
proksi indikator global (ada di
dalam lampiran perpres).
9.1.1.(c) Panjang jalur kereta api. Indikator nasional sebagai
proksi indikator global (ada di
dalam lampiran perpres).

9.1.2 Jumlah penumpang dan volume Indikator global yang memiliki
pengangkutan, menurut jenis proksi dan akan dikembangan.
transportasi.

9.1.2.(a) Jumlah bandara. Indikator nasional sebagai

proksi indikator global (ada di
dalam lampiran perpres).
9.1.2.(b)  Jumlah dermaga penyeberangan. Indikator nasional sebagai
proksi indikator global (ada di
dalam lampiran perpres).
9.1.2.(c) Jumlah pelabuhan strategis. Indikator nasional sebagai

proksi indikator global (ada di
dalam lampiran perpres).
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TARGET

INDIKATOR

KETERANGAN

9.2 Mempromosikan industrialisasi 9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri Indikator nasional yang sesuai
inklusif dan berkelanjutan, dan manufaktur terhadap PDB dan dengan global (tidak ada di
pada tahun 2030, secara signifikan perkapita. dalam lampiran pepres).
meningkatkan proporsi industri dalam ) R ; . ) R
Iapanggn kerja Zanpproduk oS 9.2.1.(a) Laju pferktumbuhan PDB industri Indlkatr:)r ngsm_)l?al set?agalw
bruto, sejalan dengan kondisi manufaktur. tgmbla arlw |nd|_ ator global (ada
nasional, dan meningkatkan dua kali di dalam lampiran perpres).
lipat proporsinya di negara kurang 9.2.2% Proporsi tenaga kerja pada sektor Indikator nasional yang sesuai
berkembang. industri manufaktur. dengan global (tidak ada di
lampiran pepres).
9.3 Meningkatkan akses industridan | 9.3.1* Proporsi nilai tambah industri kecil Indikator nasional yang sesuai
perusahaan skala kecil, khususnya terhadap total nilai tambah industri. dengan global (tidak ada di
di negara berkembang, terhadap dalam lampiran perpres).
jasa keuangan, termasuk kredit N - ; - - ; ;
terjangkau, dan mengintegrasikan ke 9.3.2 P_rqpor3| mdustl? kslcn dengan Lnd|kator lnabs?ng(; y;fn% sz§ua|
dalam rantai nilai dan pasar. pinjaman atau kredit. engan globa (tidak ada di
dalam lampiran perpres).
9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan 9.4.1* Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Indikator nasional yang sesuai
infrastruktur dan retrofit industri Kaca dengan nilai tambah sektor dengan global (tidak ada di
agar dapat berkelanjutan, dengan industri manufaktur. dalam lampiran perpres).
eningkatan efisiensi penggunaan
Eumbgzrdaya . adopgi yagr?g lebih 9.4.1(a) Persentase Perubahan Emisi CO2/ Indikator nasional sebagai
baik dari teknologi dan proses industri Emisi Gas Rumah Kaca. tgmbahan |nd|lkator global (ada
bersih dan ramah lingkungan, yang di dalam lampiran perpres).
dilaksanakan semua negara sesuai
kemampuan masing-masing.
9.5 Memperkuat riset ilmiah, 9.5.1*% Proporsi anggaran riset pemerintah Indikator nasional yang sesuai
meningkatkan kapabilitas teknologi terhadap PDB. dengan global (tidak ada di
sektor industri di semua negara, dalam lampiran perpres).
terutama negara-negara berkembang, " : -
terLrJnasuk pa?ja tahu% 2030 g 95.2 Jumlah peneliti (ekuivalen penuh Indikator global yang akan
mendorong inovasi dan se(éara waktu) per satu juta penduduk. dikembangkan.
substansial meningkatkan jumlah
pekerja penelitian dan pengembangan
per 1 juta orang dan meningkatkan
pembelanjaan publik dan swasta
untuk penelitian dan pengembangan.
9.a Memfasilitasi pembangunan 9.a.1 Total dukungan resmi internasional Indikator global yang akan
infrastruktur yang berkelanjutan dan (bantuan resmi pembangunan dikembangkan.
tangguh di negara berkembang, ditambah aliran bantuan resmi biaya)
melalui peningkatan keuangan, untuk infrastruktur.
teknologi dan dukungan teknis bagi
negara-negara Afrika, negara-negara
kurang berkembang, negara-negara
berkembang terkurung daratan dan
negara-negara pulau kecil.
9.b Mendukung pengembangan 9.b.1 Proporsi nilai tambah teknologi Indikator global yang akan
teknologi domestic, riset dan inovasi menengah dan tinggi terhadap total dikembangkan.
di negara-negara berkembang, nilai tambah.
termasuk dengan memastikan
lingkungan kebijakan yang kondusif,
antara lain untuk diversifikasi industry
dan peningkatan nilai tambah
komoditas.
9.c Secara signifikan meningkatkan 9.c.1* Proporsi penduduk yang terlayani Indikator nasional yang sesuai
akses terhadap teknologi informasi mobile broadband. dengan indikator global (tidak
dan komunikasi, dan mengusahakan ada di dalam lampiran perpres).
enyediaan akses universasl dan
ferjayngkau Internet di negara-negara 9.c.1.(a) Propo.rlsiv individu yang menguasai/ Indikqtpr r)asional sebagai
kurang berkembang pada tahun 2020 memiliki telepon genggam. proks.| indikator glqbal (tidak
ada di dalam lampiran perpres).
9.c.1.(b) Proporsi individu yang menggunakan Indikator nasional sebagai

Internet.

proksi indikator global (tidak
ada di dalam lampiran perpres).
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Tujuan 10. Berkurangnya kesenjangan

TARGET INDIKATOR KETERANGAN
10.1 Pada tahun 2030, secara 10.1.1* Koefisien Gini. Indikator nasional yang sesuai
progresif mencapai dan dengan indikator global (ada di
mempertahankan pertumbuhan dalam lampiran perpres).
endapatan penduduk yang berada
Zi baw’;h 4050 ki popﬁlas% pada 10.1.1.(a)  Persentase penduduk yang hidup Indikator nasional sebagai
tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata di bawah_garis kemis_kinan nasional, proksi indike_ltor global (ada di
maslieEl menurut jenis kelamin dan kelompok | dalam lampiran perpres).
umur.
10.1.1.(b)  Jumlah daerah tertinggal yang Indikator nasional sebagai
terentaskan. proksi indikator global (ada di
dalam lampiran perpres).
10.1.1.(c)  Jumlah desa tertinggal. Indikator nasional sebagai
proksi indikator global (ada di
dalam lampiran perpres).
10.1.1.(d)  Jumlah Desa Mandiri. Indikator nasional sebagai
proksi indikator global (ada di
dalam lampiran perpres).
10.1.1.(e) ~ Rata-rata pertumbuhan ekonomi di Indikator nasional sebagai
daerah tertinggal. proksi indikator global (tidak
ada di lampiran perpres).
10.1.1.(f)  Persentase penduduk miskin di Indikator nasional sebagai
daerah tertinggal. proksi indikator global (tidak
ada di dalam lampiran perpres).
10.2 Pada tahun 2030, 10.2.1* Proporsi penduduk yang hidup Indikator nasional yang sesuai

memberdayakan dan meningkatkan
inklusi sosial, ekonomi dan politik
bagi semua, terlepas dari usia, jenis
kelamin, difabilitas, ras, suku, asal,
agama atau kemampuan ekonomi
atau status lainnya.

di bawah 50 persen dari median
pendapatan, menurut jenis kelamin
dan penyandang difabilitas.

dengan indikator global (tidak
ada di lampiran perpres).
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TARGET INDIKATOR KETERANGAN
10.3 Menjamin kesempatan yang 10.3.1 Proporsi penduduk yang melaporkan Indikator global yang memiliki
sama dan mengurangi kesenjangan merasa didiskriminasikan atau proksi dan akan dikembangkan.
hasil, termasuk dengan menghapus dilecehkan dalam kurun 12 bulan
hukum, kebijakan dan praktik yang terakhir atas dasar larangan
diskriminatif, dan mempromosikan diskriminasi sesuai hukum
legislasi, kebijakan dan tindakan yang internasional Hak Asasi Manusia.
tepat terkait legislasi dan kebijakan - . ) R
te?sebut & L 10.3.1.(a)  Indeks Kebebasan Sipil. Indikator nasional sebagai
’ proksi indikator global (ada di
dalam lampiran perpres).
10.3.1.(b)  Jumlah penanganan pengaduan Indikator nasional sebagai
pelanggaran Hak Asasi Manusia proksi indikator global (tidak
(HAM). ada di dalam lampiran perpres).
10.3.1.(c)  Jumlah penanganan pengaduan Indikator nasional sebagai
pelanggaran Hak Asasi Manusia proksi indikator global (tidak
(HAM) perempuan terutama ada di dalam lampiran perpres).
kekerasan terhadap perempuan.
10.3.1.(d)  Jumlah kebijakan yang diskriminatif Indikator nasional sebagai
dalam 12 bulan lalu berdasarkan proksi indikator global (tidak
pelarangan diskriminasi menurut ada di dalam lampiran perpres).
hukum HAM Internasional.
10.4 Mengadopsi kebijakan, 10.4.1 Proporsi upah dan subsidi Indikator global yang memiliki
terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial dari pemberi kerja | proksi dan akan dikembangkan.
perlindungan sosial, serta secara terhadap PDB.
rogresif mencapai kesetaraan yan
IF;bi?w — 2 Ve, 10.4.1.(a)  Persentase rencana anggaran untuk Indikator nasional sebagai
’ belanja fungsi perlindungan sosial proksi indikator global (tidak
pemerintah pusat. ada di dalam lampiran perpres).
10.4.1.(b)  Proporsi peserta Program Jaminan Indikator nasional sebagai
Sosial Bidang Ketenagakerjaan. proksi indikator global (ada di
dalam lampiran perpres).
10.5 Memperbaiki regulasi dan 10.5.1 Financial Soundness Indicator. Indikator global yang akan
pengawasan pasar dan lembaga dikembangkan.
keuangan global, dan memperkuat
pelaksanaan regulasinya.
10.6 Memastikan peningkatan 10.6.1 Proporsi anggota dan hak suara Indikator global yang akan
representasi dan suara bagi negara negara-negara berkembang di dikembangkan.
berkembang dalam pengambilan organisasi internasional.
keputusan di lembaga-lembaga
ekonomi dan keuangan internasional
global, untuk membentuk
kelembagaan yang lebih efektif,
kredibel, akuntabel dan terlegitimasi.
10.7. Memfasilitasi migrasi dan 10.71 Proporsi biaya rekrutmen yang Indikator global yang memiliki
mobilitas manusia yang teratur, ditanggung pekerja terhadap proksi dan akan dikembangkan.
aman, berkala dan bertanggung pendapatan tahunan di negara tujuan.
jawab, termasuk melalui penerapan - I
kebijakan migrasi yang terencana dan 10.7.2 Jumla_h negara yang ) Ind|ka_tor global yang memiliki
terkelola dengan baik. m_eng|mp|emen_ta3|kan kebijakan proksi dan akan dikembangkan.
migran yang baik.
10.72. (a)  Jumlah dokumen kerjasama Indikator nasional sebagai
ketenagakerjaan dan perlindungan proksi indikator global (ada di
pekerja migran antara negara Rl dalam lampiran perpres).
dengan negara tujuan penempatan.
10.72. (b) Jumlah fasilitasi pelayanan Indikator nasional sebagai
penempatan TKLN berdasarkan proksi indikator global (ada di
okupasi. dalam lampiran perpres).
10.a Menerapkan prinsip perlakuan 10.a.1 Besaran nilai tarif yang diberlakukan Indikator global yang akan

khusus dan berbeda bagi negara
berkembang, khususnya negara yang
kurang berkembang, sesuai dengan
kesepakatan World Trade Organization

untuk mengimpor dari negara kurang
berkembang/berkembang dengan
tarif nol persen.

dikembangkan.
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TARGET INDIKATOR KETERANGAN
10.b Mendorong bantuan 10.b.1 Total aliran sumberdaya yang masuk Indikator global yang akan
pembangunan dan arus keuangan untuk pembangunan, terpilah dikembangkan.
yang resmi, termasuk investasi asing berdasarkan negara-negara penerima
secara langsung, ke negara-negara dan donor serta jenis aliran (misalnya,
yang paling membutuhkan, terutama bantuan pembangunan resmi,
negara kurang berkembang, negara- investasi asing langsung, serta aliran
negara Afrika, negara berkembang yang lain).
pulau kecil dan negara terkurung
daratan, sesuai dengan rencana dan
program nasional mereka.
10.c Memperbesar pemanfaatan jasa | 10.c.1 Proporsi biaya remitansi dari jumlah Indikator global yang akan

keuangan bagi pekerja

yang dikirimkan.

dikembangkan.

Tujuan 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan

TARGET

11.1 Pada tahun 2030, menjamin
akses bagi semua terhadap
perumahan yang layak, aman,
terjangkau, dan pelayanan dasar,
serta menata kawasan kumuh.

111

INDIKATOR

Proporsi populasi penduduk perkotaan
yang tinggal di daerah kumuh,
permukiman liar atau rumah yang tidak
layak.

KETERANGAN

Indikator global yang memiliki
proksi dan akan dikembangkan.

1.1.1.(a)

Proporsi rumah tangga yang memiliki
akses terhadap hunian yang layak dan
terjangkau.

Indikator nasional sebagai
proksi indikator global (ada di
dalam lampiran perpres).

perempuan, anak, penyandang
difabilitas dan orang tua.

dikembangkan di kota besar.

1.1.1.(b)  Jumlah kawasan perkotaan Indikator nasional sebagai
metropolitan yang terpenuhi standar proksi indikator global global
pelayanan perkotaan (SPP). (ada di dalam lampiran perpres).
11.1.1.(c)  Jumlah kota sedang dan kota baru Indikator nasional sebagai
yang terpenuhi SPR proksi indikator global (ada di
dalam lampiran perpres).
11.2 Pada tahun 2030, menyediakan 11.2.1 Proporsi populasi yang mendapatkan Indikator global yang memiliki
akses terhadap sistem transportasi akses yang nyaman pada transportasi proksi dan akan dikembangkan.
yang aman, terjangkau, mudah publik, terpilah menurut jenis kelamin,
diakses dan berkelanjutan untuk kelompok usia, dan penyandang
semua, meningkatkan keselamatan difabilitas.
lalu lintas, terutama dengan _ - -
memperluas jangkauan transportasi 11.2.1.(a) Persentase_penggur;g mokda Indta_tprdrfsnonall sst?aggl y
umum, dengan memberi perhatian transportasi umum di perkotaan. zrc|> si :n ikator globa (ada di
khusus pada kebutuhan mereka alam lampiran perpres).
yang berada dalam situasi rentan, 11.2.1.(b)  Jumlah sistem angkutan rel yang Indikator nasional sebagai

proksi indikator global (ada di
dalam lampiran perpres).
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TARGET INDIKATOR KETERANGAN
11.3 Pada tahun 2030, memperkuat 11.3.1 Rasio laju peningkatan konsumsi tanah | Indikator global yang memiliki
urbanisasi yang inklusif dan dengan laju pertumbuhan penduduk. proksi dan akan dikembangkan.
berkelanjutan serta kapasitas - - . )
partisipasi, perencanaan penanganan 11.3.1.(a) nglﬁkkm kota seda_ng di \uarJ?wa }-/fang Indlll<<a_t_or r_wsswnall seblagal _
permukiman yang berkelanjutan dan diarahkan seba_gal pengend_a i (buffer) prclJ si |‘nd| gtor global (ada di
terintegrasi di semua negara. arus urbanisasi dan sebagai pusat dalam lampiran perpres).
pertumbuhan utama.
11.3.1.(b)  Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa | Indikator nasional sebagai
sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). | proksi indikator global (ada di
dalam lampiran perpres).
11.3.2 Proporsi kota dengan struktur Indikator global yang memiliki
partisipasi langsung masyarakat sipil proksi dan akan dikembangkan.
dalam perencanaan dan manajemen
kota yang berlangsung secara teratur
dan demokratis.
11.3.2.(a)  Rata-rata institusi yang berperan secara | Indikator nasional sebagai
aktif dalam Forum Dialog Perencanaan | proksi indikator global (ada di
Pembangunan Kota Berkelanjutan. dalam lampiran perpres).
11.3.2.(b)  Jumlah lembaga pembiayaan Indikator nasional sebagai
infrastruktur. proksi indikator global (ada di
dalam lampiran perpres).
11.4 Mempromosikan dan menjaga 11.4.1 Jumlah belanja (publik dan swasta) Indikator global yang memiliki
warisan budaya dunia dan warisan per kapita yang diperuntukan untuk proksi dan akan dikembangkan.
alam dunia. preservasi, perlindungan, konservasi
pada semua warisan budaya dan
alam, menurut jenis warisan (budaya,
alam, terpadu, destinasi pusat
warisan dunia), tingkat pemerintahan
(nasional dan sub nasional), jenis
belanja (belanja operasional atau
intervensi), dan tipe pembiayaan
swasta (donasi non tunai, swasta non
profit, sponsor).
11.4.1.(a)  Jumlah kota pusaka di kawasan Indikator nasional sebagai
perkotaan metropolitan, kota besar, proksi indikator global (ada di
kota sedang dan kota kecil. dalam lampiran perpres).
11.5 Pada tahun 2030, secara 11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan | Indikator nasional yang sesuai
signifikan mengurangi jumlah terkena dampak bencana per 100.000 | dengan indikator global (tidak
kematian dan jumlah orang orang. ada di dalam lampiran perpres).
terdampak, dan secara substansial - ) I ) .
mengufangi kerugian ekc:lnomi rellatif 11.5.1.(a)  Indeks Risiko Bencana Indonesia Indikator ngspnal sebagai
terhadap PDB global yang disebabkan (IRBI). tgmbahan |nd|_kator global (ada
oleh bencana, dengan fokus di dalam lampiran perpres).
melindungi orang miskin dan orang- | 11.5.1.(b)  Jumlah kota tangguh bencana yang | Indikator nasional sebagai
orang dalam situasi rentan. terbentuk. tambahan indikator global (ada
di dalam lampiran perpres).
11.5.1.(c) ~ Jumlah sistem peringatan dini cuaca Indikator nasional sebagai
dan iklim serta kebencanaan. tambahan indikator global (ada
di dalam lampiran perpres).
11.5.2 Kerugian ekonomi langsung akibat Indikator global yang memiliki
bencana terhadap GDP, termasuk proksi dan akan dikembangkan.
kerusakan bencana terhadap
infrastruktur yang kritis dan gangguan
terhadap pelayanan dasar.
11.6.2.(a)  Jumlah kerugian ekonomi langsung Indikator nasional sebagai

akibat bencana.

proksi indikator global (tidak
ada di dalam lampiran perpres).
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TARGET

INDIKATOR

KETERANGAN

11.6 Pada tahun 2030, mengurangi 11.6.1 Proporsi limbah padat perkotaan yang | Indikator global yang memiliki
dampak lingkungan perkotaan per dikumpulkan secara teratur dengan proksi dan akan dikembangkan.
kapita yang merugikan, termasuk pemrosesan akhir yang baik terhadap
dengan memberi perhatian khusus total limbah padat perkotaan yang
pada kualitas udara, termasuk dihasilkan oleh suatu kota.
penanganan sampah kota. 11.6.1.(a)  Persentase sampah perkotaan yang Indikator nasional sebagai
tertangani. proksi indikator global (ada di
dalam lampiran perpres).
11.6.1.(b)  Jumlah kota hijau yang Indikator nasional sebagai
mengembangkan dan menerapkan proksi indikator global (ada di
green waste di kawasan perkotaan dalam lampiran perpres).
metropolitan.

11.6.2 Rata-rata tahunan materi partikulat Indikator global yang akan

halus (PM 2,5 dan PM 10) di dikembangkan.
Perkotaan (dibobotkan jumlah
penduduk) .
11.7 Pada tahun 2030, menyediakan 11.71 Proporsi ruang terbuka perkotaan Indikator global yang memiliki
ruang publik dan ruang terbuka hijau untuk semua, menurut kelompok proksi dan akan dikembangkan.
yang aman, inklusif dan mudah usia, jenis kelamin dan penyandang
dijangkau terutama untuk perempuan disabilitas.
gﬁgglr;;l;manula dan penyandang 11.7.1.(a) Jumlah kota hijau yang menyediakan Indikator nasional sebagai
ruang terbuka hijau di kawasan proksi indikator global (ada di
perkotaan metropolitan dan kota dalam lampiran perpres).
sedang.

11.72 Proporsi orang yang menjadi korban Indikator global yang memiliki
kekerasan atau pelecehan seksual proksi dan akan dikembangkan.
menurut jenis kelamin, usia, status
disabilitas, dan tempat kejadian (12
bulan terakhir).

11.72.(a)  Proporsi korban kekerasan dalam Indikator nasional sebagai
12 bulan terakhir yang melaporkan proksi indikator global (tidak
kepada polisi. ada di dalam lampiran perpres).

11.a Mendukung hubungan ekonomi, | 11.a.1 Proporsi penduduk yang tinggal di Indikator global yang akan
sosial, dan lingkungan antara urban, kota yang melaksanakan perencanaan | dikembangkan.

pinggiran kota, dan perdesaan regional dan kota terintegrasi dengan

dengan memperkuat perencanaan proyeksi populasi dan kebutuhan

pembangunan nasional dan daerah. sumber daya.

11.b Pada tahun 2020, meningkatkan 11.b. 1% Proporsi pemerintah kota yang Indikator nasional yang sesuai
secara substansial jumlah kota dan memiliki dokumen strategi dengan indikator global (tidak
permukiman yang mengadopsi pengurangan risiko bencana. ada di dalam lampiran perpres).
dan mengimplementasi kebijakan . , . ; - -
dan perencanaan yang terintegrasi 1.b.2 Dokumen strategi pengurangan risiko Indlkator ngsmnal yang sesuai
tentang penyertaan, efisiensi sumber bencana (PRB) tingkat daerah. dengaﬁ indikator global (tidak
daya, mitigasi dan adaptasi terhadap ada di dalam lampiran perpres).
perubahan iklim, ketahanan terhadap

bencana, serta mengembangkan dan

mengimplementasikan penanganan

holistik risiko bencana di semua lini,

sesuai dengan the Sendai Framework

for Disaster Risk Reduction 2015-

2030.

11.c Memberikan dukungan kepada 1.c.1 Proporsi dukungan finansial kepada Indikator global ini tidak relevan

negara-negara kurang berkembang,
melalui bantuan keuangan dan teknis,
dalam membangun bangunan yang
berkelanjutan dan tangguh, dengan
memfaatkan bahan lokal.

negara kurang berkembang (LDCs)
yang dialokasikan pada konstruksi
dan perbaikan dengan sumberdaya
yang efisien, berkelanjutan dan
berketahanan dengan memanfaatkan
bahan lokal.

untuk Indonesia.
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Tujuan 12. Pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab

TARGET INDIKATOR KETERANGAN
12.1 Melaksanakan the 10-Year 12.1.1% Jumlah kolaborasi tematik quickwins Indikator nasional yang sesuai
Framework of Programmes on program. dengan indikator global (ada di
Sustainable Consumption and dalam lampiran perpres).
Production Patterns, dengan
semua negara mengambil tindakan,
dipimpin negara maju, dengan
mempertimbangkan pembangunan
dan kapasitas negara berkembang.
12.2 Pada tahun 2030, mencapai 12.2.1 Jejak material (material footprint). Indikator global yang akan
pengelolaan berkelanjutan dan dikembangkan.
emanfaatan sumber daya alam
Eecara e U 12.2.2 Konsumsi material domestik Indikator global yang akan
' (domestic material consumption). dikembangkan.
12.3 Pada tahun 2030, mengurangi 12.31 Indeks kehilangan makanan global. Indikator global yang akan
hingga setengahnya limbah pangan dikembangkan.
per kapita global di tingkat ritel
dan konsumen dan mengurangi
kehilangan makanan sepanjang rantai
produksi dan pasokan termasuk
kehilangan saat pasca panen.
12.4 Pada tahun 2020 mencapai 12.4.1 Jumlah pihak untuk kesepakatan Indikator global yang memiliki
pengelolaan bahan kimia dan semua lingkungan multilateral internasional proksi dan akan dikembangkan.
jenis limbah yang ramah lingkungan, tentang bahan kimia dan limbah
di sepanjang siklus hidupnya, sesuai berbahaya untuk memenuhi
kerangka kerja internasional yang komitmen dan kewajiban mereka
disepakati dan secara signifikan dalam transmisi informasi yang
mengurangi pencemaran bahan kimia diperlukan oleh masing-masing.
dan limbah tersebut ke udara, air, dan - ) -
tanah untuk meminimalkan dampak 12.4.1.(a)  Jumlah pgsgrtg Properyang Ind|kqtpr r_1a3|ona| sebagal
buruk terhadap kesehatan manusia mencapai minimal ranking BIRU. proks‘| indikator glqbal (tidak
dan lingkungan. ada di dalam lampiran perpres).
12.4.2 Timbulan limbah berbahaya per Indikator global yang memiliki
kapita, proporsi limbah berbahaya proksi dan akan dikembangkan.
yang terkelola menurut jenis
penanganannya.
12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola Indikator nasional sebagai
dan proporsi limbah B3 yang diolah proksi indikator global (ada di
sesuai peraturan perundangan (sektor | dalam lampiran perpres).
industri).
12.5 Pada tahun 2030, secara 12.5.1 Tingkat daur ulang Nasional, ton Indikator global yang memiliki
substansial mengurangi produksi bahan daur ulang. proksi dan akan dikembangkan.
limbah melalui pencegahan, , - - ; -
pengurangan dgur ulgng o 12.5.1.(a)  Jumlah timbulan sampah yang didaur | Indikator nasional sebagai
penggunaan kembali. ulang. proksi |nd|k§tor global (ada di
dalam lampiran perpres).
12.6 Mendorong perusahaan, 12.6.1 Jumlah perusahaan yang Indikator global yang memiliki
terutama perusahaan besar dan mempublikasi laporan proksi dan akan dikembangkan.
transnasional, untuk mengadopsi keberlanjutannya.
raktek-praktek berkelanjutan . . .
Ean mer?gintegrasikan in{‘ormasi 12.6.1.(a)  Jumlah perusahaan yang menerapkan | Indikator nasional sebagai
keberlanjutan dalam siklus pelaporan sertifikasi SNI ISO 14001. zrc|>k5| :nd|k§tor global (ada di
. alam lampiran perpres).
12.7 Mempromosikan praktek 12.71 Jumlah negara yang menerapkan Indikator global yang memiliki
pengadaan publik yang berkelanjutan, kebijakan pengadaan publik dan proksi dan akan dikembangkan.
sesuai dengan kebijakan dan prioritas rencana aksi yang berkelanjutan.
nasional.
I 12.71.(a)  Jumlah produk ramah lingkungan Indikator nasional sebagai

yang teregister.

proksi indikator global (ada di
dalam lampiran perpres).
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TARGET INDIKATOR KETERANGAN
12.8 Pada tahun 2030, menjamin 12.8.1 Sejauh mana (i) pendidikan Indikator global yang memiliki
bahwa masyarakat di mana pun kewarganegaraan global dan (ii) proksi dan akan dikembangkan.
memiliki informasi yang relevan dan pendidikan untuk pembangunan
kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan (termasuk pendidikan
berkelanjutan dan gaya hidup yang perubahan iklim) diarusutamakan
selaras dengan alam. dalam (a) kebijakan pendidikan
nasional (b) kurikulum (c) pendidikan
guru dan (d) penilaian siswa.
12.8.1.(a)  Jumlah fasilitas publik yang Indikator nasional sebagai
menerapkan Standar Pelayanan proksi indikator global (tidak
Masyarakat (SPM) dan teregister. ada di dalam lampiran perpres).
12.a Mendukungan negara-negara 12.a.1 Jumlah dukungan negara-negara Indikator global yang akan
berkembang untuk memperkuat berkembang pada riset dan dikembangkan.
kapasitas ilmu pengetahuan dan pengembangan (R&D) untuk
teknologi mereka untuk bergerak konsumsi dan produksi berkelanjutan
ke arah pola konsumsi dan produksi (SCP) dan teknologi ramah
yang lebih berkelanjutan. lingkungan.
12.b Mengembangkan dan 12.b.1 Jumlah strategi atau kebijakan Indikator global yang akan
menerapkan perangkat untuk pariwisata berkelanjutan dan dikembangkan.
memantau dampak pembangunan pelaksanaan rencana aksi, dengan
berkelanjutan terhadap pariwisata perangkat monitoring dan evaluasi
berkelanjutan yang menciptakan yang disepakati.
lapangan kerja dan mempromosikan
budaya dan produk lokal.
12.c Merasionalisasi subsidi bahan 12.c.1 Jumlah subsidi bahan bakar fosil per Indikator global yang akan

bakar fosil tidak efisien yang
mendorong pemborosan konsumsi
dengan menghilangkan distorsi pasar,
sesuai dengan keadaan nasional,
termasuk dengan restrukturisasi
pajak dan penghapusan secara
bertahap jika ada subsidi berbahaya
, yang dicerminkan oleh dampak
lingkungannya, dengan sepenuhnya
memperhitungkan kebutuhan dan
kondisi khusus negara-negara
berkembang dan meminimalkan
dampak negatif yang bisa terjadi
pada pembangunannya dengan cara
yang melindungi rakyat miskin dan
masyarakat yang terkena dampak.

unit GDP (produksi dan konsumsi)
sebagai proporsi dari total belanja
nasional pada bahan bakar fosil.

dikembangkan.

Tujuan 13. Perubahan iklim

TARGET INDIKATOR KETERANGAN
13.1 Memperkuat kapasitas 13.1.1% Dokumen strategi pengurangan risiko | Indikator nasional yang sesuai
ketahanan dan adaptasi terhadap bencana (PRB) tingkat nasional dan dengan indikator global (ada di
bahaya terkait iklim dan bencana alam daerah. dalam lampiran perpres).
di semua negara.

g 13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan | Indikator nasional yang sesuai
terkena dampak bencana per 100.000 | dengan indikator global (tidak
orang. ada di dalam lampiran perpres).

13.2 Mengintegrasikan tindakan 13.2.1% Dokumen Biennial Update Report Indikator nasional yang sesuai
antisipasi perubahan iklim ke dalam (BUR) Indonesia. dengan indikator global (ada di
kebijakan, strategi dan perencanaan dalam lampiran perpres).
nasional.

13.2.1.(a)  Dokumen pelaporan penurunan emisi | Indikator nasional sebagai

gas rumah kaca (GRK).

tambahan indikator global (ada
di dalam lampiran perpres).
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TARGET INDIKATOR KETERANGAN
13.3 Meningkatkan pendidikan, 13.3.1 Jumlah negara yang telah Indikator global yang akan
penumbuhan kesadaran, serta mengitegrasikan mitigasi, adaptasi, dikembangkan.
kapasitas manusia dan kelembagaan pengurangan dampak dan peringatan
terkait mitigasi, adaptasi, dini ke dalam kurikulum sekolah
pengurangan dampak dan peringatan dasar, sekolah menengah dan
dini perubahan ikim. perguruan tinggi.
13.3.2 Jumlah negara yang telah Indikator global yang akan
mengkomunikasikan penguatan dikembangkan.
kapasitas kelembagaan, sistem
individu untuk melaksanakan adaptasi
mitigasi dan transfer teknologi, serta
kegiatan pembangunan.
13.a Melaksanakan komitmen 13.a.1 Mobilisasi sejumlah dana (USD) Indikator global ini tidak relevan
negara maju pada the United Nations per tahun mulai tahun 2010 secara untuk Indonesia.
Framework Convention on Climate akuntabel mencapai komitmen
Change untuk tujuan mobilisasi dana sebesar 100 milyar USD.
bersama sebesar 100 miliar dolar
Amerika per tahun pada tahun 2020
dari semua sumber untuk mengatasi
kebutuhan negara berkembang
dalam konteks aksi mitigasi yang
bermanfaat dan transparansi
dalam pelaksanaannya dan
mengoperasionalisasi secara penuh
the Green Climate Fund melalui
kapitalisasi dana tersebut sesegera
mungkin.
13.b Menggalakkan mekanisme 13.b.1 Jumlah negara-negara kurang Indikator global ini tidak relevan

untuk meningkatkan kapasitas
perencanaan dan pengelolaan yang
efektif terkait perubahan iklim di
negara kurang berkembang, negara
berkembang pulau kecil, termasuk
fokus pada perempuan, pemuda,
serta masyarakat lokal dan marjinal.

berkembang dan negara berkembang
kepulauan kecil yang menerima
dukungan khusus dan sejumlah
dukungan, termasuk keuangan,
teknologi dan peningkatan kapasitas,
untuk mekanisme peningkatan
kapasitas dalam perencanaan dan
pengelolaan yang efektif terkait
perubahan iklim, termasuk fokus pada
perempuan, generasi muda serta
masyarakat lokal dan marjinal.

untuk Indonesia.

Tujuan 14. Ekosistem lautan

TARGET INDIKATOR KETERANGAN

14.1 Pada tahun 2025, mencegah 14.1.1 Indeks eutrofikasi pesisir (ICEP) dan Indikator global yang akan

dan secara signifikan mengurangi kepadatan sampah plastik terapung. dikembangkan.

semua jenis pencemaran laut,

khususnya dari kegiatan berbasis

lahan, termasuk sampah laut dan

polusi nutrisi.

14.2 Pada tahun 2020, mengelola 14.2.1 Proporsi Zona Ekonomi Eksklusif Indikator global yang memiliki

dan melindungi ekosistem laut nasional yang dikelola menggunakan proksi dan akan dikembangkan.

dan pesisir secara berkelanjutan pendekatan berbasis ekosistem.

untuk menghindari dampak buruk

yang signifian termasui dengan 14.2.1.(a)  Tersedianya kerangka kebijakan, dan Indikator nasional sebagai

memperkuat kétahanannya, instrumle:n terkait penataan ruang laut pr<|>ksi :ndikgtor global (ada di

dan melakukan restorasi untuk jlaclonal dalam lampiran perpres).

mewaujudkan lautan yang sehat dan 14.2.1.(b)  Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan Indikator nasional sebagai

produktif. perikanan (WPP) secara proksi indikator global (ada di
berkelanjutan. dalam lampiran perpres).

14.3 Meminimalisasi dan mengatasi 14.3.1 Rata-rata keasaman laut (pH) yang Indikator global yang akan

dampak pengasaman laut, termasuk
melalui kerjasama ilmiah yang lebih
baik di semua tingkatan.

diukur pada jaringan stasiun sampling
yang disetujui dan memadai.

dikembangkan.
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14.4 Pada tahun 2020, secara

efektif mengatur pemanenan dan
menghentikan penangkapan ikan
yang berlebihan, penangkapan ikan
ilegal dan praktek penangkapan ikan
yang merusak, serta melaksanakan
rencana pengelolaan berbasis ilmu
pengetahuan, untuk memulihkan
persediaan ikan secara layak dalam
waktu yang paling singkat yang
memungkinkan, setidaknya ke tingkat
yang dapat memproduksi hasil
maksimum yang berkelanjutan sesuai
karakteristik biologisnya.

14.4.1%

INDIKATOR

Proporsi tangkapan jenis ikan yang
berada dalam batasan biologis yang
aman.

KETERANGAN

Indikator nasional yang sesuai
dengan indikator global (ada di
dalam lampiran perpres).

14.5 Pada tahun 2020, melestarikan
setidaknya 10 persen dari wilayah
pesisir dan laut, konsisten dengan
hukum nasional dan internasional dan
berdasarkan informasi ilmiah terbaik
yang tersedia.

14.5.1%

Jumlah luas kawasan konservasi
perairan.

Indikator nasional yang sesuai
dengan indikator global (ada di
dalam lampiran perpres).

14.6 Pada tahun 2020, melarang
bentuk-bentuk subsidi perikanan
tertentu yang berkontribusi terhadap
kelebihan kapasitas dan penangkapan
ikan berlebihan, menghilangkan
subsidi yang berkontribusi terhadap
penangkapan ikan ilegal, yang

tidak dilaporkan & tidak diatur dan
menahan jenis subsidi baru, dengan
mengakui bahwa perlakuan khusus
dan berbeda yang tepat dan efektif
untuk negara berkembang & negara
kurang berkembang harus menjadi
bagian integral dari negosiasi subsidi
perikanan pada the World Trade
Organization.

14.6.1

Kemajuan negara-negara di tingkat
pelaksanaan instrumen internasional
yang bertujuan untuk memerangi
penangkapan ikan yang ilegal, tidak
dilaporkan dan tidak diatur (IlUU
Fishing).

Indikator global yang memiliki
proksi dan akan dikembangkan.

14.6.1.(a)

Persentase kepatuhan pelaku usaha.

Indikator nasional sebagai
proksi indikator global (ada di
dalam lampiran perpres).

14.7 Pada tahun 2030, meningkatkan
manfaat ekonomi bagi negara
berkembang kepulauan kecil

dan negara kurang berkembang

dari pemanfaatan berkelanjutan
sumber daya laut, termasuk melalui
pengelolaan perikanan, budidaya air
dan pariwisata yang berkelanjutan.

14.71

Perikanan berkelanjutan sebagai
presentase dari PDB pada negara-
negara berkembang kepulauan kecil,
negara-negara kurang berkembang
dan semua negara.

Indikator global ini tidak relevan
untuk Indonesia.

14.a Meningkatkan pengetahuan
ilmiah, mengembangkan kapasitas
penelitian dan alih teknologi kelautan,
dengan mempertimbangkan the
Intergovernmental Oceanographic
Commission Criteria and Guidelines
tentang Alih Teknologi Kelautan,
untuk meningkatkan kesehatan

laut dan meningkatkan kontribusi
keanekaragaman hayati laut untuk
pembangunan negara berkembang,
khususnya negara berkembang
kepulauan kecil dan negara kurang
berkembang.

14.a.1

Proporsi dari total anggaran penelitian
yang dialokasikan untuk penelitian di
bidang teknologi kelautan.

Indikator global yang akan
dikembangkan.
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14.b Menyediakan akses untuk 14.b.1% Ketersediaan kerangka hukum/ Indikator nasional yang sesuai
nelayan skala kecil (small-scale regulasi/ kebijakan/ kelembagaan dengan indikator global (tidak
artisanal fishers) terhadap sumber yang mengakui dan melindungi hak ada di dalam lampiran perpres).
daya laut dan pasar. akses untuk perikanan skala kecil.
14.b.1.(a)  Jumlah provinsi dengan peningkatan Indikator nasional sebagai
akses pendanaan usaha nelayan. tambahan indikator global
(tidak ada di dalam lampiran
perpres).
14.b.1.(b)  Jumlah nelayan yang terlindungi. Indikator nasional sebagai
tambahan indikator global
(tidak ada di dalam lampiran
perpres).
14.c Meningkatkan pelestarian 14.c.1* Tersedianya kerangka kebijakan Indikator nasional yang sesuai

dan pemanfaatan berkelanjutan
lautan dan sumber dayanya dengan
menerapkan hukum internasional
yang tercermin dalam the United
Nations Convention on the Law of
the Sea, yang menyediakan kerangka
hukum untuk pelestarian dan
pemanfaatan berkelanjutan lautan
dan sumber dayanya, seperti yang
tercantum dalam ayat 158 dari “The
future we want’

dan instrumen terkait pelaksanaan
UNCLOS (the United Nations
Convention on the Law of the Sea).

dengan indikator global (tidak
ada di dalam lampiran perpres).

Tujuan 15. Ekosistem daratan

TARGET INDIKATOR KETERANGAN
15.1 Pada tahun 2020, menjamin 15.1.1 Kawasan hutan sebagai persentase Indikator global yang memiliki
pelestarian, restorasi dan pemanfaatan dari total luas lahan. proksi dan akan dikembangkan.
berkelanjutan dari ekosistem
SEEER (Jj:n perai:’an dalrat serta jasa 15.1.1.(a) ::’rt:)porksi tultupet:n hutan terhadap luas !ng_il;ator nlastioraldsesggali proksi
lingkungannya, khususnya ekosistem Bl eI :n ' ?tor globalllada|didalam
hutan, lahan basah, pegunungan dan ampiran perpres).
lahan kering, Sel?bﬂ dengan keyvajlban 15.1.2 Proporsi situs penting keanekaragaman | Indikator global yang akan
berdasarkan perjanjian internasional. hayati daratan dan perairan darat dalam | dikembangkan.
kawasan lindung, berdasarkan jenis
ekosistemnya.
15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan 15.2.1 Proporsi lahan yang terdegradasi Indikator global yang memiliki
pelaksanaan pengelolaan semua terhadap luas lahan keseluruhan. proksi dan akan dikembangkan.
jenis hutan secara berkelanjutan, ; ; ) ; - ,
menghentikan deforestasi, 16.2.1.(a)  Luas Kawgsan konserya& terdegradaS| !nd}kator nasional sebggal proksi
merestorasi hutan yang terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya. :ndlkgtor global (ada di dalam
dan meningkatkan secara signifikan ampiran perpres).
forestasi dan reforestasi secara global. | 152 1.(b)  Luas usaha pemanfaatan hasil hutan Indikator nasional sebagai proksi
kayu restorasi ekosistem. indikator global (ada di dalam
lampiran perpres).
15.2.1.(c)  Jumlah kawasan konservasi yang Indikator nasional sebagai proksi
memperoleh nilai indeks METT indikator global (tidak ada di
minimal 70%. dalam lampiran perpres).
15.2.1.(d)  Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan. Indikator nasional sebagai proksi
indikator global (tidak ada di
dalam lampiran perpres).
15.3 Pada tahun 2020, menghentikan 15.3.1 Proporsi lahan yang terdegradasi Indikator global yang memiliki
penggurunan, memulihkan lahan dan terhadap luas lahan keseluruhan. proksi dan akan dikembangkan.
tanah kritis, termasuk lahan yan - . ) . . .
e 15.3.1.(a)  Proporsi luas lahan kritis yang Indikator nasional sebagai proksi

terkena penggurunan, kekeringan dan
banjir, dan berusaha mencapai dunia
yang bebas dari lahan terdegradasi.

direhabilitasi terhadap luas lahan
keseluruhan.

indikator global (ada di dalam
lampiran perpres).
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15.4 Pada tahun 2030, menjamin 15.4.1 Situs penting keanekaragaman hayati Indikator global yang akan
pelestarian ekosistem pegunungan, pegunungan dalam kawasan lindung. dikembangkan.
termasuk keanekaragaman hayatinya, - .
untuk meningkatkan kapasitasnya 15.4.2 Indeks tutupan hijau pegunungan. In_Slkator gIEbaI yang akan
memberikan manfaat yang sangat dikembangkan.
penting bagi pembangunan
berkelanjutan.
15.5 Melakukan tindakan cepat 15.6.1* Persentase populasi 25 jenis satwa Indikator nasional yang sesuai
dan signifikan untuk mengurangi terancam punah prioritas. dengan indikator global (ada di
degradasi habitat alami, menghentikan dalam lampiran perpres).
kehilangan keanekaragaman hayati,
dan, pada tahun 2020, melindungi dan
mencegah lenyapnya spesies yang
terancam punah.
15.6 Meningkatkan pembagian 15.6.1* Tersedianya kerangka legislasi, Indikator nasional yang sesuai
keuntungan yang adil dan merata dari administrasi dan kebijakan untuk dengan indikator global (tidak
pemanfaatan sumber daya genetik, memastikan pembagian keuntungan ada di dalam lampiran perpres).
dan meningkatkan akses yang tepat yang adil dan merata.
terhadap sumber daya tersebut, sesuai
kesepakatan internasional.
15.7 Melakukan tindakan cepat 16.71 Proporsi hidupan liar dari hasil Indikator global yang memiliki
untuk mengakhiri perburuan dan perburuan atau perdagangan gelap. proksi dan akan dikembangkan.
erdagangan jenis flora dan fauna yan L , , ) ; ;
Zilindgngigser‘ia mengatasi permintyaang 15.71.(a) Persentase penyelesaian tindak pidana | Indikator nasional sebagai proksi
dan pasokan produk hidupan liar gngkun%aﬂ l:dup sampai Qeglgan P21 :nd|k§tor global (ada di dalam
secara ilegal. ari jumlah kasus yang terjadi. ampiran perpres).
15.71.(b)  Jumlah penambahan spesies Indikator nasional sebagai proksi
satwa liar dan tumbuhan alam yang indikator global (tidak ada di
dikembangbiakan pada lembaga dalam lampiran perpres).
konservasi.
15.8 Pada tahun 2020, 15.8.1 Proporsi negara yang mengadopsi Indikator global yang memiliki
memperkenalkan langkah-langkah legislasi nasional yang relevan dan proksi dan akan dikembangkan.
untuk mencegah masuknya dan secara memadai dalam pencegahan atau
signifikan mengurangi dampak dari pengendalian jenis asing invasive (JAI).
jenis asing invasif pada ekosistem
Jdarlat da;ngal!r Vserltapmengendlalikan 15.8.1.(a)  Rumusan kebijakan dan rekomendasi Indikator nasional sebagai proksi
- membérantas jenis asing invasif karantina hewan_dan tumbuhan, se_rta indikz_ator global (ada di dalam
- keamanan hayati hewani dan nabati. lampiran perpres).
prioritas.
15.9 Pada tahun 2020, 15.9.1 Kemajuan pencapaian target nasional Indikator global yang memiliki
mengitegrasikan nilai-nilai ekosistem yang ditetapkan sesuai dengan Target proksi dan akan dikembangkan.
dan keanekaragaman hayati kedalam 2 Keanekaragaman Hayati Aichi dari
perencanaan nasional dan daerah, Rencana Strategis Keanekaragaman
proses pembangunan, strategi Hayati 2011-2020.
dan penganggaran pengurangan
kem?skir?an o (B, J 16.9.1.(a)  Dokumen rencana pemanfaatan Indikator nasional sebagai proksi
' keanekaragaman hayati. indikator global (ada di dalam
lampiran perpres).
15.a Memobilisasi dan meningkatkan 15.a.1 Bantuan pembangunan dan Indikator global yang akan
sumber daya keuangan secara pengeluaran pemerintah untuk dikembangkan.
signifikan dari semua sumber untuk konservasi dan pemanfaatan
melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan
keanekaragaman hayati dan ekosistem ekosistemnya secara berkelanjutan.
secara berkelanjutan.
15.b Memobilisasi sumber daya 156.b.1 Bantuan pembangunan dan Indikator global yang akan

penting dari semua sumber dan pada
semua tingkatan untuk membiayai
pengelolaan hutan yang berkelanjutan
dan memberikan insentif yang
memadai bagi negara berkembang
untuk memajukan pengelolaannya,
termasuk untuk pelestarian dan
reforestasi.

pengeluaran pemerintah untuk
konservasi dan pemanfaatan
keanekaragaman hayati dan
ekosistemnya secara berkelanjutan.

dikembangkan.

LAMPIRAN 3. DAFTAR TUJUAN, TARGET DAN INDIKATOR TPB/SDGS 117




TARGET

15.c Meningkatkan dukungan global
dalam upaya memerangi perburuan
dan perdagangan jenis yang dilindungi,
termasuk dengan meningkatkan
kapasitas masyarakat lokal mengejar
peluang mata pencaharian yang
berkelanjutan.

INDIKATOR KETERANGAN
15.c.1 Proporsi hidupan liar dari hasil Indikator global yang memiliki
perburuan atau perdagangan gelap. proksi dan akan dikembangkan.
15.c.1.(a)  Persentase penyelesaian tindak pidana | Indikator nasional sebagai proksi

lingkungan hidup sampai dengan P21
dari jumlah kasus yang terjadi.

indikator global (ada di dalam
lampiran perpres).

Tujuan 16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh

TARGET INDIKATOR KETERANGAN
16.1 Secara signifikan mengurangi 16.1.1 Angka korban kejahatan pembunuhan | Indikator global yang memiliki
segala bentuk kekerasan dan terkait per 100.000 penduduk berdasarkan proksi dan akan dikembangkan.
angka kematian dimanapun. umur dan jenis kelamin.

16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan | Indikator nasional sebagai
pada satu tahun terakhir. proksi indikator global (tidak

ada di dalam lampiran perpres).

16.1.2 Kematian disebabkan konflik Indikator global yang memiliki
per 100.000 penduduk terpilah proksi dan akan dikembangkan.
berdasarkan jenis kelamin, umur dan
penyebab kematian.

16.1.2.() Kematian disebabkan konflik per Indikator nasional sebagai
100.000 penduduk. proksi indikator global (tidak

ada di dalam lampiran perpres).

16.1.3 Proporsi penduduk yang mengalami Indikator global yang memiliki
kekerasan secara fisik, psikologi atau | proksi dan akan dikembangkan.
seksual dalam 12 bulan terakhir.

16.1.3.() Proporsi penduduk yang menjadi Indikator nasional sebagai
korban kejahatan kekerasan dalam 12 | proksi indikator global (tidak
bulan terakhir. ada di dalam lampiran perpres).

16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa Indikator nasional yang sesuai
aman berjalan sendirian di area dengan indikator global (tidak
tempat tinggalnya. ada di dalam lampiran perpres).

16.2 Menghentikan perlakuan kejam, | 16.2.1 Proporsi anak umur 1-17 tahun yang Indikator global yang memiliki
eksploitasi, perdagangan, dan segala mengalami hukuman fisik dan/atau proksi dan akan dikembangkan.
bentuk kekerasan dan penyiksaan agresi psikologis dari pengasuh dalam

terhadap anak. sebulan terakhir

16.2.1.(@) Proporsi rumah tangga yang Indikator nasional sebagai
memiliki anak umur 1-17 tahun yang proksi indikator global (tidak
mengalami hukuman fisik dan/atau ada di dalam lampiran perpres).
agresi psikologis dari pengasuh dalam
setahun terakhir.

16.2.1.(o) Prevalensi kekerasan terhadap anak Indikator nasional sebagai
laki-laki dan anak perempuan. proksi indikator global (ada di

dalam lampiran perpres).

16.2.2 Angka korban perdagangan manusia Indikator global yang akan
per 100.000 penduduk menurut jenis | dikembangkan.
kelamin, kelompok umur dan jenis
eksploitasi.

16.2.3 Proporsi perempuan dan laki-laki Indikator global yang memiliki
muda umur 18-29 tahun yang proksi dan akan dikembangkan.
mengalami kekerasan seksual
sebelum umur 18 tahun.

16.2.3.(a)  Proporsi perempuan dan laki-laki Indikator nasional sebagai

muda umur 18-24 tahun yang
mengalami kekerasan seksual
sebelum umur 18 tahun.

proksi indikator global (tidak
ada di dalam lampiran perpres).
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16.3 Menggalakkan negara 16.3.1 Proporsi korban kekerasan dalam 12 Indikator global yang memiliki
berdasarkan hukum di tingkat bulan lalu yang melaporkan kepada proksi dan akan dikembangkan.
nasional dan internasional dan pihak berwaijib atau pihak berwenang
menjamin akses yang sama terhadap yang diakui dalam mekanisme
keadilan bagi semua. resolusi konflik.
16.3.1.(@) Proporsi korban kekerasan dalam Indikator nasional sebagai
12 bulan terakhir yang melaporkan proksi indikator global (tidak
kepada polisi. ada di dalam lampiran perpres).
16.3.1.(0)  Jumlah orang atau kelompok Indikator nasional sebagai
masyarakat miskin yang memperoleh | proksi indikator global (ada di
bantuan hukum litigasi dan non dalam lampiran perpres).
litigasi.
16.3.1.c)  Jumlah pelayanan peradilan bagi Indikator nasional sebagai
masyarakat miskin melalui sidang di proksi indikator global (ada di
luar gedung pengadilan; pembebasan | dalam lampiran perpres).
biaya perkara; dan Pos Layanan
Hukum.
16.3.2 Proporsi tahanan terhadap seluruh Indikator global yang memiliki
tahanan dan narapidana. proksi dan akan dikembangkan.
16.3.2.(a)  Proporsi tahanan yang melebihi masa | Indikator nasional sebagai
penahanan terhadap seluruh jumlah proksi indikator global (tidak
tahanan. ada di dalam lampiran perpres).
16.4 Pada tahun 2030 secara 16.4.1 Total nilai aliran dana gelap masuk dan | Indikator global yang akan
signifikan mengurangi aliran dana keluar negeri (dalam US$). dikembangkan.
elap maupun senjata, menguatkan ) ) ) ) ) o
gem’ijlihaﬁzuan perigembalia%uaset 16.4.2 Eropor5| sen]ata api dan senjata Indikator globa_l ini tidak relevan
curian dan memerangi segala bentuk r|n?an Zang disita, y&_lr;g terdaftar ddan untuk Indonesia.
kejahatan yang terorganisasi. _reraca + Yang sesuai dengan SiEIeEr
internasional dan ketentuan hukum.
16.5 Secara substansial mengurangi 16.5.1 Proporsi penduduk yang memiliki Indikator global yang memiliki
korupsi dan penyuapan dalam segala paling tidak satu kontak hubungan proksi dan akan dikembangkan.
bentuknya. dengan petugas, yang membayar
suap kepada petugas atau diminta
untuk menyuap petugas tersebut
dalam 12 bulan terakhir.
16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). Indikator nasional sebagai
proksi indikator global (ada di
dalam lampiran perpres).
16.56.2 Proporsi pelaku usaha yang paling Indikator global yang akan
tidak memiliki kontak dengan petugas | dikembangkan.
pemerintah dan yang membayar suap
kepada seorang petugas, atau diminta
untuk membayar suap oleh petugas-
petugas, selama 12 bulan terakhir.
16.6 Mengembangkan lembaga yang | 16.6.1* Proporsi pengeluaran utama Indikator nasional yang sesuai
efektif, akuntabel, dan transparan di pemerintah terhadap anggaran yang dengan indikator global (tidak
semua tingkat. disetujui. ada di dalam lampiran perpres).
16.6.1.(@) Persentase peningkatan Opini \Wajar Indikator nasional sebagai
Tanpa Pengecualian (WTP) atas tambahan indikator global (ada
Laporan Keuangan Kementerian/ di dalam lampiran perpres).
Lembaga dan Pemerintah Daerah
(Provinsi/Kabupaten/Kota).
16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Indikator nasional sebagai
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah tambahan indikator global (ada
(SAKIP) Kementerian/Lembaga di dalam lampiran perpres).
dan Pemerintah Daerah (Provinsi/
Kabupaten/Kota).
16.6.1.(c) Persentase penggunaan Indikator nasional sebagai

E-procurement terhadap belanja
pengadaan.

tambahan indikator global (ada
di dalam lampiran perpres).
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16.6.1.(d) Persentase instansi pemerintah Indikator nasional sebagai
yang memiliki nilai Indeks Reformasi tambahan indikator global (ada
Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga di dalam lampiran perpres).
dan Pemerintah Daerah (Provinsi/
Kabupaten/Kota).
16.6.2 Proporsi penduduk yang puas Indikator global yang memiliki
terhadap pengalaman terakhir atas proksi dan akan dikembangkan.
layanan publik.
16.6.2.(a)  Persentase Kepatuhan pelaksanaan Indikator nasional sebagai
UU Pelayanan Publik Kementerian/ proksi indikator global (ada di
Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam lampiran perpres).
(Provinsi/ Kabupaten/Kota).
16.7 Menjamin pengambilan 16.71 Proporsi jabatan (menurut kelompok Indikator global yang memiliki
keputusan yang responsif, inklusif, umur, jenis kelamin, disabilitas dan proksi dan akan dikembangkan.
partisipatif dan representatif di setiap kelompok masyarakat) di lembaga
tingkatan. publik (DPR/DPRD, pelayanan publik,

peradilan) dibanding distribusi

nasional.

16.71.(@) Persentase keterwakilan perempuan Indikator nasional sebagai
di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) proksi indikator global (ada di
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | dalam lampiran perpres).
(DPRD).

16.71.(b) Persentase keterwakilan perempuan Indikator nasional sebagai
sebagai pengambilan keputusan di proksi indikator global (ada di
lembaga eksekutif (Eselon | dan I1). dalam lampiran perpres).

16.72 Proporsi penduduk yang percaya pada | Indikator global yang memiliki
pengambilan keputusan yang inklusif | proksi dan akan dikembangkan.
dan responsif menurut jenis kelamin,
umur, difabilitas dan kelompok
masyarakat.

16.72.(a) Indeks Lembaga Demokrasi. Indikator nasional sebagai

proksi indikator global (ada di
dalam lampiran perpres).

16.72.(b) Indeks Kebebasan Sipil. Indikator nasional sebagai

proksi indikator global (ada di
dalam lampiran perpres).

16.72.(c) Indeks Hak-hak Politik. Indikator nasional sebagai

proksi indikator global (ada di
dalam lampiran perpres).
16.8 Memperluas dan meningkatkan 16.8.1 Proporsi keanggotaan dan hak Indikator global yang akan
partisipasi negara berkembang di pengambilan keputusan dari negara- dikembangkan.
dalam lembaga tata kelola global. negara berkembang di Organisasi
Internasional.
16.9 Pada tahun 2030, memberikan 16.9.1% Proporsi anak umur di bawah 5 Indikator nasional yang sesuai
identitas yang syah bagi semua, tahun yang kelahirannya dicatat oleh dengan indikator global (tidak
termasuk pencatatan kelahiran. lembaga pencatatan sipil, menurut ada di dalam lampiran perpres).
umur.

16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir Indikator nasional sebagai
untuk penduduk 40% berpendapatan | tambahan indikator global (ada
bawah. di dalam lampiran perpres).

16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta Indikator nasional sebagai

kelahiran.

tambahan indikator global
(tidak ada di dalam lampiran
perpres).
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16.10 Menjamin akses publik 16.10.1 Jumlah kasus terverifikasi atas Indikator global yang memiliki
terhadap informasi dan melindungi pembunuhan, penculikan dan proksi dan akan dikembangkan.
kebebasan mendasar, sesuai dengan penghilangan secara paksa,
peraturan nasional dan kesepakatan penahanan sewenang-wenang dan
internasional. penyiksaan terhadap jurnalis, awak

media, serikat pekerja, dan pembela

HAM dalam 12 bulan terakhir.
16.10.1.(a)  Jumlah penanganan pengaduan Indikator nasional sebagai
pelanggaran Hak Asasi Manusia proksi indikator global (ada di
(HAM). dalam lampiran perpres).
16.10.1.(0) ~ Jumlah penanganan pengaduan Indikator nasional sebagai
pelanggaran Hak Asasi Manusia proksi dari indikator global (ada
(HAM) perempuan terutama di dalam lampiran perpres).
kekerasan terhadap perempuan.
16.10.2* Jumlah negara yang mengadopsi dan | Indikator nasional yang sesuai
melaksanakan konstitusi, statutori dengan indikator global (tidak
dan/atau jaminan kebijakan untuk ada di dalam lampiran perpres).
akses publik pada informasi.
16.10.2.(a)  Tersedianya Badan Publik yang Indikator nasional sebagai
menjalankan kewajiban sebagaimana | tambahan indikator global (ada
diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 di dalam lampiran perpres).
tentang Keterbukaan Informasi Publik.
16.10.2.(b) Persentase penyelesaian sengketa Indikator nasional sebagai
informasi publik melalui mediasi dan/ | tambahan indikator global (ada
atau ajudikasi non litigasi. di dalam lampiran perpres).
16.10.2.(c)  Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat | Indikator nasional sebagai
Pengelola Informasi dan Dokumentasi | tambahan indikator global (ada
(PPID) untuk mengukur kualitas PPID | di dalam lampiran perpres).
dalam menjalankan tugas dan fungsi
sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan.
16.a Memperkuat lembaga-lembaga 16.a.1* Tersedianya lembaga hak asasi Indikator nasional yang sesuai
nasional yang relevan, termasuk manusia (HAM) nasional yang dengan indikator global (tidak
melalui kerjasama internasional, independen yang sejalan dengan ada di dalam lampiran perpres).
untuk membangun kapasitas di Paris Principles.
semua tingkatan, khususnya di
negara berkembang, untuk mencegah
kekerasan serta memerangi
terorisme dan kejahatan.
16.b Menggalakkan dan menegakkan | 16.b.1 Proporsi penduduk yang melaporkan Indikator global yang memiliki
undang-undang dan kebijakan mengalami diskriminasi dan proksi dan akan dikembangkan.
yang tidak diskriminatif untuk pelecehan dalam 12 bulan lalu
pembangunan berkelanjutan. berdasarkan pada pelarangan

diskriminasi menurut hukum HAM

Internasional.

16.b.1.(a) Jumlah kebijakan yang diskriminatif Indikator nasional sebagai

dalam 12 bulan lalu berdasarkan
pelarangan diskriminasi menurut
hukum HAM Internasional.

proksi indikator global (tidak
ada di dalam lampiran perpres).
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Tujuan 17 Kemitraan untuk mencapai tujuan

TARGET

17.1 Memperkuat mobilisasi
sumber daya domestik, termasuk
melalui dukungan internasional
kepada negara berkembang, untuk

171.1%

INDIKATOR

Total pendapatan pemerintah sebagai
proporsi terhadap PDB menurut
sumbernya.

KETERANGAN

Indikator nasional yang sesuai
dengan indikator global (tidak
ada di dalam lampiran perpres).

pemerintahan yang mempromosikan
investasi bagi negara kurang
berkembang.

dan melaksanakan rezim promosi
investasi untuk negara-negara kurang
berkembang.

meningkatkan kapasitas lokal bagi 17.1.1.(@) Rasio penerimaan pajak terhadap Indikator n_asic_)nal sebagai
pengumpulan pajak dan pendapatan PDB. ta_mbahan |nd|'kator global (ada
lainnya. di dalam lampiran perpres).
171.2* Proporsi anggaran domestik yang Indikator nasional yang sesuai
didanai oleh pajak domestik. dengan indikator global (tidak
ada di dalam lampiran perpres).
172 Negara-negara maju 1721 Bantuan Pembangunan Bersih, secara | Indikator global yang akan
melaksanakan secara penuh keseluruhan dan kepada negara- dikembangkan.
komitmen atas bantuan negara kurang berkembang, sebagai
pembangunan (Official Development proporsi terhadap Pendapatan
Assistance - ODA), termasuk Nasional Bruto dari OECD/Komite
komitmen dari banyak negara maju Bantuan Pembangunan.
untuk mencapai target 0.7 persen
dari Pendapatan Nasional Bruto
untuk bantuan pembangunan (ODA/
GNI) bagi negara berkembang dan
0,15 sampai 0,20 persen ODA/GNI
kepada negara kurang berkembang;
penyedia ODA didorong untuk
mempertimbangkan penetapan
target untuk memberikan paling tidak
0,20 persen dari ODA/GNI untuk
negara kurang berkembang.
17.3 Memobilisasi tambahan sumber | 173.1 Investasi Asing Langsung (Foreign Indikator global yang akan
daya keuangan untuk negara Direct Investment/FDI), bantuan dikembangkan.
berkembang dari berbagai macam pembangunan dan Kerjasama
sumber. Selatan-Selatan sebagai proporsi dari
total anggaran domestik.
173.2 Volume pengiriman uang/remitansi Indikator global yang memiliki
(dalam US dollars) sebagai proporsi proksi dan akan dikembangkan.
terhadap total GDP.
173.2.(a)  Proporsi volume remitansi TKI (dalam | Indikator nasional sebagai
US dollars) terhadap PDB. proksi indikator global (tidak
ada di dalam lampiran perpres).
174 Membantu negara berkembang 174.1% Proporsi pembayaran utang dan Indikator nasional yang sesuai
untuk mendapatkan keberlanjutan bunga (Debt Service) terhadap ekspor | dengan indikator global (tidak
utang jangka panjang melalui barang dan jasa. ada di dalam lampiran perpres).
kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi
yang ditujukan untuk membantu
pembiayaan utang, keringanan utang
dan restrukturisasi utang, yang
sesuai, dan menyelesaikan utang
luar negeri dari negara miskin yang
berutang besar untuk mengurangi
tekanan utang.
175 Mengadopsi dan melaksanakan 175.1 Jumlah negara yang mengadopsi Indikator global yang akan

dikembangkan.
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TARGET INDIKATOR KETERANGAN
17.6 Meningkatkan kerjasama 176.1 Jumlah kesepakatan kerjasama dan Indikator global yang memiliki
Utara-Selatan, Selatan-Selatan program-program di bidang sains dan/ | proksi dan akan dikembangkan.
dan kerjasama triangular secara atau teknologi antar negara menurut
regional dan internasional terkait tipe kerjasamanya.
g:z iankjfassit’e(;r;d;z:;Igié:s;:mogl 176.1.(a) Jumlah kegiatan saling berbagi Indika_t_or rjasional sebagai _
berbagi pengetahuan berdasar pen_getahuan dalam kerangka proksi |nd|k§tor global (ada di
kesepakatan timbal balik, termasuk Kgr]asama Selatan-Selatan dan dalam lampiran perpres).
melalui koordinasi yang lebih baik Triangular
antara mekanisme yang telah ada, 176.2 Langganan broadband internet tetap | Indikator global yang memiliki
khususnya di tingkat Perserikatan menurut tingkat kecepatannya. proksi dan akan dikembangkan.
Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui
mekanisme fasilitasi teknologi global. | 176.2.(a) Persentase jaringan tulang Indikator nasional sebagai
punggung serat optik nasional yang proksi indikator global (ada di
menghubungkan Ibukota Kabupaten/ | dalam lampiran perpres).
Kota (IKK).

176.2.(b)  Tingkat penetrasi akses tetap Indikator nasional sebagai
pitalebar (fixed broadband) di proksi indikator global (ada di
Perkotaan dan di Perdesaan. dalam lampiran perpres).

176.2.(c) Proporsi penduduk terlayani mobile Indikator nasional sebagai
broadband proksi indikator global (ada di

dalam lampiran perpres).
17.7 Meningkatkan pengembangan, 1771 Total jumlah dana yang disetujui untuk | Indikator global yang akan
transfer, diseminasi dan penyebaran negara-negara berkembang untuk dikembangkan.
teknologi yang ramah lingkungan mempromosikan pengembangan,
kepada negara berkembang transfer, mendiseminasikan dan
berdasarkan ketentuan yang menyebarkan teknologi yang ramah
menguntungkan, termasuk ketentuan lingkungan.
konsesi dan preferensi, yang disetujui
bersama.
17.8 Mengoperasionalisasikan secara | 178.1* Proporsi individu yang menggunakan Indikator nasional yang sesuai
penuh bank teknologi dan sains, internet. dengan indikator global (tidak
mekanisme pembangunan kapasitas ada di dalam lampiran perpres).
tkelzjkrgg;og:acrjs;r;rg;\;aspgr;;uraﬁ%ara 178.1.(a) Persentgse kabupaten 3T Indikator ngsiqnal sebagai
2017 dan meningkatkan penggunaan yang terjanlgkalu Iayanan akse§ tgmbahan mdllkator global (ada
teknologi yang memampukan, telekomunikasi universal dan internet. | di dalam lampiran perpres).
khususnya teknologi informasi dan
komunikasi.
17.9 Meningkatkan dukungan 179.1 Nilai dolar atas bantuan teknis dan Indikator global yang memiliki
internasional untuk melaksanakan pembiayaan (termasuk melalui proksi dan akan dikembangkan.
pembangunan kapasitas yang kerjasama Utara-Selatan, Selatan-
efektif dan sesuai target di negara Selatan dan Tirangular) yang
berkembang untuk mendukung dikomitmenkan untuk negara-negara
rencana nasional untuk melaksanakan berkembang.
seluruh tujuan pembangunan
berkelanjutan, termasuk melalui
kerjasama Utara-Selatan, Selatan-
Selatan dan Triangular.

179.1.(a) Jumlah indikasi pendanaan untuk Indikator nasional sebagai
pembangunan kapasitas dalam proksi indikator global (tidak
kerangka KSST Indonesia. ada di dalam lampiran perpres).

17.10 Menggalakkan sistem 1710.1 Rata-rata tarif terbobot dunia Free Indikator global yang memiliki
perdagangan multilateral yang Trade Agreement (FTA). proksi dan akan dikembangkan.
universal, berbasis aturan, terbuka, 1710.1.(a)  Rata-rata tarif terbobot di negara Indikator nasional sebagai

tidak diskriminatif dan adil di bawah
the World Trade Organization
termasuk melalui kesimpulan

dari kesepakatan di bawah Doha
Development Agenda.

mitra Free Trade Agreement (FTA) (6
negara).

proksi indikator global (ada di
dalam lampiran perpres).
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TARGET

INDIKATOR

KETERANGAN

17.11 Secara signifikan meningkatkan | 1711.1 Bagian negara berkembang dan Indikator global yang memiliki
ekspor dari negara berkembang, kurang berkembang pada ekspor proksi dan akan dikembangkan.
khususnya dengan tujuan global.
nmezrgrnagllzi::irg] gﬁkﬁ;ﬁ:ﬁ; %r;Jlgr(;ra 1711.1.(@) Pe_rtumbuhan ekspor produk non Indika_t_or r_wasional sebagai _
ekspor global pada tahun 2020. migas proksi |nd|k§tor global (ada di
dalam lampiran perpres).
17.12 Merealisasikan pelaksanaan 17121 Rata-rata tarif yang dihadapi oleh Indikator global yang akan
tepat waktu dari akses pasar negara-negara berkembang, negara dikembangkan.
bebas bea dan bebas kuota tanpa kurang berkembang dan negara
batas waktu untuk semua negara berkembang pulau kecil.
kurang berkembang, sesuai dengan
keputusan World Trade Organization
termasuk dengan menjamin bahwa
penetapan aturan keaslian (rules
of origin) yang dapat diterapkan
terhadap impor dari negara kurang
berkembang tersebut transparan dan
sederhana, serta berkontribusi pada
kemudahan akses pasar.
17.13 Meningkatkan stabilitas 1713.1* Tersedianya Dashboard Indikator nasional yang sesuai
makroekonomi global, termasuk Makroekonomi. dengan indikator global (ada di
melalui koordinasi kebijakan dan dalam lampiran perpres).
keterpaduan kebijakan.
17.14 Meningkatkan keterpaduan 17141 Jumlah negara yang telah memiliki Indikator global yang akan
kebijakan untuk pembangunan mekanisme untuk keterpaduan dikembangkan.
berkelanjutan. kebijakan pembangunan
berkelanjutan.
17.15 Menghormati ruang kebijakan 17151 Jangkauan penggunaan kerangka Indikator global yang akan
dan kepemimpinan dari setiap negara kerja dan alat perencanaan yang dikembangkan.
untuk membuat dan melaksanakan dimiliki negara oleh penyedia
kebijakan pengentasan kemiskinan kerjasama pembangunan.
dan pembangunan berkelanjutan.
17.16 Meningkatkan kemitraan global | 1716.1 Jumlah negara yang melaporkan Indikator global yang akan
untuk pembangunan berkelanjutan, perkembangan kerangka kerja dikembangkan.
dilengkapi dengan kemitraan monitoring efektifitas pembangunan
berbagai pemangku kepentingan multi-stakeholder yang mendukung
yang memobilisasi dan membagi pencapaian tujuan pembangunan
pengetahuan, keahlian, teknologi berkelanjutan.
dan sumber daya keuangan, untuk
mendukung pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan di
semua negara, khususnya di negara
berkembang.
17.17 Mendorong dan meningkatkan 17171 Jumlah komitmen untuk kemitraan Indikator global yang memiliki
kerjasama pemerintah-swasta publik-swasta dan masyarakat sipil proksi dan akan dikembangkan.
dan masyarakat sipil yang efektif, (dalam US dollars).
EZ[gifnagiarnpgggi?EEZ?I?:r?asama. 1717.1.(a) Jumlahlproyek yang ditawarkan Indikqtpr r)asional sebagai .
untuk dilaksanakan dengan skema proksi indikator global (ada di
Kerjasama Pemerintah dan Badan dalam lampiran perpres).
Usaha (KPBU).
17171.(b)  Jumlah alokasi pemerintah untuk Indikator nasional sebagai

penyiapan proyek, transaksi proyek,
dan dukungan pemerintah dalam
Kerjasama Pemerintah dan Badan
Usaha (KPBU).

proksi indikator global (ada di
dalam lampiran perpres).
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TARGET

INDIKATOR

KETERANGAN

17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan | 17.18.1 Proporsi indikator pembangunan Indikator global yang memiliki
dukungan pengembangan kapasitas berkelanjutan yang dihasilkan di proksi dan akan dikembangkan.
untuk negara berkembang, termasuk tingkat nasional dengan keterpilahan

negara kurang berkembang dan data lengkap yang relevan dengan

negara berkembang pulau kecil, targetnya, yang sesuai dengan

untuk meningkatkan secara signifikan Prinsip-prinsip Fundamental dari

ketersediaan data berkualitas Statistik Resmi.

tinggi, tepat waktu dan dapat ) . .
dip%grcayap yang terpilah b:rdasarkan 1718.1.(a)  Persentase konsumen Badan Pusat Indikator nasional sebagai
pendapaté}n gender, umur, ras Statistik (BPS) yang merasa puas proksi indikator global (tidak
&, statué migrasi', difablilitas', dengan kualitas data statistik. ada di dalam lampiran perpres).
lokasi geografis dan karakteristik 1718.1.(b)  Persentase konsumen yang Indikator nasional sebagai
lainnya yang relevan dengan konteks menjadikan data dan informasi proksi indikator global (tidak
nasional. statistik BPS sebagai rujukan utama. ada di dalam lampiran perpres).

1718.1.c)  Jumlah metadata kegiatan statistik Indikator nasional sebagai
dasar, sektoral, dan khusus yang proksi indikator global (tidak
terdapat dalam Sistem Informasi ada di dalam lampiran perpres).
Rujukan Statistik (SIRuSa).

1718.1.(d)  Persentase indikator SDGs terpilah Indikator nasional sebagai
yang relevan dengan target. proksi indikator global (tidak

ada di dalam lampiran perpres).

1718.2* Jumlah negara yang memiliki undang- | Indikator nasional yang sesuai
undang statistik nasional yang tunduk | dengan indikator global (tidak
pada Prinsip-prinsip fundamental ada di dalam lampiran perpres).
Statistik Resmi.

1718.2.(a)  Review Undang-Undang Nomor 16 Indikator nasional sebagai
Tahun 1997 tentang Statistik. tambahan indikator global

(tidak ada di dalam lampiran
perpres).

1718.3 Jumlah negara dengan Perencanaan Indikator global yang memiliki
Statistik Nasional yang didanai dan proksi dan akan dikembangkan.
melaksanakan rencananya berdasar
sumber pendanaan.

1718.3.(a)  Tersusunnya National Strategy for Indikator nasional sebagai
Development of Statistics (NSDS). proksi indikator global (tidak

ada di dalam lampiran perpres).
17.19 Pada tahun 2030, 17191 Nilai dolar atas semua sumber Indikator global yang memiliki
mengandalkan inisiatif yang sudah yang tersedia untuk penguatan proksi dan akan dikembangkan.
ada, untuk mengembangkan kapasitas statistik di negara-negara
pengukuran atas kemajuan berkembang.
embangunan berkelanjutan yan
fnelengk%pi Erarl DoriwestikyBrSto, 1719.1.(a)  Jumlah pejabat fungsional statistisi Indikqtpr r)asional sebagai
dan mendukung pengembangan ian prana?a kEmputer pada proksl| m(?katlor glqbal (tidak
kapasitas statistik di negara ementerian/Lembaga. ada di dalam lampiran perpres).
berkembang. 1719.1.00)  Persentase Kementerian/Lembaga Indikator nasional sebagai
yang sudah memiliki pejabat proksi indikator global (tidak
fungsional statistisi dan/atau pranata ada di dalam lampiran perpres).
komputer.

1719.1.c)  Persentase terpenuhinya kebutuhan Indikator nasional sebagai
pejabat fungsional statistisi dan proksi indikator global (tidak
pranata komputer Kementerian/ ada di dalam lampiran perpres).
Lembaga.

1719.2 Proporsi negara yang a) melaksanakan | Indikator global yang memiliki

paling tidak satu Sensus Penduduk
dan Perumahan dalam sepuluh tahun
terakhir, dan b) mencapai 100 persen
pencatatan kelahiran dan 80 persen
pencatatan kematian.

proksi dan akan dikembangkan.
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TARGET
17.19.2 (a)

INDIKATOR

Terlaksananya Sensus Penduduk dan
Perumahan pada tahun 2020.

KETERANGAN

Indikator nasional sebagai
proksi indikator global (tidak
ada di dalam lampiran perpres).

17.19.2.(b)

Tersedianya data registrasi terkait
kelahiran dan kematian (Vital
Statistics Register)

Indikator nasional sebagai
proksi indikator global (tidak
ada di dalam lampiran perpres).

1719.2.(c)

Jumlah pengunjung eksternal yang
mengakses data dan informasi
statistik melalui website.

Indikator nasional sebagai
tambahan indikator global
(tidak ada di dalam lampiran
perpres).

17.19.2.(d)

Persentase konsumen yang puas
terhadap akses data Badan Pusat
Statistik (BPS).

Indikator nasional sebagai
tambahan indikator global
(tidak ada di dalam lampiran
perpres).

1719.2.(e)

Persentase konsumen yang
menggunakan data Badan Pusat
Statistik (BPS) dalam perencanaan
dan evaluasi pembangunan nasional.

Indikator nasional sebagai
tambahan indikator global
(tidak ada di dalam lampiran
perpres).
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